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BAB III
MAQᾹṢID ASY-SYARI’AH SEBAGAI METODE IJTIHAD
A. Ijtihad dalam Lintas Sejarah

Berbicara masalah metode ijtihâd tidak terlepas dari mengetahui muncul dan perkembangan ijtihâd. Dilihat dari perspektif historis, ijtihâd pada dasarnya telah muncul sejak masa-masa awal Islam, yakni pada masa Rasulullah Saw. (w. 632 M) dan kemudian berkembang pada masa sahabat, tābi’in, dan tābi’ tābi’in hingga masa sekarang, dan bahkan di masa yang akan datang hatta akhir zaman. Sebagai bukti dan jastifikasi bahwa ijtihâd itu telah ada sejak masa Rasulullah Saw. dapat dilacak dalam beberapa riwayat antara lain: Ketika peristiwa perang Badar terjadi, Rasulullah Saw. memilih satu tempat tertentu untuk mendirikan perkemahan bagi tentara Islam. Kemudian seorang sahabat bernama Hubāb bin al-Munżir bin al-Jamūh bertanya kepada beliau: Ya Rasulullah, apakah memilih tempat itu atas pertimbangan pendapat pribadi (ra’y) atau atas petunjuk Allah.? Rasulullah menjawab bahwa pemilihan tempat itu berdasarkan pertimbangan pendapat pribadi beliau sendiri. Jika demikian, maka Hubāb menyarankan satu tempat yang lebih strategis dan cocok.  Lalu Rasulullah menyatakan kepadanya: Sungguh engkau telah memberikan argumentasi yang rasional (laqad asyarta bî ar-ra’y).


Setelah peristiwa perang Badar tersebut selesai, pasukan tentara Islam mendapatkan rampasan perang di antaranya adalah tawanan perang. Mensikapi penyelesaian tawanan ini Rasulullah Saw. meminta pendapat kepada Abû Bakar (w. 13 H) dan Umar bin al-Khaṭṭāb (w. 23 H), beliau bersabda: Tindakan apa yang harus diambil terhadap tawanan perang Badar ini.?  Abû Bakar berpendapat, agar mereka dibebaskan dengan membayar tebusan (fidyah). Sedangkan Umar berpendapat, mereka harus dibunuh, karena mereka telah mendustakan dan mengusir Rasulullah Saw. dari Makkah. Dari dua pendapat tersebut, beliau memilih pendapat Abû Bakar yang dipandang mendekati kebenaran. Kemudian turun ayat al-Qur’ān
 yang mengoreksi kesalahan memilih pendapat Abû Bakar dan menunjukkan kepada yang benar.
 Dari dua fakta (riwayat) tersebut  menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. itu melakukan ijtihâd dengan menggunakan nalar dan pendapat pribadinya, di samping beliau juga menerima pendapat para sahabat dalam persoalan hukum ketika wahyu tidak membimbingnya. Hal ini terbukti ketika terjadi kesalahan dalam ijtihâdnya, maka Allah membenarkan melalui wahyu yang diturunkan-Nya. Artinya, jika ijtihâd yang dilakukan Rasulullah itu benar, maka wahyu tidak akan turun untuk membenarkannya. 
Bukti lain,  ketika Rasulullah Saw. akan mengutus Mu’aż bin Jabal r.a. (w. 18 H) untuk menjadi hakim di daerah Yaman, beliau sempat berdialog dengan Mu’aż dan bertanya: Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara.? Mu’aż menjawab: Aku akan memutuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’ān. Kalau tidak kamu dapatkan dalam al-Qur’ān. ? Mu’aż  menjawab: Akan aku putuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah Saw. Rasulullah bertanya lagi: Kalau tidak kamu dapatkan dalam al-Qur’ān dan sunnah Rasulullah.? Mu’aż menjawab: Aku akan berijtihâd berdasarkan ra’y dengan penuh optimis. Kemudian beliau mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu’aż  seraya bersabda: Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada delegasi Rasul-Nya terhadap sesuatu yang diridai oleh Rasulullah.

Dalam kesempatan lain kaitan dengan seorang hakim yang akan melakukan ijtihâd, Rasulullah Saw. bersabda:
عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ. وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
.
Artinya:“Dari ‘Amr bin al-‘As., ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Apabila seorang hakim akan menetapkan hukum kemudian dia berijtihâd dan ijtihâdnya benar, maka baginya dua pahala; dan apabila dia akan menetapkan hukum kemudian berijtihâd dan ternyata ijtihâdnya salah, maka baginya satu pahala”(HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abû Dawud, dan Ibn Mājah).
Dialog Rasulullah dengan Mu’aż bin Jabal dan hakim yang akan menetapkan hukum lalu berijtihâd tersebut mengisyaratkan bahwa motifasi untuk melakukan ijtihâd itu bukan semata-mata muncul dari pribadi Rasulullah, tetapi juga muncul atas inisiatif sahabat sendiri seperti tercermin dalam pernyataan Mu’aż “ajtahîdu ra’y walâ alû”. 
Pada suatu hari di bulan Ramaḍan Umar bin Khaṭṭăb (w. 23 H) menyesalî perbuatannya yang dianggap membatalkan puasa, seperti diriwayatkan oleh Imām Ahmad dan ad-Dārimi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَلْتُ وَأَنَاصَائِمٌ.فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتٌ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ اَمْرًا عَظِيْمًا فَقَبَلْتُ وَأَنَاصَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَاَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَابَأْسَ بِذَلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَفَيْمُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ. 

Artinya: “Dari Umar bin al-Khattăb ia berkata: Aku memeluk (isteriku) dan kemudian aku menciumnya, padahal aku sedang berpuasa. Kemudian aku mendatangi Rasulullah saw. lalu bertanya: Sungguh aku telah melakukan perbuatan yang luar biasa (aku memeluk dan mencium isteriku), padahal aku sedang berpuasa. Rasulullah saw. bertanya kepada Umar: Bagaimana menurut pendapatmu kalau kamu berkumur-kumur dengan air (sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa).? Umar menjawab: Menurutku itu tidak memudarati (tidak membatalkan puasa). Kalau begitu, kata Rasulullah: Teruskan puasamu (H.R. Ahmad).”
Dari beberapa bukti (riwayat) tersebut di atas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Rasulullah di samping beliau melakukan ijtihâd dengan berdasarkan nalar dan pendapat pribadinya ketika wahyu tidak turun, juga sekaligus mengindikasikan beliau melatih, mendidik, dan membimbing para sahabat berijtihâd ketika dihadapkan pada berbagai persoalan hukum di masyarakat. Seperti terlihat dalam bukti (riwayat)  pemilihan tempat tertentu untuk mendirikan perkemahan, meminta pendapat Abû Bakar dan Umar dalam menyelesaikan tawanan perang, dialog Rasulullah dengan Mu’aż bin Jabal, konsekuensi hakim ketika berijtihâd dengan benar atau salah, dan memberikan jawaban edukatif kepada Umar ketika beliau didatangi (dihadapkan kasus hukum) Umar.
Terdapat pemahaman lain yang juga dapat dipetik dari bukti-bukti (riwayat-riwayat) di atas yang mengindikasikan bahwa setiap orang yang akan melakukan ijtihâd (mujtahid) itu harus memenuhi persyaratan,
 dan hanya mereka yang diperbolehkan melakukan ijtihâd.  Kebolehan ijtihâd itu juga dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak ditegaskan secara eksplisit dalam al-Qur’ān dan sunnah (fimā lā năṣṣa fih). Dalam hal ini, dialog Rasulullah dengan Mu’aż bin Jabal terlihat dengan tegas menempatkan kedudukan ijtihâd dengan segala bentuknya setelah al-Qur’ān dan sunnah.
Namun demikian, dapat ditegaskan bahwa kreatifitas ijtihad di masa Rasulullah Saw. belum dapat ditetapkan sebagai alat istinbāṭ hukum, karena ijtihâd yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu masih dalam taraf latihan, sementara penentuan akhir penetapan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada dasarnya berada pada kekuasaan Rasulullah. Karena itulah semua kreatifitas kegiatan ijtihâd yang dilakukan oleh para sahabat tidak dinamakan sebagai hasil ijtihâd sahabat, tetapi disebut sebagai sunnah Rasulullah, dalam hal ini sunnah taqririyyah. Kreatifitas kegiatan ijtihâd yang dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah ketika itu cukup dinamis dan berkembang, karena Rasulullah sendiri terlihat, di satu sisi beliau sengaja melatih dan mendidik mereka berijtihâd, dan di sisi lain, para sahabat termotifasi untuk mengetahui berbagai permasalahan hukum yang ketetapan hukumnya belum mereka peroleh dari Rasulullah, baik melalui al-Qur’ān maupun sunnah-sunnah-nya.
Kegiatan ijtihâd telah dilakukan dan dipelopori oleh para sahabat generasi awal (as-sābiqūn al-awwalūn), yaitu Abû Bakar (w. 13 H), Umar bin Khaṭṭāb (w. 23 H), Uṡmān bin ‘Affān (w. 35 H) dan ‘Alî bin AbîŢālib (w. 40 H), dan diikuti oleh para sahabat terkemuka lainnya, seperti Ubay bin Ka’ab, Zaid bin Ṡābit (w. 45 H), Mu’āwiyah bin Abî Sofyān, dan saudaranya Yazid, Mugirah bin Syu’bah, Zubair bin ‘Awwām, dan Khālîd bin Walîd.
 Pada masa sahabat ini dinamika kegiatan ijtihâd benar-benar terlihat mulai diperlukan, dan kedudukannya telah berfungsi sebagai alat istinbāṭ hukum, bahkan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mesti dilakukan untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai kasus hukum yang mengemuka yang secara tegas ketentuan hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur’ān dan sunnah. Ibrahim Hosen dalam konteks ini menguatkan bahwa,
Sesudah Rasulullah wafat (w. 632 M) maka kedudukan ijtihâd dipandang sebagai alat untuk menggalî sumber-sumber hukum Islam karena para sahabat Nabi biar bagaimanapun tidak dapat terpaku kepada teks saja, di samping mana năs-năs al-Qur’ān dan hadîs adalah sangat terbatas; Sedangkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat itu demikian rupa banyaknya tiada terbatas. Maka sudah semestinyalah mereka menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut dengan mendudukkan sesuatu pada tempatnya demi mencari jalan yang benar dengan berpedomankan kaidah-kaidah umum dari agama.

Para sahabat dalam melakukan ijtihâd, secara metodologis, mereka pertama mencari ketentuan hukum dalam al-Qur’ān, kemudian dalam sunnah Rasulullah. Jika dalam kedua sumber ketentuan hukumnya dengan jelas ditemukan, maka mereka mengambil dan mengamalkannya. Sebalîknya, jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mencari indikasi-indikasi (al-imā’) yang dapat mengantarkan pada pemahaman hukum yang benar. Dan terhadap permasalahan yang tidak disebutkan hukumnya oleh naṣ, mereka menganalogikan pada masalah yang ada naṣ-nya sekiranya  memungkinkan dapat dilakukan. Artinya, apabila masalah itu dapat dianalogikan pada masalah yang disebutkan ketentuan hukumnya oleh naṣ.
 Dari pandangan ini, Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H) mengatakan bahwa para sahabat dalam berijtihâd telah menggunakan deduktif analogis (qiyâs). Mereka menggunakan qiyâs dalam berbagai persoalan hukum, dan membanding-bandingkan penalarannya dengan penalaran mujtahid yang lain.
 Berbeda dengan aj-Jauziyyah, Muhammad Abû Zahrah mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihâd dalam batas-batas pemahaman al-Qur’ān dan sunnah, sedangkan sebagian sahabat yang lain menggunakan qiyâs dan maṣlahah al-mursalah.
 Bahkan lebih jauh, Muhammad ‘Alî as-Sāyis mengatakan bahwa para sahabat dalam berijtihad mereka menggunakan qiyās, istihsān, bara’ah al-aṣlîyyah, sad az-żarî’ah, dan al-maṣālîh al-mursalah.

Dari pandangan-pandangan tersebut dapat dipahami bahwa ternyata pasca kematian Rasulullah dinamika ijtihâd di kalangan para sahabat benar-benar menjadi alat yang sangat menentukan dalam meng-istinbāṭ-kan hukum, baik yang langsung menggalî dari al-Qur’ān dan sunnah maupun tidak langsung, karena kedua sumber hukum itu secara eksplisit tidak ditemukan ketetapan hukumnya (fimā lā naṣṣa fih). Dari yang disebutkan terakhir ini mereka dalam berijtihâd menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga konklusi hukum dari hasil ijtihâd mereka juga berbeda-beda. Misalnya, Umar bin Khaṭṭāb lebih cendrung menggunakan al-maṣlahah di samping menggunakan qiyâs. Sedangkan Alî bin Abî Ṭālib (w. 40 H) dan Abd Allah bin Mas’ūd (w. 32 H) keduanya lebih banyak menggunakan qiyâs meskipun terkadang menggunakan al-maṣlahah.
 Sebagai contoh, Ibn Mas’ūd dalam menggunakan qiyâs, ia melarang seorang laki-laki mukmin (muslim) menikahi perempuan ahli kitab dengan menganalogikan kepada perempuan musyrikah, yang menurut al-Qur’ān surat al-Baqarah (2), ayat 221 dilarang menikahinya.  Di mana ia mengakui Isā sebagai Tuhan sebagaimana keyakinan golongan ahli kitab. Menurut Ibn Mas’ūd pengakuan itu sebagai syirik yang paling besar.  Dan   ia  menafsirkan  kata “al-muhṣanāt” dalam surat al-Māidah (5)  ayat 5 itu dengan  al-muslimāt (perempuan-perempuan muslimah).

Umar bin Khaṭṭāb dalam berijtihâd lebih cendrung menggunakan al-maṣālîh al-mursalah, ia menfatwakan tentang perempuan yang masih dalam masa iddah menikah dengan seorang laki-laki. Apabila terjadi hubungan seksual dengan laki-laki tersebut, maka perempuan itu dilarang dinikahi untuk selama-lamanya. Fatwa Umar ini bertujuan membatalkan pernikahan  perempuan  dengan laki-laki tersebut sebagai manifestasi untuk memelihara keturunan dan sebagai sanksi baginya karena menentang ketentuan hukum Allah. Fatwa yang demikian ini jelas didasarkan kepada al-maṣālîh al-mursalah.

Berbeda dengan Umar, Alî bin Abi Ţālib berfatwa sebalîknya, menurutnya, apabila masa iddah telah habis, maka perempuan itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Ijtihâd demikian dasarnya adalah al-bara’ah al-aṣliyyah.
 Karena pada asalnya seorang perempuan halal dinikahi, tetapi karena dia sedang menjalani masa iddah, maka masa itu merupakan penghalang (al-māni’) baginya untuk nikah. Dari sini dapat dipahami bahwa, dengan selesainya masa iddah berarti perempuan itu kembali kepada sifat hukum asalnya, yaitu boleh dinikahi, karena sudah tidak ada lagi penghalang baginya.
Sedangkan istihsân mereka gunakan dalam istinbāṭ hukum paling tidak dalam pengertian secara umum. Misalnya dalam mażhab Mālîki, istihsān yaitu berpegang kepada kemaslahatan khusus (maṣlahah juz’iyyah) dalam berhadapan dengan dalil yang umum (kûllî). Maksudnya adalah mendahulukan maṣlahah daripada qiyās. Jadi istihsân dalam metodologi mażhab Mālîki merupakan pengecualîan dari dalil kûllî.
 Lebih jelas secara terminologis, Ibn al-‘Arabî (w. 545 H/1150 M) mengemukakan istihsân adalah meninggalkan kehendak dalil dengan cara pengecualîan atau memberikan dispensasi (at-tarkhis) karena berbeda hukumnya dalam beberapa hal.
 Dalam kitab Ahkăm al-Qur’ān, Ibn al-‘Arabî mengemukakan, istihsân menurut kami (Mażhab Mālîki) dan Mażhab Hanafî adalah beramal dengan salah satu dari dua dalil yang paling kuat. Berpegang pada dalil umum apabila dalil itu bisa kontinyu berlaku, dan berpegang pada qiyâs apabila juga bisa berlaku umum.Mālîk dan Abû Hanifah, kata Ibn al-‘Arabî, berpendapat bahwa dalil umum bisa dikhususkan dengan dalil apapun baik dengan dalil yang ẓāhir ataupun dengan makna. Mālîk melakukan istihsân dengan cara men-takhṣiṣ-kan dalil umum dengan al-maṣlahah. Sedangkan Abû Hanifah melakukan istihsân dengan men-takhṣiṣ-kan dalil umum dengan pendapat salah seorang sahabat yang kontradiksi dengan qiyâs.Mālîk dan Abû Hanifah sama-sama berpendapat boleh men-takhṣiṣ-kan dan membatalkan ‘illah. Sedangkan menurut asy-Syāfî’i, ‘illat syara’ apabila sudah jelas tidak boleh di-takhṣiṣ-kan.
 Ibn Rusyd (w. 520 H) lebih menegaskan bahwa istihsân yaitu meninggalkan qiyâs dalam menetapkan hukum karena qiyâs itu dapat menimbulkan keadaan yang berlebihan dalam hukum. Pada beberapa masalah, penetapan hukum tidak dilakukan dengan qiyâs, akan tetapi dialîhkan daripadanya karena ada pengertian yang berimplikasi dalam penetapan hukum yang mengkhususkan masalah tersebut.
 
Sebagai contoh, seorang dokter laki-laki yang memeriksa pasien perempuan dengan melihat auratnya. Secara dalil kûllî, melihat aurat perempuan yang bukan muhrimnya dilarang. Akan tetapi, jika dalil kûllî ini yang diberlakukan dengan tetap dilarang melihat aurat pasien perempuan dalam pengobatan (pemeriksaan), maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya kemaslahatanyang ingin dicapai oleh dalil itu, karena dalil kûllî sesungguhnya ingin mewujudkan kemaslahatan yang sekunder (hâjîyyāt) dan bahkan tersier (tahsînîyyāt). Sementara larangan melihat aurat dalam pengobatan (pemeriksaan) menghilangkan kemaslahatan yang primer (ḍarûrîyyāt), karena dengan tidak boleh dilihat dan diperiksa sangat boleh jadi akan mengakibatkan kematian, paling tidak penyakitnya tidak akan sembuh, maka dalam kondisi demikian, dalilkûllî dapat di-takhṣiṣ-kan dengan kemaslahatan juz’i. Dasarnya, memelihara jiwa (hifẓ an-nafs) adalah bersifat ḍarûrî, sedangkan memelihara yang bersifat hāji ataupun tahsini adalah bersifat sekunder atau tersier, dalam arti tidak mesti dipertahankan dalam konteks proses pengobatan tersebut.

Adapun ijtihâd sahabat yang didasarkan kepada sad az-żarî’ah adalah kebijakan Uṡmān bin Affān (w. 35 H) untuk mengkodifikasikan al-Qur’ān dalam sebuah buku (muṡhaf). Pada awalnya gagasan mengkodifikasikan al-Qur’ān itu muncul dari inisiatif Umar yang menjadi kontribusi pemikiran kepada khalifah Abû Bakar dengan pertimbangan para sahabat yang hafal al-Qur’ān satu demi satu meninggal dunia, seperti Ubay bin Ka’ab, Ibn Mas’ūd, dan lain-lain, di samping para sahabat banyak yang pindah domisili ke berbagai negeri (daerah), ada yang berdomisili di Madinah, di Makkah, Kūfah, Baṣrah, dan daerah-daerah lain. Selain daripada itu, fenomena al-Qur’ān telah dibaca dengan ragam bacaan (qirā’ah as-sab’ah) dikhawatirkan akan terjadi perbedaan dalam al-Qur’ān, atau orisinilitas al-Qur’ān tidak terpelihara dengan baik. Kebijakan Uṡmān bin Affān tersebut disepakati oleh semua sahabat pada masanya.

Dari perkembangan ijtihâd yang dilakukan para sahabat tersebut di atas jelaslah bahwa ternyata mereka dalam meng-istinbat-kan hukum, terutama dari kasus-kasus hukum yang  fimā la naṣṣa fih menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Terjadi ragam perbedaan pada dasarnya merupakan dinamika yang positif, dan bahkan menjadi rahmat bagi umat Rasulullah Saw. (ikhtilāf ummati rahmah),
 karena mereka senantiasa dihadapkan pada berbagai kasus hukum yang terjadi yang tidak terbatas dan mesti ditetapkan ketetapan hukumnya, sementara kuantitas naṣ hukum (al-Qur’ān dan sunnah) terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang terbatas.
 Dalam kaitan ini, kapabilitas dan kualîtas keilmuan para sahabat pun ketika itu sangat menyokong terjadinya perbedaan pendapat,  sekaligus metode dan pendekatan itu sendiri yang mereka gunakan dalam istinbāṭ hukum. Terlepas dari perbedaan pendapat para sahabat dalam berijtihâd, yang jelas dinamika perbedaan dalam bidang keilmuan baik yang berkaitan dengan masalah pokok (uṣūl) maupun cabang (furū’) telah terjastifikasi menjadi rahmat, dan bahkan memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan pemikiran dan pembaruan hukum di dunia Islam. Umar bin Abd al-Aziz (w. 101 H) salah satu khalifah dari Bani Umayyah pernah mengatakan bahwa: Aku tidak senang sekiranya para sahabat Rasulullah Saw. tidak berbeda pendapat, karena, apabila pendapat mereka hanya satu, niscaya umat manusia menjadi sempit, padahal mereka itu para pemimpin yang dijadikan panutan oleh umat;  Kalau ada seseorang mengambil salah satu dari beberapa pendapat sahabat, maka itu adalah sunnah.

Tradisi ijtihâd yang dilakukan para sahabat,
 pada fase-fase berikutnya diikuti oleh generasi-generasi penerusnya, yaitu tābi’in dan atba’ tābi’in
 yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan pemerintahan Islam ketika itu. Di Madinah, muncul: Umm al-mu’minin ‘Āisyah as-Sadiqah (w. 57 H), ‘Abd Allah bin Umar (w. 73 H), Abû Hurairah (w. 58 H), Sa’id bin al-Musayyab al-Makhzumi (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair bin ‘Awwām al-Asadi (w. 94 H), Abû Bakar bin ‘Abd ar-Rahman bin al-Hāriṡ bin Hisyām al-Makhzumi (w. 94 H), Alî bin al-Husain bin Alî bin Abi Ţālib al-Hasyimi (w. 94 H), Ubaid Allah bin ‘Abd Allah bin ‘Utbah bin Mas’ūd (w. 98 H), Salîm bin ‘Abd Allah bin Umar (w. 106 H), Sulaiman bin Yasār (w. 107 H), Qāsim bin Muhammad bin Abi Bakar (w. 106 H), Nāfi’ Maula ‘Abd Allah bin Umar (w. 117 H), Muhammad bin Muslim yang dikenal dengan Ibn Syihab az-Zuhri (w. 124 H), Abû Ja’far bin Muhammad bin Alî bin al-Husain (w. 114 H), Abû Zanad ‘Abd Allah bin Ẓikwan (w. 131 H), Yahya bin Sa’id al-Anṣāri (w. 146 H), dan Rabi’ah bin Abi Abdurrahman (w. 136 H).
Di Makkah, muncul: ‘Abd Allah bin Abbās (w. 68 H), Mujāhid bin Jabr (w. 103 H), ‘Ikrimah Maula Ibn Abbās (w. 107 H), ‘Aṭā’ bin Abi Rabah (w. 114 H), dan Abû Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadris Maula Hakim bin Hazam (w. 127 H). Di Kufah, muncul: ‘Alqamah bin Qais an-Nakha’i (w. 62 H), Masrūq bin al-Ajda’ al-Hamdani (w. 63 H), ‘Ubaidah bin ‘Amr as-Salmani (w. 92 H), al-Aswād bin Yazid an-Nakha’i (w. 95 H), Syuraih bin al-Hāriṡ al-Kindi (w. 78 H), Ibrāhim bin Yazid an-Nakha’i (w. 95 H), Sa’id bin Jubair Maula Walîbah (w. 95 H), dan ‘Āmir bin Syarahil asy-Syi’bi (w. 104 H). Di Basrah, muncul: Anas bin Mālîk al-Anṣāri (w. 93 H), Abû al-‘Ālîyah Rāfi’ bin Mahrān ar-Rayahi (w. 90 H), al-Hasan bin Abi al-Hasan Maula Zaid bin Ṡābit (w. 110 H), Abû asy-Syā’sa’ Jābir bin Zaid (w. 93 H), Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Mālîk (w. 110 H), dan Qatādah bin Di’āmah ad-Dausi (w. 118 H). Di Syam, muncul: Abd ar-Rahman bin Ganam al-Asy’ari (w. 78 H), Abû Idris al-Khaulāni (w. 80 H), Qabisah bin Zuaib (w. 86 H), Makhūl bin Abi Muslim (w. 113 H), Rajā’ bin Haiwah al-Kindi (w. 113 H), dan Umar bin Abdul Aziz bin Marwān (w. 101 H). Di Mesir, muncul: ‘Abd Allah bin ‘Amr bin al-‘Āṣ (w. 65 H), Abû al-Khair Marsad bin Abd Allah al-Yazni (w. 90 H), dan Yazid bin Abi Habib Maula al-Azd (w. 128 H). Di Yaman, muncul: Ṭāwus bin Kaisan al-Jundi (w. 106 H), Wahhāb bin Manbah as-San’āni (w. 114 H), dan Yahya bin Abi Kasir (w. 129 H).

Kehadiran para mujtahid dan mufti di berbagai daerah inilah yurisprudensi Islam mengalami kemajuan yang pesat dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi Saw. dan masa sahabat (dari awal hingga akhir-akhir abad I H) sering disebut “fase permulaan dan persiapan fikih Islam”, maka pada masa tābi’in dan atba’ tābi’in, atau generasi-generasi berikutnya sering disebut “fase pembinaan dan pembukuan fikih Islam” (dari akhir abad I hingga pertengahan abad IV H). Berarti pada fase kedua ini berlangsung sekitar 250 tahun. Pada masa ini tampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masanya di dunia Islam mengalami kemajuan yang pesat, bahkan mencapai puncak kejayaannya. Dalam term Harun Nasution, pada masa ini disebut dengan “periode ijtihad dan kemajuan bersamaan masanya dengan periode kemajuan Islam I, 700-1000 M”.
 Pada periode ijtihad ini lahir para mujtahid kenamaan yang disebut dengan imam yang empat (al-a’immah al-arba’ah). Mereka merupakan pendiri-pendiri mażhab fikih Islam terkenal yang banyak mempunyai pengikut di dunia Islam hingga sekarang ini, yaitu: Abû Hanifah (80-150 H), Mālîk bin Anas (93-179 H), Muhammad bin Idris asy-Syāfî’i (150-204 H), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H).

Selain al-a’immah al-arba’ah di atas, sejarah juga telah mencatat para mujtahid terkenal lainnya dalam periode kedua ini, seperti Zaid ibn Alî al-Husain (80-122 H),  Ja’far as-Ṣādiq (80-148 H),  Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Auzā’i (88-157 H), dan lain-lain.

Selain dari mażhab yang empat, sebenarnya sejarah juga telah mencatat terdapat mażhab-mażhab yang lain, seperti mażhab al-Auzā’i, mażhab as-Ṡauri, mażhab al-Lais bin Sa’ad, mażhab Ẓāhiri, dan mażhab at-Tabari,
 bahkan menurut Ibrahim Hosen tidak kurang dari 13 mażhab,
 tetapi fatwa-fatwa dari mażhab-mażhab ini nyaris ditinggalkan oleh para pengikutnya, sehingga sejarah sendiri hampir melupakan dan tidak mencatat fatwa-fatwanya. Itulah sebabnya kumpulan mażhab yang disebut al-mażāhib al-bā’idah ini tidak berkembang dan ditelan oleh masa, karena ajaran-ajarannya ditinggalkan oleh para pengikutnya sehingga menjadi punah.
Selama periode ijtihad dan kemajuan hukum Islam (fiqh), sikap konsisten para imam mujtahid terbangun dengan baik sehingga mereka saling menghargai dan menghormati satu sama lain, mereka juga saling menyadari akan kekurangan dan kelebihan pribadi masing-masing. Hal ini terlihat dalam pernyataan Imām asy-Syāfî’i misalnya, bahwa ia tetap menghormati keistimewaan Imām Abû Hanifah dalam penguasaan fiqh-nya, dan siapa pun orangnya yang akan mendalami fikih pasti akan membutuhkan fikih Hanafî.
 Demikian juga terhadap keunggulan Imām Ahmad bin Hanbal dalam bidangtertentu, asy-Syāfî’i mengatakan bahwa saya keluar dari Bagdad dan di sana saya tidak meninggalkan orang yang lebih utama, lebih pandai, dan lebih ahli fikih daripada Ahmad bin Hanbal.
 Namun sayangnya, kemajuan ijtihad dan kejayaan hukum Islam ini hanya mampu bertahan sekitar dua setengah abad (250 tahun), dan kemudian digantikan oleh periode taklid dan penutupan pintu ijtihâd.
Sehabis periode ijtihâd dan perkembangan hukum Islam tersebut di atas, datanglah periode taklid,
 dan penutupan pintu ijtihâd. Pada pertengahan abad IV H./abad XI M. adalah merupakan permulaan abad kemunduran gerakan pemikiran hukum dan mencapai titik kemandegannya hingga jatuhnya kota Bagdad di tangan Hulagu Khan pada tahun 656 H/1258 M. Pada periode ini terlihat semakin menguatnya dinamika mażhab dan tersiarnya semangat taklid (rūh at-taqlid)
 secara luas dalam kehidupan masyarakat. Mażhab yang empat (al-a’immah al-arba’ah) pada waktu itu sudah berkembang dan mempunyai kedudukan stabil dalam masyarakat, perhatian dan penggalian hukum dari para mujtahid tidak lagi ditujukan (digali) dari al-Qur’ān, sunnah, dan sumber-sumber lainnya, tetapi tertuju pada buku-buku fikih mażhab mereka. Mereka lebih cendrung untuk mencari dan menerapkan produk-produk ijtihad para imam mujtahid mażhabnya ketimbang berusaha menggalî sendiri, meskipun sebagian hasil ijtihad mereka sudah tidak relevan lagi dengan kondisi era saat ini. Lebih dari itu, sikap toleransi bermażhab di kalangan pengikut mażhab-mażhab fikih terlihat semakin pudar, bahkan sering kali muncul kompetisi dan permusuhan akibat fanatisme yang berlebihan (ta’aṣṣubiyah) terhadap mażhabnya. Misalnya, al-Karākhi berkata: Setiap hadis yang kontradiksi dengan sesuatu yang ada pada teman-teman kami, maka sesuatu itu (harus) diinterpretasikan (mu’awwal) atau dihapuskan (mansūkh).

Masa-masa kemunduran gerakan pemikiran hukum dan mencapai titik nadirnya, hilangnya kebebasan berpikir, munculnya sikap ta’aṣṣubiyah, serta meningkatnya  rūh at-taqlid tersebut di atas, ternyata berlangsung cukup lama, yakni sejak pertengahan abad IV-XIII H./abad XI-XVIII M. Abad ini biasa disebut sebagai “fase kemunduran hukum Islam” atau “periode taklid dan penutupan pintu ijtihad”.
Adapun mengenai penutupan pintu ijtihâd, Fazlur Rahman (w. 1988) menegaskan bahwa “pintu ijtihâd di dalam Islam sudah tertutup”. Tidak seorang pun yang benar-benar mengetahui kapan “pintu ijtihâd” tersebut ditutup dan siapakah sesungguhnya yang telah menutupnya. Di manapun kita tidak menemukan pernyataan tertutupnya “pintu ijtihâd” tersebut adalah perlu atau memang diinginkan, atau mengenai penutupan “pintu ijtihâd” itu sendiri, meskipun kita tidak dapat menemukan penilaian-penilaian dari para penulis di kemudian hari bahwa “pintu ijtihâd telah terutup”.
 Pandangan Rahman ini sesungguhnya menegaskan bahwa secara formal pintu ijtihâd tidak pernah ditutup, pintu ijtihâd senantiasa terbuka dan tidak seorang pakar hukum pun di mana ia berada berhak dan pernah menutup pintu ijtihâd.
Problem penutupan pintu ijtihâd, di kalangan ulama dan umat Islam sendiri pada umumnya terjadi pro dan kontra. Para ahli uṣūl misalnya menyebutkan bahwa mazhab Hanbalî berpendapat tidak boleh masa itu kosong dari para mujtahid yang menegakkan hujjah Allah. Karena itu, pintu ijtihâd tidak tertutup (terbuka) dan tidak ada orang yang berhak menutupnya.
 Mereka berargumentasikan pada sebuah hadîs:

عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَاتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ. وَفِى رِوَايَةٍ أَخَرٍ. لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَا تِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ ءِالَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

Artinya:“Dari Mugirah bin Syu’bah dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Secara kontinyu ada golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran sampai Allah memerintahkan kepada mereka, dan mereka menegakkannya”. (H.R. Imam Muslim). Dalam riwayat lain, sampai terjadi kiamat
Hadis di atas menunjukkan bahwa pada suatu masa tidak boleh terjadi kekosongan dari orang yang menegakkan kebenaran, dan mesti senantiasa ada orang yang menegakkan kebenaran (mujtahidin) tersebut.Kebenaran itu dapat diwujudkan melalui upaya ijtihâd oleh para mujtahid, dan kebenaran itu akan lestari dan hidup dalam kehidupan masyarakat selama itu pula mujtahid muncul melakukan ijtihâd. Untuk itu, selain hadîs di atas, mereka juga berargumentasikan pada hadîs:
إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ اْلأُمَّةِ عَلَى رَأْسٍ كُلَّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا. 

Artinya:“Sesungguhnya Allah akan mengutusseorang pembaru untuk umat (Islam) pada setiap penghujung seratus tahun supaya memperbarui (ajaran-ajaran) agama mereka”. (H.R. Abû Dāwud).”
Syi’ah Imāmiyyah dan Zaidiyyah sepakat dan berpendapat bahwa pintu ijtihâd tetap terbuka, dan tidak pernah tertutup, dan ulama-ulama (Imām) mereka seperti al-Hadi, an-Nāṣir dan al-Qāsim terus melakukan ijtihâd.
 Pendapat ini, lebih dikuatkan lagi oleh asy-Syaukani bahwa pintu ijtihâd tidak pernah tertutup dan mujtahid akan muncul pada setiap zaman. Sebagai argumentasinya, ia berpegang pada hadîs sebagaimana yang dijadikan argumentasi oleh mażhab Hanbalî di atas, bahwa “senantiasa ada golongan dari umatku yang menegakkan kebenaran sampai terjadi kiamat”.
 Tapi, ia dari argumen yang dibangunnya ini tidak memberikan komentar atau penjelasan yang jelas. Namun demikian, lebih jauh ia menyebutkan bahwa ijtihâd pada masa sekarang (abad XIII H./abad XI X M.) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan masa klasik,  karena tafsir-tafsir telah dibukukan, demikian juga sunnah-sunnah telah dikodifikasikan,  masyarakat telah memperbincangkan tafsir, mengkritik sunnah (hadîs), penentuan kesahihannya, dan mentarjih atas suatu pendapat. Semua itu menambah mudahnya melakukan ijtihâd, dan yang demikian ini tidak ditemukan pada masa klasik, di mana untuk mendapatkan satu hadîsorang harus berjalan berhari-hari dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi pada masa yang demikian itu justru muncul para mujtahid yang cemerlang.

Berbeda dengan pandangan-pandangan di atas, mayoritas ulama suni membolehkan pada suatu masa kosong dari mujtahid dan  pintu ijtihâd tertutup daripada ijtihâd dilakukan oleh para mujtahid yang tidak memenuhi persyaratan, atau oleh orang-orang bodoh.
  Di antara argumentasi yang mereka kedepankan yaitu sebuah hadîs:
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَتَنَزَعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى اِذَالَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اِتِّخَذَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. 

Artinya:“Dari Abdullah bin ‘Umar r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan menarik ilmu pengetahuan (agama) secara keseluruhan, di mana ilmu dicAbûtnya dari hamba-Nya, akan tetapi Dia cAbût ilmu itu dengan cara mematikan para ulama hingga tidak ada lagi orang yang ‘Alîm yang tinggal, manusia mengambil orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Kalau mereka ditanya, mereka akan memberikan fatwa dengan tidak berdasarkan ilmu (agama), sehingga mereka sesat dan menyesatkan”. (H.R. Bukhari dan Muslim)”.

Hadîs ini jelaslah menunjukkan bahwa suatu masa akan kosong dari para mujtahid yang berkualitas yang memenuhi persyaratan ijtihâd, yang tinggal adalah orang-orang ‘ālîm yang “bodoh” yang tidak memenuhi kualîfikasi sebagai mujtahid. Mereka akan berfatwa menurut sesuka hatinya tidak menurut ilmu pengetahuan yang benar, sehingga mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Atau dalam ungkapan  Harun Năsution, ijtihâd yang dijalankan oleh ulama-ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, membawa kekacauan dalam bidang hukum dan dalam masyarakat.

Pendapat dari mayoritas ulama suni yang disebutkan terakhir ternyata mendapat tantangan dari kalangan para pemuka pembaruan di akhir abad XIX M., seperti Rifā’ah at-Tahṭawi (1873 M), Khairuddin at-Tunisi (1889 M), Sayyid Ahmad Khān (1894 M), Jamāl ad-Din al-Afgāni (1897 M), Muhammad Abduh (1905 M), dan Abd ar-Rahman al-Kawākibi (1902 M).
 Mereka berpendapat bahwa secara formal atau secara teoritis pintu ijtihâd senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup, serta tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya. Untuk itu, gerakan ijtihâd dan pembaruan di era modern mutlak diperlukan.
B. Ijtihad Maqāṣîdi dalam Istinbāṭ Hukum

Sebelum menguraikan ijtihâd maqâṣîdi terlebih dahulu melihat bentuk-bentuk ijtihâd. Menurut asy-Syâṭibî (w. 790 H), ijtihâd dilihat dari segi bentuknya dapat dibedakan pada dua macam,
 yaitu: 1) Ijtihâd yang tidak mungkin terhenti (terputus) kegiatannya hingga terhentinya hukum, yakni hari kiamat. Ijtihad dalam bentuk ini disebut dengan tahqiq al-manāṭ (memverifikasi dalam menetapkan hukum dari tempat pengambilannya yang bersifat syăr’î, tetapi masih tersisa peluang penalaran untuk menentukan tempatnya). Misalnya, terdapat perintah asy-Syărî’ kepada manusia untuk menjadi saksi yang adil, sebagaimana firman-Nya dalam Q. S. At-Ṭalāq (65), ayat 2.
 Kata adil (‘adl) dalam ayat ini merupakan kata kunci. Dalam melakukan ijtihâd, seorang mujtahid harus mengetahui dengan cermat sifat adil yang dimaksudkan oleh al-Qur’ān. Upaya mengetahui kriteria sifat adil yang dimaksudkan dan dipahami dari al-Qur’ān dengan sifat adil yang ada dalam individu seseorang perlu diketahui dengan teliti, sehingga al-Qur’ān sebagai sumber hukum dapat diterapkan kepada setiap subyek hukum, sekalipun sifat keadilannya berbeda-beda antara seseorang dengan orang yang lainnya. 2) Ijtihâd yang mungkin terhenti kegiatannya sebelum hancurnya dunia ini. Ijtihâd  dalam bentuk yang kedua ini dibedakan pula pada tiga macam jenis, yaitu: (a) Tanqih al-manāṭ, yaitu suatu proses identifikasi dan seleksi terhadap kandungan hukum dalam naṣ dari aspek sifat-sifat yang berhubungan dengannya. Ini berarti terdapat beberapa sifat yang disebutkan dalam naṣ, kemudian diseleksi hingga dapat dibedakan mana yang diakui (mu’tabar) dan mana yang tidak diakui (mulgā’). Jenis ijtihad macam ini, menurutnya, tidak termasuk bab al-qiyâs, tetapi masuk ke dalam bagian interpretasi lahiriah (ta’wil az-ẓawāhir). (b) takhrij al-manāṭ, yaitu kembali kepada naṣ yang menunjukkan hukum yang tidak adanya kontradiksi dalam penyimpulan ‘illat hukum dalam naṣ. Jenis ijtihâd ini, menurutnya, kembali pada naṣ suatu hukum di mana al-manāṭ tidak disebutkan dalam naṣ tersebut. Ia hanya ditemukan melalui proses penyimpulan secara deduktif analogis (ijtihâd qiyāsi). (c) Ijtihâd qiyâsi ini merupakan bagian dari tahqiq al-manāṭ sebagaimana telah disebutkan di atas. Karena itu, dibedakan pula menjadi dua bagian, yaitu: Bagian pertama, sesuatu yang kembali kepada jenis-jenis mukallaf  (al-anwā’al-mukallafin) sebagai subyek hukum, dan bukan kepada individu-individu perorangan (al-asykhāṣ), seperti menentukan jenis hukuman bagi orang yang membunuh binatang buruan, dan menentukan jenis hamba sahaya, serta membebaskannya dengan membayar kafarat, dan lain sebagainya. Bagian kedua, sesuatu yang kembali pada tahqiq al-manāṭ dalam upaya memastikan manāṭ al-hukm. Dalam kaitan dengan tahqiq al-manāṭ ini, asy-Syāṭibî juga membedakan pada dua macam, yaitu: Ada yang disebut dengan tahqiq al-manāṭ al-‘āmm (verifikasi umum terhadap dasar-dasar aturan syărî’ah), dan ada yang disebut dengan tahqiq al-manāṭ al-khāṣṣah (verifikasi terhadap dasar-dasar aturan syărî’ah yang berkaitan individu-individu mukallaf sebagai subyek hukum). Jenis ini tentunya lebih bersifat spesifik dan rinci. 
Dari contoh sifat adil (al-‘adālah) sebagai kepantasan menjadi saksi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa obyek tahqiq al-manāṭ  itu tidak terbatas hanya pada yang bersifat umum, tetapi juga pada posisi personal seseorang dalam kasus hukum yang dihadapi. Artinya, bahwa setiap personal seseorang itu mempunyai kualîtas keadilan yang berbeda-beda. Dari sini, seorang hakim misalnya, dalam menvonis perkara hukum yang ditanganinya dalam kaitan dengan eksistensi saksi yang memberikan kesaksian, ia harus mampu menentukan para saksi yang dianggap adil. Tentunya dengan upaya maksimal memverifikasi masing-masing individu saksi secara teliti, kemudian baru dapat ditetapkan saksi-saksi yang mempunyai kualîtas keadilan.
Dari pembahasan bentuk-bentuk ijtihad menurut asy-Syâṭibî di atas, dapat ditegaskan bahwa ijtihâd dalam kaitan dengan tambatan suatu hukum (al-manāṭ), dalam proses kerjanya dapat dibagi menjadi empat jenis, yatu tahqiq al-manāṭ al-‘āmm, tahqiq al-manāṭ al-khāṣṣ, tanqih al-manāṭ, dan takhrij al-manāṭ.
Proses kerja ijtihâd tahqiq al-manāṭ, tanqih al-manāṭ dan takhrij al-manāṭ di atas, dalam term Abû Zahrah, bahwa ijtihâd tanqih al-manāṭ dan takhrij al-manāṭ disebut dengan ijtihâd istinbāṭi, yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggalî dan menemukan hukum dari dalil-dalilnya yang telah ditentukan. Ini disebut juga dengan ijtihâd yang paripurna (al-kāmil) dan secara spesifik berlaku di kalangan ulama yang berfungsi mencari hukum-hukum cabang (al-furū’) yang praktis yang digali dari dalilnya yang terperinci. Sedangkan ijtihâd tahqiq al-manāṭ disebut dengan ijtihâd taṭbiqi, yaitu kegiatan ijtihâd yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan para imam mujtahid terdahulu pada kasus-kasus hukum yang muncul kemudian.

Pembagian bentuk ijtihâd baik yang dikemukakan oleh asy-Syâṭibî maupun oleh Abû Zahrah dapat dimengerti bahwa kelihatannya untuk mempermudah mekanisme berijtihâd. Dalam ijtihâd istinbāṭi, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide atau ‘illah-‘illah hukum yang dikandung oleh naṣ yang abstrak. Sedangkan dalam ijtihâd taṭbiqi, seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide atau ‘illah-‘illaht hukum yang abstrak pada permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam upaya ini sebenarnya terlihat ada pengerahan daya kemampuan mujtahid secara maksimal, namun bukan untuk menghasilkan hukum baru yang orisinal sebagai konsekuensi melakukan ijtihâd, tetapi hanya sebatas menerapkan ide-ide atau hukum-hukum yang telah ada dari hasil temuan para mujtahid terdahulu. Dengan kata lain, sebagai upaya sosialîsasi dan penerapan ide-ide yang dikandung naṣ pada dataran kehidupan manusia, yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan.
Dalam mekanisme ijtihâd, antara ijtihâd istinbāṭi dan ijtihâd taṭbiqi adalah memiliki hubungan yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan ijtihâd taṭbiqi,ijtihâd istinbāṭi memegang peranan penting, karena pengetahuan tentang substansi dan ide umum suatu naṣ tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam menetapkan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya, apalagi bila hal itu berupa suatu kesalahan, maka lebih fatal lagi akibatnya. Artinya, ijtihâd taṭbiqi yang disebut tahqiq al-manāṭ harus dikaitkan dengan takhrij al-manāṭ, dan tanqih al-manāṭ sebagai ijtihâd istinbāṭi.

Ijtihâd, dilihat dari segi dalil yang digunakan dan menjadi pedoman berijtihâd, Muhammad Ma’ruf ad-Dawalîbi membagi pada tiga macam bentuk ijtihâd,
:  (1) Ijtihâd bayāni, yaitu ijtihâd untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam năs yang bersifat tidak pasti (ẓanni), baik dari segi ketetapannya (ṡubūtihā) maupun dari segi penunjukannya (dilālatihā). Lapangan ijtihâd bayāni ini hanya dalam batas pemahaman terhadap naṣdan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam konteks ini, hukumnya tersurat dalam naṣ, tetapi tidak memberikan penjelasan yang pasti. Jadi ijtihad di sini sifatnya hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalilnaṣ. Misalnya menetapkan keharusan ber-’iddah tiga kali qurū’ (ṡalāṡah qurū’) terhadap isteri yang dicerai dalam keadaan tidak hamil dan sudah pernah digauli, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2), ayat 228.
Ayat ini menyebutkan batas waktu ‘iddah yaitu tiga kali qurū’, tetapi lafaẓ qurū’ itu mengandung dua makna yang berbeda (al-musytarak), bisa berarti suci (at-ṭuhr), dan bisa juga berarti menstruasi (al-haiḍ).
 Ijtihad untuk menetapkan pengertian qurū’ tentunya dengan memahami beberapa indikasi (al-qarinah) yang ada, disebut ijtihâd bayāni.  (2) Ijtihâd qiyâsi (al-ijtihâd al-qiyâsi), yaitu ijtihâd untuk menggalî dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam naṣ, baik secara pasti (qaṭ’i) maupun tidak pasti (ẓanni), juga tidak ada ijmak yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihâd dalam konteks ini untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan dikembalikan pada peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya, karena antara dua peristiwa itu terdapat kesamaan ‘illah hukumnya. Demikian ini, mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada peristiwa yang telah ada naṣ hukumnya. Ijtihâd seperti ini adalah melalui metode qiyās, atau istihsân. (3) Ijtihâd istiṣlāhi (al-ijtihâd al-istiṣlāhi), yaitu ijtihâd untuk menggalî, menemukan, dan merumuskan hukum syăr’î dengan cara menerapkan kaidah-kaidah umum (al-qawā’id al-kûllîyyah) untuk peristiwa-peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat naṣ  (fimā lā naṣṣa fih) baik yang pasti (qaṭ’i) maupun tidak pasti (ẓanni), dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan năs yang ada, juga belum diputuskan dalam ijmâk. Pedoman dasar dalam bentuk ijtihâd ini hanyalah jiwa hukum syara’ (rūh asy-syărî’ah) yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menolak kemudaratan.
Ijtihâd, dilihat dari obyek sasaran langsung adalah dalil-dalilatau naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah yang melingkupi semua peristiwa hukum atau sebagiannya yang menghendaki untuk ditetapkan ketentuan hukumnya, maka bentuk ijtihâd dibagi pada dua macam, yaitu ijtihâd pada dalil-dalil partikular (al-ijtihâd fi al- adillah al-juz’iyyah) dan ijtihâd pada dalil-dalil universal (al-ijtihâd fi al-adillah al-kûllîyyah).

Ijtihâd pada bentuk pertama, yaitu ijtihâd pada ayat-ayat dan hadîs-hadîs, dan dalam prosesnya memperlihatkan hal-hal yang berkaitan mencakup petunjuk kebahasaan (dalālah al-lugawiyyah), penghapusan atau pembatalan hukum (an-nasakh), mujmal, mubayyan, muṭlaq, muqayyad, ta’arud, tarjih dan hubungannya dengan naṣ-naṣ yang lain, kesepakatan mayoritas ulama, peristiwa-peristiwa hukum, yang semua itu dikembalikan pada dasar-dasar yang mesti daripadanya dalam pemahaman naṣ-naṣ syăr’î dan ijtihâd, menghubungkan makna-maknanya, petunjuk-petunjuknya, dan cakupannya. Tegasnya, bahwa obyek ijtihâd partikular seperti naṣ ayat dalam al-Qur’ān dan hadîs, ijmak sahabat,  atau dari selain mereka, atau asar sahabat yang dibangun atas naṣ, atau makna syar’i yang ditentukan. Sedangkan ijtihâd bentuk yang kedua, yaitu ijtihad pada makna-makna, kaidah-kaidah, dan tujuan-tujuan syărî’ah yang universal dan umum yang dalam prosesnya memperlihatkan hal-hal yang berkaitan mencakup substansi, kehujjahan, penerapan, kesejarahan, hubungan dengan ayat lain dalam lingkup năs-năs, konsensus para ulama, proses analogi, peristiwa-peristiwa hukum, keadaan-keadaan, dan lain-lain, semua itu dikembalikan pada universalîtas, dan implikasinya dalam istinbāṭ dan ijtihâd. Tegasnya, bahwa bentuk ijtihâd al-kûllî sasaran pokoknya adalah universalîtas, seperti qā’idah al-fiqhiyyah, qā’idah al-maqâṣîdiyyah, atau qā’idah al-uṣūliyyah.

Kedua bentuk ijtihâd di atas dalam dataran praktisnya dalam konteks ijtihâd (al-’amalîyyah al-ijtihâdiyyah) saling melengkapi dan menyempurnakan dari segi manetapkan hukum suatu masalah. Bahkan ijtihâd hukum syar’î tidak dapat dilaksanakan, melainkan, apabila ada yang menjadi obyek sasarannya itu merupakan kolektifitas dalil dan naṣ-naṣ syăr’î yang bersifat partikular dan universal, terang.dan tidak terang, zahir dan batin, karena bangunan hukum syăr’î itu bangunan yang sempurna, dan kesempurnaan itu tidak hanya dipahami dari satu partikular (juz’i) saja, melainkan dipahami dari semua partikular-partikularnya dan dengan meneliti pada yang kûllî-nya.
Dalam kaitan dengan bentuk ijtihâd yang disebutkan terakhir ini (al-ijtihâd fi al-adillah al-kûllîyyah), terdapat satu bentuk ijtihâd yang disebut dengan al-ijtihâd al-maqâṣîdi.
 Ijtihâd maqâṣîdi merupakan salah satu macam ijtihâd kûllî. Ijtihâd maqâṣîdi, yaitu ijtihâd dalam naungan maqâṣîd asy-syar’îyyah, atau berpegang pada maqâṣîd asy-syar’îyyah dalam bingkai syăr’î yang menjadi rujukan bagi hukum atas kasus-kasus hukum yang terjadi dalam lapangan kehidupan yang heterogin. Ijtihâd maqâṣîdi ini cendrung mengerjakan tujuan-tujuan syara’ pada masa kontemporer dan penerapannya pada kasus-kasus kehidupan dan kemanusiaan. Dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan penyelesaian penetapan hukum era kontemporer. Oleh karena itu, bagi mujtahidin yang akan melakukan ijtihâd dalam upaya penggalian hukum pada dalil-dalil hukum (al-Qur’ān dan sunnah) baik secara eksplisit maupun implisit dan sesuai dengan kaidah-kaidah istinbāṭ hukum akan berhasil, apabila mereka memahami maqâṣîd asy-syărî’ah. 
Asy-Syāṭibî dalam pandangannya mengemukakan bahwa derajat ijtihâd dapat dicapai apabila seorang mujtahid dapat memenuhi dua unsur penting, yaitu memahami maqâṣîd asy-syarî’ah secara sempurna, dan kemampuan menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman terhadap maqâṣîd asy-syărî’ah.
 Dapat ditegaskan bahwa unsur atau syarat pertama, mujtahid harus mampu memahami maqâṣîd asy-syarî’ah tentunya dalam segala persoalan dengan rinciannya, berarti ia telah sampai pada derajat para sahabat Nabi dalam mengajar, berfatwa, dan menetapkan hukum sesuai dengan hukum-hukum yang telah diturunkan Allah. Sedangkan syarat kedua, kemampuan mujtahid menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahamannya terhadap maqâṣîd asy-syarî’ah adalah dengan bantuan bahasa arab, selain al-Qur’ān, dan sunnah. Kedua syarat ini saling terkait  dan terintegrasi, meskipun syarat kedua posisinya sebagai alat bantu bagi syarat pertama yang merupakan tujuan utama. Artinya, syarat kedua merupakan wasilah bagi syarat pertama sebagai tujuan utama. Dengan kata lain, bahwa ijtihâd dapat dilakukan dan berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami maqâṣîd asy-syarî’ah dengan sempurna. Demikian juga maqâṣîd asy-syarî’ah dapat dipahami dengan baik apabila seorang mujtahid memiliki kemampuan dan penguasaan bahasa arab, al-Qur’ān, dan sunnah dengan baik. 
Menurut asy-Syāṭibî, dalam penerapannya persyaratan ijtihad tersebut bersifat kondisional, setiap masalah yang sedang dihadapi dalam hal-hal tertentu akan berbeda, sehingga persyaratan pun harus disesuaikan dengan kondisi riel yang dihadapi. Apabila masalah yang dihadapi itu secara eksplisit telah ditunjukkan oleh naṣ (al-Qur’ān dan sunnah), maka penguasaan pengetahuan bahasa arab mutlak diperlukan, sedangkan pengetahuan yang lain dapat diambil dari para ahli hukum sebelumnya. Tetapi, apabila masalah yang dihadapi itu secara eksplisit tidak dinyatakan dalam naṣ (fimā lā naṣṣa fih),  maka penguasaan pengetahuan bahasa arab secara mendalam tidak diperlukan, justru yang diperlukan adalah prinsip-prinsip substansial yang universal dan filosofis yang bermuara pada maṣlahah dalam kemasan maqâṣîd asy-syărî’ah.
 Dengan kata lain, yang diperlukan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pemecahan masalah (problem solving) yang dihadapinya.
Pemikiran asy-Syāṭibî ini kelihatannya diilhami oleh pandangan al-Gazâlî (w. 505 H) tentang persyaratan bagi mujtahid, menurutnya, bagi seorang mujtahid yang akan berijtihâd disyaratkan di antaranya mengetahui al-Qur’ān, sunnah, dan bahasa arab. Dalam persyaratan ini, ia memberikan keringanan kepada seorang mujtahid dengan tidak mensyaratkan untuk mengetahui al-Qur’ān secara menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum yang berjumlah sekitar 500 ayat. Demikian juga sunnah, tidak harus mengetahui semua hadîsyang berkaitan dengan hukum yang jumlahnya ribuan, tidak harus hafal di luar kepala seperti penghafal hadis yang terkenal dalam sejarah, tetapi cukup bagi seorang mujtahid mengetahui tempat-tempat atau bab-bab hadis yang berkaitan dengan hukum dari literatur hadis yang tersedia, seperti Sunan Abi Dāwud, Sunan Ahmad, Sunan al-Baihaqi, atau literatur pokok yang mengkoleksi semua hadis yang berkaitan dengan hukum.
 Sedangkan syarat mengetahui bahasa arab, menurut al-Gazāli bagi seorang mujtahid wajib mengetahui ilmu nahwu, yaitu untuk memahami alur pembicaraan orang Arab dan tradisi mereka dalam menggunakan bahasa tersebut, sehingga ia benar-benar mampu membedakan mana ucapan yang ṣarih, ẓāhir, mujmal, haqiqah, majāz, ‘āmm, khāṣṣ, muhkam, mutasyābih, muṭlaq, muqayyad, naṣ, fahwa al-khiṭāb, lahn al-khiṭāb, dan mafhūm.

Adapun kaitannya dengan maqâṣîd asy-syărî’ah, selain asy-Syāṭibi kelihatannya tidak menyebutkan dan menjadikan pengetahuan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai salah satu syarat bagi seorang mujtahid yang akan melakukan ijtihâd. Hal ini diduga kuat sebagai pertimbangannya: (a) Ada kemungkinan ulama yang tidak menjadikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat berijtihâd, mereka memasukkan syarat ini ke dalam syarat mengetahui dan memahami al-Qur’ān dan sunnah. Reasoning-nya, jika seseorang telah dapat memahami al-Qur’ān dan sunnah secara umum, maka berarti ia telah dapat mengetahui dan memahami maqâṣîd asy-syarî’ah yang terkandung di dalam al-Qur’ān dan sunnah. (b) Kemungkinan lain, ulama yang tidak menjadikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat berijtihâd mengharuskan kepada mujtahidin untuk mengetahui terlebih dahulu kaidah-kaidah umum (al-qawā’id al-kûllîyyah).
 Hal ini seperti yang dikemukakan oleh al-Gazâlî yang mengharuskan seorang yang akan berijtihâd melakukan penelitian terlebih dahulu pada al-qawā’id al-kûllîyyah dan memprioritaskannya dari hukum-hukum yang  juz’iyyah.

Dari dua pandangan ulama (yang menjadikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat berijtihâd, dan yang tidak menjadikannya) tersebut di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama pada umumnya tidak menjadikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat berijtihâd yang menentukan. Karena menurutnya, maqâṣîd asy-syarî’ah otomatkli termasuk dalam persyaratan umum memahami al-Qur’ān dan sunnah, dan pemahaman pada al-qawā’id al-kûllîyyah. Dan tampak, maqâṣîd asy-syarî’ah oleh mereka hanya diposisikan sebagai prasyarat sekunder (at-takmiliyyah). Pandangan ini tentunya paradok dengan pemikiran asy-Syāṭibî yang memposisikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat yang sangat menentukan keberhasilan berijtihâd. Oleh karena demikian, bagaimana sebenarnya konsep maqâṣîd asy-syarî’ah dalam konteks istimbāṭ hukum baik diposisikan sebagai metode ijtihad maupun sebagai tujuan utama disyarî’atkan hukum-hukum Islam, sebagaimana akan dibahas pada pasal berikutnya.

C. Maqâṣîd asy-Syarî’ah sebagai Metode Ijtihâd Hubungannya dengan Beberapa Metode yang Lain
Bertolak dari fakta sejarah pemikiran hukum Islam, bahwa posisi maqâṣîd asy-syarî’ah pada awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan dalam pembahasan hukum Islam. Hal ini terlihat misalnya dalam al-Burhān fi Uṣūl al-Fiqh, karya al-Juwaini (w. 478 H), bahwa pembahasan maqâṣîd asy-syarî’ah terdapat di dalam bab pembagian ‘illâh hukum dan dasar-dasar syărî’ah (taqāsim al-‘ilal wa al-uṣūl) dari kitab al-qiyâs. Ini berarti bahwa al-Juwaini mengkonstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah dengan mengelaborasi ‘illâh dalam konteks qiyâs kaitannya dengan pokok (al-aṣl).
 Hal ini dilakukan kelihatannya terdapat keterkaitan antara kedunya yang bermuara pada ‘illah.‘illâh itu sendiri merupakan inti dari maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai syarat aplikasi qiyâs. Dengan kata lain, qiyās pada dasarnya tergantung pada maqâṣîd asy-syarî’ah dari sisi perlunya kesesuain (al-munāsabah) dengan ‘illah. Karena itulah mayoritas ulama ‘uṣūl klasik sebelum asy-Syāṭibi memasukkan wacana maqâṣîd asy-syarî’ah dalam konteks kajian qiyâs.
 Di samping itu, pembahasan maqâṣîd asy-syarî’ah masih menyatu dengan maslahat (maṣlahah), dan berada dalam bab al-istiṣlāh. Seperti terlihat dalam al-Mustaṣfā  min ‘Ilm al-Uṣūl, karya Abû Hāmid al-Gazāli (w. 505 H). Ia mengatakan bahwa, maslahat pada dasarnya adalah menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud, sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisir dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara’ (maqâṣîd asy-syărî’ah), dan maqâṣîd asy-syarî’ah dari makhluk (manusia) itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari penelusuran dua literatur tersebut menunjukkan bahwa eksistensi maqâṣîd asy-syarî’ah terbukti pada awalnya tidak begitu jelas, sehingga posisinya “ngambang” dalam konteks istinbāṭ hukum. Oleh karena demikian, di kalangan mayoritas ulama uṣūl (jumhur al-uṣūliyyin) klasik,
 mereka menilai posisi maqâṣîd asy-syarî’ah di antaranya sebagai sarana untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (jalb al-maṣlahah wa dar’u al-mafsadah), sebagai makna-makna (al-ma’āni), target tujuan (al-gāyah), hikmah-hikmah (al-hikam), dan ‘illah.
 Dari pemaknaan ini terlihat, maqâṣîd asy-syarî’ah secara terminologis belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif (jāmi’-māni’). Bahkan, mereka lebih cendrung memaknai maqâṣîd asy-syarî’ah  mengikuti makna bahasa (al-ma’na al-lugawi), dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya,
 seperti kaidah“al-umūr bimaqâṣîdihā” (setiap perkara tergantung pada niatnya).
 Dimaksudkan dengan al-maqâṣîd dalam kaidah tersebut adalah sesuatu yang dimaksudkan oleh mukallaf, tersimpan di dalam niatnya, dan dilakukan dalam perbuatannya. Adapun dimaksudkan dengan padanan-padanan maknanya, seperti yang terlihat dalam al-Qur’ān dan sunnah dengan term al-masălîh, al-khair, an-naf’u, al-hasanāt, al-mafāsid, asy-syar, ad-ḍar, al-iṡm, dan as-sayyi’āt.
 Dari term-term ini, mereka introdusir dalam konteks maqâṣîd asy-syărî’ah.
Dari ragam penilain tersebut, asy-Syâṭibî ketika memaknai ‘illah, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘illâh adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk maslahat dan mafsadat, dalam kaitan dengan ditetapkannya perintah-perintah (al-awāmir), larangan-larangan (an-nawāhy), atau kebolehan (al-ibāhah), baik keduanya itu jelas atau tidak, dan terukur atau tidak. Jadi,  menurutnya, ‘illâh itu tidak lain adalah maslahat dan mafsadat itu sendiri.
 Asy-Syâṭibî juga mengemukakan apa yang disebut dengan sebab (as-sabab). Sebab yaitu sesuatu hal yang diletakkan syara’ untuk sesuatu hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum itu. Seperti tergelincirnya matahari dari titik kulminăsi merupakan penyebab wajibnya melaksanakan salat ẓuhur bagi mukallaf. Terjadinya pencurian menjadi penyebab wajibnya hukum potong tangan bagi pencuri.Tercapainya berbagai manfaat bagi orang yang melakukan akad-akad transaksi jualbeli menjadi penyebab dibolehkannya transaksi tersebut, dan contoh-contoh yang lainnya.

Pandangan asy-Syāṭibî tersebut dapat dipahami, bahwa ‘illah, hikmah dan sebab,
 pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam menetapkan hukum, ada dan tidaknya suatu hukum yang dimaksudkan oleh asy- Syărî’, yaitu untuk merealîsir kemaslahatan manusia. Dengan kata lain, untuk menentukan maksud dan tujuan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap maslahat dan mafsadat yang merupakan substansi dari maqâṣîd asy-syărî’ah. Oleh karena demikian, maqâṣîd asy-syarî’ah dalam konteks ini dapat diposisikan sebagai metode ijtihâd dalam istinbāṭ hukum. Bahkan lebih dari itu, maqâṣîd asy-syarî’ah dapat dijadikan sebagai bagian dari sumber asasi bagi pensyari’atan hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber hukum utama (al-Qur’ān dan sunnah).
 Tetapi, dalam penelitian disertasi ini penulis posisikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd.
Pada dasarnya semua metode ijtihâd itu bermuara pada upaya penemuan maslahat, dan menjadikannya sebagai sarana untuk menetapkan hukum yang terutama kasusnya tidak disebutkan secara ekplisit baik dalam al-Qur’ān maupun sunnah. Atas dasar asumsi ini, dapat dikatakan bahwa, setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli uṣûl al-fiqh adalah bermuara pada maqâṣîd asy-syărî’ah. Untuk melihat hubungan signifikan antara maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode dengan beberapa metode ijtihâd yang lain, seperti qiyâs, istihsân, maṣlahah al-mursalah, dan sad az-żarî’ah dapat dikemukakan sebagaimana pembahasan di bawah ini.

1. Qiyâs
Qiyâs dalam kajian ilmu usûl al-fiqh, secara terminologis, adalah membawa sesuatu yang telah diketahui kepada sesuatu yang lain yang juga sudah diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya, atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum, atau sifat, atau meniadakan keduanya (hukum dan sifat).
 Berdasarkan terminologi ini, dalam mengaplikasikan qiyâs sebagai metode, paling tidak ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu pokok (al-aṣl), cabang (al-far’), hukum pokok (hukm al-aṣl) dan sifat (al-‘illah).  Dari keempat unsur itu, maka ‘illah-lah yang sangat penting dan menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru. 
Berbicara tentang ‘illâh perlu ditelusuri pengertian, perbedaan, dan hubungannya dengan hikmah. Hal ini seperti telah dikemukakan oleh asy-Syâṭibî pada uraian di atas, bahwa ‘illâh adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk maslahat dan mafsadat, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah-perintah (al-awāmir), larangan-larangan (an-nawāhi), atau kebolehan (al-ibāhah), baik keduanya itu jelas atau tidak, dan terukur atau tidak. Sedangkan sebab yaitu sesuatu yang diletakkan syara’ untuk sesuatu hukum karena adanya suatu hikmah yang ditimbulkan oleh hukum. Dalam aplikasinya pada konteks istinbāṭ hukum ketiga term itu saling terintegrasi yang tidak terpisahkan.Untuk lebih konkretnya, dalam bidang ibadah misalnya, sebagai contoh dalam masalah ibadah yang sering digunakan oleh para ahli uṣûl mengenai meringkas salat (qaṣr as-ṣalāh). Untuk menetapkan boleh atau tidaknya meringkas salat yang telah disyari’atkan, bahwa bepergian (as-safar) itu merupakan sifat yang jelas dan terukur untuk dibolehkan melakukan meringkas salat. Sedangkan kesulitan (al-masyaqqah) itu sebagai hikmah-nya. Jadi boleh atau tidaknya melakukan qaṣr as-ṣalāh, menurut uṣūliyyin, tergantung pada ada atau tidak adanya ‘illâh hukum, yakni as-safar, sebab as-safar dianggap sebagai ‘illâh yang waṣfun ẓāhirun munḍabiṭun.
 Sedangkan dalam masalah mu’āmalah, seperti hak syuf’ah, yakni hak pembelian barang tidak bergerak bagi seseorang yang beryarîkat dengan penjual dengan tujuan untuk menghindari kemudaratan bagi keduanya. Dalam konteks ini bersyărîkat merupakan ‘illâh bagi adanya hak syuf’ah. Sedangkan hikmah-nya adalah untuk menghindari kemudaratan (kesulitan) yang timbul disebabkan masuknya pihak lain yang sebelumnya bukan anggota bersyărîkat. Dengan demikian, bersyărîkat dijadikan sebagai ‘illâh adanya hak syuf’ah, karena diasumsikan bahwa dengan masuknya pihak lain dalam bersyărîkat, diduga kuat (maẓinnah) akan terjadi kesulitan.

Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat dipahami dan ditegaskan bahwa keterkaitan metodologis antara qiyâs dan maqâṣîd asy-syărî’ah, terlihat pada qiyâs sebagai metode ijtihad yang memfokuskan pada penelitian ‘illah, sedangkan maqâṣîd asy-syarî’ah seperti ditegaskan oleh asy-Syāṭibi juga melakukan analisis terhadap ‘illâh perintah (amr) dan larangan (nahy) dalam suatu naṣ. Di sinilah terjadi titik pertautan keduanya dengan sama-sama bermuara pada ‘illah. Di satu sisi ‘illâh merupakan bagian inti dari maqâṣîd asy-syărî’ah, dan di sisi lain ‘illâh sebagai syarat aplikasi qiyâs. 
2. Istihsân
Secara umum, istihsān dapat diartikan sebagai metode alternatif untuk menjawab berbagai kasus hukum yang terjadi kini, sedang  dan yang akan datang, karena pendekatan konvensional yang sudah ada jika diaplikasikan tidak akan mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukumnya. Secara spesifik, as-Sarakhsi (w. 483 H)  mengatakan bahwa istihsân pada dasarnya adalah berpindahnya seorang mujtahid dari berpegang pada pemikiran deduksi analogis yang jelas (qiyās jalî) yang implikasinya dalam mencapai tujuan syarî’at lemah, kepada berpikir deduksi analogis yang samar (qiyâs khafi) tetapi mempunyai implikasi yang kuat. Implikasi yang kuat inilah yang menyebabkan  istihsân lebih diutamakan daripada qiyâs.

Dalam berpegang pada istihsân, sekalipun qiyâs jalî itu ‘illâh hukumnya dapat diketahui dengan jelas, tetapi implikasinya lemah (tidak efektif), maka sudah barang tentu mujtahid akan pindah berpegang pada qiyâs khafi
 yang implikasi hukumnya lebih kuat, meskipun terlihat tidak begitu tampak. Pengabaian qiyâskemudian masuk pada istihsân, karena hal ini yang lebih merepresentasikan kemaslahatan yang memang menjadi tujuan utama syari’ah. Untuk itu, menurut asy-Syāṭibî, istihsân harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan maqâṣîd asy-syărî’ah,
 serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari aplikasi suatu hukum, yang dalam istilah asy-Syāṭibîdisebut dengan an-naẓar fi ma’ālāt al-ahkām.

Urgensi dari prinsip an-naẓar fi ma’ālāt al-ahkām dalam metode istihsân adalah untuk mempertajam analisis istihsân itu sendiri. Apabila istihsân dapat dipertajam dengan pendekatan prinsip tersebut yang fokusnya melihat dampak dari aplikasi suatu hukum yang terkait dengan maqâṣîd asy-syarî’ah baik substansi ataupun sebagai metode, maka penajaman metode istihsân tidak dapat dilepaskan dari keharusan mempertimbangkan maqâṣîd asy-syărî’ah. Sebagai contoh, secara dalil umum (dalil kûllî), seseorang dari kalangan mana saja (dokter misalnya) dilarang melihat aurat orang lain (al-itlā’‘alā al-‘aurah). Akan tetapi, jika dalil kûllî ini tetap yang diberlakukan sehingga seorang dokter dilarang melihat aurat seorang pasien dalam pengobatan, maka akan mengakibatkan hilangnya kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh dalil kûllî  itu. Dalam konteks ini, memelihara pandangan dalam arti melihat aurat secara umum, termasuk kemaslahatan pelengkap (tahsînîyyah), sedangkan larangan melihat aurat dalam pengobatan yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan pokok (ḍarûrîyyāt), karena tidak diobati sehingga menyebabkan kematian, dan hilanglah kemanfaatan. Dasar memelihara jiwa (hifẓ an-nafs) dalam kasus ini adalah ḍarûriyyāt (istihsân bi al-maṣlahah),  sedangkan memelihara pandangan adalah tahsînîyyah bagi ḍarûrîyyāt, karena itu, tidak perlu dipertahankan. 

3. Maṣlahah al-mursalah

Sebagaimana metode yang lain, maṣlahah al-mursalah juga merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara ekplisit dalam al-Qur’ān dan sunnah. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, apakah dari segi relevansinya diakui atau tidak oleh asy- Syărî’, dalam kajian uṣūl al-fiqh dibedakan pada tiga macam, yaitu maṣlahah al-mu’tabarah, maṣlahah al-mulgah  dan maṣlahah al-mursalah. Macam maslahat yang pertama adalah maslahat yang diakui atau dibenarkan secara langsung oleh al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan maslahat macam yang kedua adalah maslahat yang tidak diakui oleh kedua sumber hukum tersebut. Adapun maslahat macam yang ketiga, disebut dengan maṣlahah al-mursalah, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk tertentu untuk diakui atau ditolaknya oleh asy-Syărî’.
 Penyebutan istilah ini dalam literatur uṣūl al-fiqh sering disebut dengan al-munāsib al-mursal, al-maṣlahah muṭlaqah, istidlāl al-mursal, al-istiṣlāh, al-maṣlahah, dan al-maṣlahah al-mursalah itu sendiri. Semua penyebutan secara mutarādifāt ini pada substansi maknanya adalah tetap sama. 
Mayoritas ulama uṣūl selain Imām Syāfî’i,
 mereka sepakat dan menerima maṣlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad dalam istinbāṭ hukum. Untuk mengaplikasikan metode dimaksud mereka menetapkan beberapa persyaratan. Imām Mālîk (w. 179 H) misalnya, menetapkan tiga syarat untuk mengaplikasikan maṣlahah al-mursalah: a) Harus sejalan antara maslahat dengan tujuan-tujuan syara’ (maqâṣîd asy-syărî’ah), tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran (ḍarûrîyyāt)  dan tidak pula kontradiksi dengan dalil syara’ yang qaṭ’i. b) Maslahat harus rasional (ma’qūlah) dan relevan (al-munăsabah) dengan kasus hukum yang ditetapkan, dalam arti, apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya. c) Mengambil maslahat tersebut bisa menghilangkan kesulitan (raf’ al-haraj).

Al-Gazāli sebagai pengikut Imām Syāfî’i dengan tegas menyatakan bahwa maṣlahah al-mursalah dapat dibenarkan digunakan dengan syarat bersifat menyangkut kebutuhan pokok (ḍarūrah), pasti (qaṭ’iyyah) dan holistik (kûllîyyah).

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh kedua ulama uṣûl tersebut, dapat dipahami bahwa tampak betapa eratnya hubungan dan keterkaitan antara metode maṣlahah al-mursalah dengan maqâṣîd asy-syărî’ah. Sebab dalam tataran aplikasinya, maṣlahah al-mursalah harus sejalan dengan tujuan-tujuan syara’ dalam arti maqâṣîd asy-syărî’ah, tidak kontradiksi dengan dalil qaṭ’i,dalil kûllî, dan ḍarūrî,. Disebutkan yang terakhir ini tidak lain yang dimaksudkan adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Contoh, pandangan asy-Syăfî’i tentang seorang ayah yang menggauli budak wanita (jāriyah) milik anak laki-laki-nya hingga hamil dan melahirkan menjadi sebab pindahnya hak milik jāriyah tersebut dari anak kepada ayahnya. Kasus ini ditetapkan tidak berdasarkan naṣ tertentu, sebab tidak ada naṣ yang menetapkan demikian. Dasar pertimbangan ijtihad  asy-Syăfî’i adalah kemaslahatan. Seorang ayah berhak mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari anaknya untuk menjaga nama baik, agama, dan keturunannya. Anak wajib melakukan hal itu. Dalam konteks ini, ayah telah melakukan sesuatu yang mendorong terwujudnya hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, berdasarkan maṣlahah al-mursalah,  hak milik anak atas jāriyah dimaksud, berpindah kepada ayahnya.

4. Az-Żarî’ah
Secara etimologi (ma’nā al-lugawi), az-żarî’ah maknanya berarti perantara (al-wasilah).
 Az-żarî’ah merupakan plural (jama’) dari az-zarā’i’, yang berarti perantara (al-wasilah) dan sebab (as-sabab) yang menghubungkan kepada sesuatu.
 Oleh karena maknanya demikian, maka Ibn al-Qyyim aj-Jauziyyah  (w. 751 H) mendefinisikan az-żarî’ah dengan “apa-apa yang menjadi perantara dan jalan yang menghubungkan kepada sesuatu”.
 Menghubungkan sesuatu di sini dimaksudkan adalah menghubungkan kepada sesuatu yang dibolehkan atau yang dilarang. Sedangkan secara terminologi (ma’nā al-iṣṭilāhi), asy-Syaukāni (1250 H/1832 M) mendefinisikan az-żarî’ah, adalah masalah yang dilihat secara ẓahir itu dibolehkan, tetapi membawa kepada suatu perbuatan yang terlarang.
 Definisi ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan suatu pekerjaan itu pada dasarnya dibolehkan, bahkan diperintahkan (fath az-żarî’ah) karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi, kalau tujuan yang akan ia capai itu berakhir dengan membawa kemafsadatan, maka berarti suatu pekerjaan itu tidak boleh dikerjakan (sad az-żarî’ah) dan bisa dilarang sama sekali (mamnū’un). 
Definisi asy-Syaukāni di atas, senada dengan yang dikemukakan oleh Abû Zahrah, bahwa az-żarî’ah yaitu perantara atau jalan yang menghubungkan pada tujuan (al-maqâṣîd), yakni jalan yang menghubungkan pada sesuatu yang diharamkan, atau dihalalkan. Jalan yang menghubungkan sampai kepada yang diharamkan, maka haram hukumnya; Jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dihalalkan, maka halal hukumnya, dan jalan yang menyampaikan kepada sesuatu yang dibolehkan, maka boleh hukumnya. Demikian juga sesuatu yang menghubungkan pada yang wajib, maka wajib hukumnya.
 Seperti berzina itu haram, maka jalan yang menyampaikan pada terjadinya zina adalah haram. Contoh lain, melihat aurat wanita, maka suatu jalan yang menghantarkan kepada cara melihat yang terlarang, haram juga hukumnya. Dalam masalah ibadah, salat Jum’at itu wajib hukumnya, saat dikumandangkan ażan jum’at meninggalkan segala sesuatu untuk terlaksananya salat tersebut, maka wajib hukumnya, seperti meninggalkan jual beli. Pada dasarnya melakukan transaksi jual beli itu dibolehkan (al-ibāhah), tetapi, jika melakukan transaksi jual beli saat dikumandangkan ażan jum’at berakibat melupakan kewajiban salat jum’at, maka transaksi tersebut adalah dilarang. Atas dasar pemikiran (az-żarî’ah) ini, Zahrah membagi hukum itu pada dua macam, yaitu tujuan (maqāṣîd), yakni maqâṣîd asy-syarî’ah yang berupa kemaslahatan, dan cara/perantara (wasā’il), yaitu jalan yang menuju pada pencapain tujuan.
 Pencapaian tujuan yang disebutkan terakhir ini, al-Qarāfi (w. 684 H) menegaskan bahwa wasilah (perantara) yang menyampaikan kepada tujuan yang paling utama adalah perantara yang paling utama, dan yang menyamipakan kepada tujuan yang paling buruk adalah perantara yang paling buruk, dan yang menyampaikan kepada tujuan yang tengah-tengah adalah perantara yang tengah-tengah.
 Dari penegasan ini, dapat dimengerti, seperti contoh tentang zina di atas bahwa perbuatan zina disebut sebagai perbuatan pokok yang dituju (al-maqâṣîd), haram hukumnya. Sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut sebagai perantara (al-wasā’il) kepada zina, juga haram hukumnya.
 Karena itu berlaku kaidah:


.لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ
Artinya: “Bagi perantara (wasilah) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju (al-maqāṣîd)”. 
Ibn Qayyim aj-Jauziyyah melihat dampak kemafsadatan yang akan ditimbulkannya, az-żarî’ah dibedakan pada empat macam,
 yaitu:  a)  az-Żari’ah yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti perbuatan zina yang akan membawa pada kerusakan keturunan (an-nasl). b) az-Żarî’ah yang ditentukan untuk sesuatu yang diperbolehkan (al-mubāh), tetapi ditujukan untuk perbuatan yang tidak baik yang membawa pada kerusakan, disengaja atau tidak disengaja, seperti melakukan nikāh muhallil.
 Pada asalnya hukum melakukan nikah itu diperbolehkan, tetapi, karena dilakukan dengan niat menghalalkan yang diharamkan, maka nikah tersebut dilarang untuk dilakukan. c) az-Żarî’ah yang semula ditentukan untuk suatu perbuatan yang diperbolehkan (al-mubāh), bukan untuk yang mendatangkan kerusakan, tetapi, biasanya sampai juga pada kerusakan, di mana kerusakan itu justru lebih besar daripada kebaikannya, seperti seorang perempuan yang baru ditinggal wafat suaminya, dalam menjalani masa iddah ia berhias dengan “berlebihan”. Berhias bagi seorang perempuan secara hukum asal diperbolehkan, tetapi, bila dilakukannya itu pasca kematian suaminya yang baru saja terjadi dan masih dalam masa iddah,  maka berhiasnya tersebut menjadi penilaian publik tidak baik. d) az-Żarî’ah yang semula ditentukan untuk suatu perbuatan yang diperbolehkan, tapi terkadang membawa pada kerusakan. Sedangkan kerusakannya itulebih kecil daripada kebaikannya, seperti melihat wajah (muka) seorang perempuan yang akan dipinang. 
Dari kategorisasi dampak yang ditimbulkan yang dikemukakan aj-Jauziyyah tersebut, dapat dipahami bahwa metode az-żarî’ah secara langsung berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu memelihara kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Memelihara maslahat dalam beberapa tingkatannya termasuk tujuan yang disyari’atkan. Karena itu, az-żarî’ah sebagai metode berkaitan erat dengan metode maqâṣîd asy-syărî’ah, yakni metode penelitian pada ‘illah-’illâh perintah dan larangan, seperti yang ditawarkan oleh asy-Syāṭibi. Az-żarî’ah sebagai metode ijtihad yang penekanannya pada dampak suatu tindakan mukallaf (an-naẓar fi al-ma’ālāt) dapat dipertajam dengan maqâṣîd asy-syărî’ah, baik substansi maupun sebagai metode.
D. Konsep Maqāṣîd asy-Syarî’ah Menurut Ulama Usul Fikih Klasik dan Kontemporer
Bertolak dari penulusuran fakta sejarah munculnya term maqâṣîd asy-syarî’ah dalam pemikiran metodologi hukum Islam di kalangan para ahli usul fikih ternyata mengalami perkembangan dari masa ke masa. Oleh sebab itu, dalam konteks ini akan dikemukakan perkembangan konsep maqâṣîd asy-syarî’ah (sebagai doktrin dan metode ijtihad/pendekatan) secara periodik dari masa ke masa, yakni dari periode sejarah awal kemunculannya, periode tengah hingga periode modern (kontemporer) sebagaimana pembahasan di bawah ini.

1. Maqâṣîd asy-syarî’ah pada Periode Sejarah Awal Kemunculannya (Abad I-IV H/VII-X M) 
Sebagaimana telah dikemukakan pada halaman pertama bab kedua bahwa maqâṣîd as-syărî’ah itu muncul berbarengan dengan munculnya hukum-hukum syara’ itu sendiri (al-ahkăm asy-syărîyyah), yakni maqâṣîd ada sejak diturunkan wahyu kepada Rasulullah Saw. Maqâṣîd telah ada ditetapkan dalam naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah, dan terdapat di dalam kandungan hukum-hukumnya, diketahui dengan menggalî dari segi kejelasannya (at-taṣrih), tanda-tanda (al-imā’), atau tersiratnya (al-isyārah).
 Banyak ditemukan dalam al-Qur’ān dan sunnah isyarat-isyarat naṣ yang mengindikasikan mengandung maṣlahah (maqâṣîd asy-syărî’ah) sebagai pertimbangan dalam meng-istinbāṭ-kan hukum, terutama ketika membicarakan ‘illah, hikmah, sebab, dan tujuan disyari’atkan hukum. Secara umum, isyarat-isyarat naṣ itu di antaranya, diutus Nabi Muhammad Saw. adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Q.S. al-Anbiyā’ (21), ayat 107), pemberi kabar gembira dan peringatan (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 213, Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 165, Q.S. al-An’ām (6), ayat 48, Q.S. al-Kahfi (18), ayat 56). Dengan fungsi Nabi yang demikian, maka Allah menjadikan agama dengan segala ajaran-Nya tidak akan menjadikan kesempitan bagi manusia (Q.S. al-Hajj (22), ayat 78), justru agama yang menghendaki kemudahan bagi manusia dan menghindarkan kesulitan. Nabi sendiri dalam konteks ini menegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhāri bahwa “agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus dan lapang” (ahabbu ad-din ilā Allah al-hanafîyyah as-samhah).
 Sebagai konsekuensi agama rahmat, mudah dan lapang, asy-Syărî’ tidak memberi beban yang memberatkan kepada subyek hukum (mukallaf), yang telah beriman dan beramal salîh (Q.S. al-A’rāf (7), ayat 42, Q.S. al-An’ām (6), ayat 152, Q.S. al-Mu’minūm (23), ayat 62, Q.S. al-Baqarah (2), ayat 286, Q.S. at-Ţalāq (65), ayat 7 dan Q.S. al-Baqarah (2), ayat 233). Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa Allah ingin memberi keringanan (menjalankan agama) bagi manusia, karena manusia bersifat lemah (Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 28). Aplikasi hukumnya dalam kehidupan manusia (masyarakat) sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Anas bin Mālîk bahwa, pernah Nabi melarang umat Islam menyimpan daging kurban kecualî dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Tetapi, beberapa tahun kemudian larangan tersebut dilanggar oleh umat Islam. Kasus ini disampaikan kepada Nabi, lalu beliau membenarkan tindakan umat Islam itu sambil menjelaskan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan masyarakat miskin yang datang dari perkampungan di sekitar Madinah (ad-dāffah). Setelah itu Nabi bersabda: “Sekarang simpanlah daging-daging kurban itu, karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya”.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan menyimpan daging kurban dimaksudkan tujuan syari’at (maqâṣîd asy-syărî’ah) dapat dicapai, yaitu melapangan sekelompok masyarakat miskin yang datang dari perkampungan pinggiran Madinah. Setelah alasan larangan itu hilang, maka larangan itupun dihapuskan oleh Nabi. Dari sini terlihat bahwa, sejak masa Nabi maqâṣîd asy-syarî’ah itu sesungguhnya telah ada dan dijadikan sebagai pertimbangan atau pendekatan dalam penetapan hukum Islam. Bukti lain terlihat dalam sebuah hadis yang populer dan sering dikutip oleh para ahli usul fikih adalah mengenai dialog Rasulullah Saw. dengan Mu’aż bin Jabal ketika akan diutus menjadi gubenur ke negeri Yaman, dan beliau bertanya kepadanya: Bagaimana (cara) kamu menyelesaikan perkara jika kepadamu diajukan suatu perkara.? Mu’aż menjawab: Aku akan putuskan menurut ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur’ān. Rasul: Kalau tidak kamu dapatkan di dalam al-Qur’ān.? Mu’aż menjawab: Aku akan putuskan menurut hukum yang ada dalam sunnah Rasulullah Saw. Beliau bertanya lagi: Kalau tidak kamu dapatkan dalam al-Qur’ān dan sunnah Rasulullah.? Mu’aż menjawab: Aku akan berijtihad berdasarkan ra’y dengan penuh optimis. Kemudian Rasulullah mengakhiri dialognya sambil menepuk-nepuk dada Mu’aż seraya bersabda: Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada delegasi Rasul-Nya terhadap sesuatu yang diridai oleh Rasulullah.

Dialog Rasulullah tersebut ternyata implikasinya dapat membentuk kesadaran umat Islam, dan terutama para sahabat generasi pertama pada khususnya bahwa untuk membina dan membangun masyarakat yang Islami itu tidak cukup hanya melaksanakan apa yang tersurat di dalam al-Qur’ān, atau yang telah diputuskan oleh Rasulullah secara konkrit, tetapi perlu kepada pemikiran dan ijtihad, mencari makna-makna (ta’lil al-ahkăm) yang tepat dan mengetahui tujuan-tujuan hukum (maqâṣîd asy-syărî’ah) dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah. Gagasan demikian ini pada perkembangan berikutnya diikuti dan ditindaklanjuti oleh para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khaṭṭāb. Ia dalam berijtihad dalam upaya meng-istinbāṭ-kan hukum disinyalîr banyak menggunakan pertimbangan maqâṣîd asy-syărî’ah.

Pada masa Nabi dan masa sahabat, yakni pada awal-awal abad kesatu hingga abad kedua hijriyah, disebut sebagai “fase permulaan dan persiapan fikih Islam”. Para sahabat dalam memahami teks-teks al-Qur’ān dan sunnah tidaklah bersifat intelektual murni, dalam arti kegiatan berpikir yang sistematis dan komprehensif. Kegiatan dimaksud lebih bersifat internalîsasi, karena mereka hanya mengetahui makna dan arah yang diinginkan al-Qur’ān melalui penghayatan terhadap praktik dan keteladanan yang diberikan Rasulullah. Kreatifitas ijtihad para sahabat di masa Rasulullah masih bersifat latihan dan belum menjadi sarana istinbat hukum, karena semua ketetapan hukum pada kasus-kasus yang terjadi berada pada kekuasaannya. Baru, sesudah Rasulullah wafat (632 M), kedudukan ijtihâd dipandang sebagai alat untuk menggalî sumber-sumber hukum Islam karena sahabat Nabi biar bagaimanapun tidak dapat terpaku kepada teks saja.

Tradisi ijtihâd yang dikembangkan oleh para sahabat adalah dengan cara musyawarah untuk mencari makna atau cara pelaksanaan yang tepat terhadap isi suatu ayat atau sunnah, atau sebalîknya bagaimana menemukan semangat dan tuntunan ayat serta sunnah yang tepat untuk suatu persoalan baru. Pemikiran kreatif dan enovatif dalam upaya penerapan makna-makna ayat demikian ini, banyak dilakukan dan dipraktikkan oleh Umar bin Khaṭṭāb sebagaimana disinggung di atas, yakni dengan banyak menggunakan pertimbangan maqâṣîd asy-syărî’ah. Dengan kata lain, ia lebih banyak bertumpu pada rūh asy-syărî’ah yang dikandung oleh teks-teks al-Qur’ān dan sunnah..
Kegiatan intelektual dan pemahaman keagamaan secara metodologis baru bermula pada akhir abad kedua atau awal abad ketiga hijriyah. Pada abad inilah pemahaman keagamaan secara fikih muncul keempat mażhab sunni, yaitu Abû Hanifah (80-150 H), Mālîk bin Anas (93-179 H), Muhammad bin Idris asy-Syāfî’i (150-204 H), dan Ahmad bin Hanbal (164-241 H).
 Pada periode ini, Imām Mālîk dikenal sebagai tokoh yang pertama kali membawa bendera dan menggunakan maṣlahah (maṣlahah al-mursalah) sebagai inti maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai dalil yang independen dalam menetapkan hukum.
 Demikian juga Imām Ahmad bin Hanbal menggunakan maṣlahah al-mursalah sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum.
 Baik di kalangan Mālikiyyah maupun di kalangan Hanabilah, mereka menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai dalil hukum sekiranya memenuhi tiga persyaratan, yaitu: (a) Kemaslahatan itu sejalan dengan maqâṣîd asy-syărî’ah, kemaslahatan tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran Islam, dan tidak pula kontradiksi dengan salah satu dalil yang qaṭ’i.  Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang menjadi tujuan asy-Syărî’, yakni bukanlah jenis kemaslahatan yang asing menurut pandangan agama, meskipun tidak ada dalilnya yang khusus; (b) Kemaslahatan itu secara substansial harus rasional (ma’qūlah) dalam arti, apabila dikemukakan kepada ahlinya, maka mereka mengakui dan menerimanya; (c) Berpegang pada kemaslahatan tersebut bisa menghilangkan kesulitan.

Pandangan para ahli uṣūl al-fiqh tentang eksistensi maṣlahah al-mursalah sebagai dalil atau metode istinbāṭ hukum, paling tidak terdapat tiga golongan pendapat: Golongan pendapat pertama, mereka menolak secara mutlak. Ibn al-Hājib (w. 646 H) menilai bahwa pandangan ini sebagai pendapat yang kuat, sementara al-Āmidi (w. 631 H) menilainya sebagai pendapat yang benar yang telah menjadi konsensus di kalangan para ulama (fuqahā’). Golongan pendapat kedua, mereka menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah secara mutlak. Pendapat ini yang paling dikenal adalah dari Imām Mālîk (w. 179 H) dan pendapatnya ini yang dipilih oleh Imām al-Haramain. Ibn al-Hājib mengatakan bahwa dari hal yang sama diriwayatkan dari Imām Syăfî’i (w. 204 H), tetapi Imām al-Haramain mengatakan bahwa Imām Syăfî’i menerima al-maṣālih al-mursalah dengan syarat bahwa al-maṣālîh-nya menyerupai al-maṣālîh al-mu’tabarah. Golongan pendapat ketiga, mereka menerima maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah dengan ketentuan bahwa maṣlahah-nya harus bersifat ḍarūrîyyāt, qat’iyyah, dan kûllîyyah.  Inilah pendapat al-Gazāli (w. 505 H) yang dipilih oleh al-Baiḍāwi (w. 685 H).

Golongan pendapat pertama, terlihat pada pandangan Imām Syăfî’i yang menolak maṣlahah al-mursalah sebagai dalil hukum yang independen, tanpa ada sandaran sama sekali dari naṣ. Hal ini terbukti dalam tataran teoritis di dalam kitab al-Umm  dan ar-Risālah-nya tidak menyebutkan term maṣlahah al-mursalah sebagai salah satu dalil hukum. Tetapi, jika ditelusuri dalam praktik istinbāṭ hukumnya, banyak ulama mengatakan di antaranya asy-Syāṭibi (w. 790 H)
 dan Abū Zahrah
 bahwa asy-Syāfî’i menggunakan prinsip maṣlahah al-mursalah sebagai pertimbangan penetapan hukum sepanjang măslăhah itu mempunyai kemiripan dengan al-măsălîh al-mu’tabarah, yakni maṣlahah yang diakui oleh asy- Syārî’. Demikian juga Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan dan membuktikan bahwa asy-Syăfî’i di dalam fatwa-fatwanya banyak yang menyandarkan pada prinsip maslahat setelah beliau berada di Mesir banyak menggunakan dasar ‘urf Mesir dan meninggalkan ‘urf yang berkembang di Irak. Memelihara ‘urf sebenarnya adalah memelihara maslahat.

Pandangan asy-Syăfî’i tersebut terlihat dalam pendapatnya mengenai seseorang yang memesan sebuah barang, menurutnya, bahwa pembuat barang atau pekerja tidak berkewajiban menanggung keselamatan barang yang dipesannya, kecualî ia terbukti yang merusaknya, atau menghilangkan barang tersebut.
 Lebih lanjut, ia mengumpamakannya dengan seseorang yang memesan dibuatkan baju kepada seorang penjahit, ketika baju itu dalam proses pembuatan, ternyata hilang dicuri oleh pencuri atau musnah terbakar, maka menurutnya, pemesan baju tidak berkewajiban mengganti baju yang hilang, dan pihak penjahit tidak menerima bayaran dari pekerjaan membuat baju yang dikerjakannya.

Pendapat asy-Syāfî’i dimaksud, menurut Husain Hamid Hasan setelah diteliti ternyata didasarkan pada pertimbangan maṣlăhah yang bersifat substansial yang disarikan dari akumulasi naṣ yang ada, dan tidak ditemukan suatu teks al-Qur’an secara spesifik yang mengaturnya. Maṣlahah demikian tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan umum (al-maṣlahah al-‘āmmah) atas kemaslahatan pribadi (al-maṣlahah al-khāṣṣah).

Dari deskripsi pandangan asy-Syăfî’i di atas dapat ditegaskan bahwa secara substansial, asy-Syāfî’i tidak menolak prinsip maṣlahah dalam praktik ijtihadnya sepanjang maṣlahah itu mempunyai kemiripan dengan maṣlahah yang diakui asy- Syărî’ (syābihah bi al-maṣālîh al-mu’tabarah), tetapi secara teoritis terkesan menolaknya, karena al-maṣālîh al-mu’tabarah dalam praktik ijtihadnya termasuk dalam teori qiyâs yang dikonstruksinya. Hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa segala sesuatu selain naṣ dari al-Qur’an dan as-sunnah, dan hal itu masih ada dalam cakupan makna naṣ, maka itu adalah qiyās.

Selain asy-Syāfî’i yang termasuk dalam golongan pendapat pertama di atas, adalah Imām Abū Hanifah (w. 150 H) dan murid-muridnya. Mereka secara substansial aplikatif dapat dikatakan tidak menolak prinsip maṣlahah, tetapi secara teoritis-normatif terkesan menolaknya, karena mereka sebenarnya mempunyai term dan metode tersendiri, yaitu istihsân. Istihsān dalam istinbāṭ hukum sesungguhnya merupakan salah satu metode yang secara tidak langsung sebagai aplikasi prinsip maṣlahah. Dalam literatur fiqh Hanafî dikenal ‘ istihsān dengan darurat (istihsān bi ad-ḍarūrah).
 Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengakui maṣlahah sebagai dalil hukum. Bahkan lebih ditegaskan lagi oleh Husain Hamid Hasan bahwa istihsân dengan maṣlahah termasuk ke dalam istihsân yang didasarkan kepada darurat. Karena kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar adalah kemaslahatan yang pokok (ḍarūrî,) yang bersifat umum, dan kemaslahatan yang bersifat umum itu sendiri menempati hukum darurat yang khusus. Dan dimaksudkan dengan darurat menurut Hanafîyyah adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang ḍarūrî, yang sangat mendesak.
 Dari sini rasanya tidak mungkin mereka berpegang pada istihsân, tetapi menolak berlakunya maṣlahah sebagai basis maqâṣîd asy-syărî’ah.
Golongan pendapat kedua, menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah secara mutlak. Demikian pendapat Imām Mālîk dan Ahmad bin Hanbal, dan para pengikutnya, seperti at-Ţūfi (w. 716 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H), Ibn Qayyim (w. 751 H), dan lain-lain. Mereka menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah atau dalil dalam istinbāṭ hukum seperti ditegaskan oleh Husain Hamid Hasan setidaknya berargumentasikan: (1) Bahwa hukum-hukum syara’ ditetapkan oleh Allah pada dasarnya adalah untuk merealîsir kemaslahatan manusia. Jika terdapat suatu kasus hukum yang ketetapan hukumnya telah ada dalam naṣ, ‘ijmā’, atau  qiyâs, maka kasus itu ditetapkan berdasarkan ketetapan-ketetapan tersebut, karena ketetapan-ketetapan itu yang dapat mewujudkan kemaslahatan.Tetapi, jika kasus hukum itu ketetapan hukumnya tidak ditemukan dalam naṣ, ‘ijmā’, atau qiyās, maka ketentuan hukum pada kasus tersebut ditetapkan berdasarkan sesuatu yang dapat mewujudkan kemaslahatan. (2) Kasus hukum baru terus terjadi sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan kebutuhan kehidupan manusia. Sangat boleh jadi di masa dahulu sesuatu itu belum pernah terjadi, tetapai di masa kini terjadi dan menuntut para mujtahid untuk menetapkan ketentuan hukumnya. Dalam kondisi demikian, sekiranya para mujtahid tidak terbuka untuk menetapkan hukum berdasarkan maṣlahah al-mursalah, maka syari’at Islam yang bersifat universal, fleksibel, dan senantiasa dinamis akan mempersempit kemaslahatan dan hajat hidup manusia yang plural. (3) Kemaslahatan yang menjadi dasar hukum syarî’at adalah kemaslahatan yang rasional dan substansial. Syarî’at telah memerintahkan untuk melakukan yang baik, dan menjauhi yang buruk. Potensi akal manusia sendiri telah dapat menentukan bahwa sesuatu yang menurut akal itu baik (al-maṣlahah), atau tidak baik (al-mafsadah), maka akal-lah yang menilainya. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kasus hukum yang ketetntuan hukumnya tidak ditetapkan asy- Syārî’, kemudian para mujtahid menetapkan ketentuan hukum dari kasus hukum tersebut, maka ketentuan hukum dimaksud berarti telah mengikuti asas yang sah dan diakui oleh asy- Syărî’. (4) Para sahabat pasca wafat Rasulullah Saw. ketika menghadapi kasus-kasus hukum baru berusaha menetapkan hukum-hukumnya dengan mewujudkan kemaslahatan, karena kemaslahatan telah diakui kehujjahannya oleh asy- Syărî.

Memperhatikan argumentasi-argumentasi yang dikemukakan pendapat golongan kedua di atas, mereka terlihat agaknya menempatkan potensi akal sebagai instrumen penetapan hukum, bahwa sesuatu yang menurut akal itu baik (maṣlahah), atau tidak baik (mafsadah), maka akal-lah yang menilainya. Pemikiran demikian ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Mu’tazilah yang berpendapat bahwa apa yang dipandang baik oleh akal, maka sesuatu itu baik, dan apa yang dipandang tidak baik, maka sesuatu itu adalah tidak baik. Namun, mereka tidaklah mengatakan bahwa penetapan hukum dengan maṣlahah al-mursalah sebagai penetapan berdasarkan akal. Mereka tetap mengatakan bahwa penetapan hukum berdasarkan maṣlahah al-mursalah itu ditunjukkan oleh akal melalui semangat hukum yang telah ditetapkan oleh asy- Syārî’.
Golongan pendapat ketiga, menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah dengan beberapa persyaratan. Demikian pendapat al-Gazāli (w. 505 H) yang dipilih oleh al-Baiḍāwi (w. 685 H). Menurut mereka bahwa maṣlahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum apabila kemaslahatannya itu bersifat ḍarūrîyyāt, qaṭ’iyyah dan kûllîyyah.
 Dimaksudkan dengan bersifat ḍarūrîyyāt di sini adalah bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan itu mesti diperhatikan apakah kemaslahatan itu mencapai tingkat lima unsur pokok universal atau tidak, karena tidak boleh penetapan kemaslahatan itu bersifat parsial (juz’iyyah). Dimaksudkan dengan qaṭ’iyyah, bahwa kemaslahatan yang ditetapkannya itu diyakini sebagai maṣlahah ḍarūrîyyāt, tidak didasarkan pada praduga semata (ẓanniyyah). Sedangkan dimaksudkan dengan kûllîyyah, bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum, tidak bersifat individual. Kalaupun maslahat itu bersifat individual, mesti sesuai dengan maqâṣîd asy-syărî’ah.
Pandangan golongan ketiga ini pada prinsipnya adalah sama dengan pendapat golongan pertama di atas, bahwa tampak menjadikan maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah atau dalil dengan syarat kemaslahatan itu mirip dengan al-maṣālîh al-mu’tabarah, atau bersifat ḍarûrîyyāt, qaṭ’iyyah dan kûllîyyah, yang semua itu sesuai dengan maqâṣîd asy-syărî’ah. Sedangkan golongan pendapat kedua, jelas mereka sebagai pembawa bendera maṣlahah yang menjadikannya sebagai dalil, atau metode istinbāṭ hukum.
Bertolak dari pendapat para ahli uṣūl al-fiqh dari kalangan para imām mujtahid di atas, ternyata keberadaan term maqâṣîd asy-syarî’ah telah ada dan menjadi acuan dalam konteks istinbāṭ hukum, hanya belum menjadi suatu kajian tersendiri dan masih menyatu dalam pembahasan konsep maṣlahah secara umum. Dalam konsepsi Imām Mālîk terlihat dalam persyaratan dibolehkan mengaplikasikan maṣlahah al-mursalah sepanjang di antaranya sejalan dengan maqâṣîd asy-syărî’ah  dan tidak boleh kontradiksi dengan pokok-pokok ajaran atau dalil yang qaṭ’i. Ini menunjukkan bahwa eksistensi maqâṣîd asy-syarî’ah telah ada dan diaplikasikan dalam praktik istinbāṭ hukum. Maqâṣîd asy-syarî’ah yang masih menyatu dalam konsep maṣlahah terus berjalan dan diberlakukan oleh para imām mujtahid sebagai instrumen uṣûl al-fiqh hingga abad VI H/XII M.
2. Maqâṣîd asy-Syarî’ah pada Periode Tengah (Abad V-VIII H/Abd XI-XIV M)
Pada periode ini akan dikemukakan para ahli uṣûl al-fiqh yang membahas konsep maqâṣîd asy-syarî’ah yang dipandang cukup representatif, di antaranya yaitu al-Juwaini, al-Gazāli, Izz ad-Din bin ‘Abd as-Salăm, at-Ţūfi, dan asy-Syāṭibi.
a. Al-Juwaini (w. 478 H)
Di kalangan para ulama uṣûl al-fiqh, al-Juwaini lebih dikenal dengan sebutan Imām al-Haramain. Ia dapat dikatakan sebagai ahli uṣûl pertama yang menekankan pentingnya memahami maqâṣîd asy-syarî’ah dalam istinbāṭ hukum. Hal ini diindikasikan di dalam karyanya al-Burhānfi Uṣūlal-Fiqh yang banyak menggunakan lafaẓ al-maqâṣîd, al-maqṣūd dan al-qaṣd. Menurut penelitian ar-Raisūni, tidak kurang dari sepuluh kali al-Juwaini sebutkan. Di samping itu, ia juga banyak mengemukakan ungkapan al-maqâṣîd ini dengan lafaẓ al-gard (kepentingan), dan al-agrāḍ.
 Dari sini dapat ditegaskan bahwa ia telah memberikan perhatian penting tentang konsep maqâṣîd asy-syarî’ah dalam istinbāṭ hukum, hanya saja secara spesifikasi keilmuwan belum menjadi suatu teori yang sempurna yang terdapat di dalam karyanya. Kajian mengenai maqâṣîd asy-syarî’ah masih diindikasikan dengan lafaẓ-lafaẓ tersebut di atas dan berada dalam konstruksi bab taqāsim al-‘ilal wa al-uṣûl (pembagian ‘illâh dan prinsip-prinsip/dasar-dasar syărî’ah) dari kitāb al-qiyâs. Berarti al-Juwaini merumuskan konsep maqâṣîd asy-syarî’ah ini adalah mengelaborasi ‘illâh dalam qiyâs hubungannya dengan aṣl yang dikategorikan ke dalam lima bagian. Ke lima bagian ini ia sebutkan: Bagian pertama, secara rasional maknanya dapat dipahami dan di mana ia berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer tertentu yang mutlak diperlukan (amrunḍarūrî,). Bagian kedua, berkaikatan dengan sesuatu yang merupakan kebutuhan umum (al-hājah al-’āmmah), tetapi berada di bawah tingkatanḍarūry. Bagian ketiga, sesuatu yang tidak termasuk dalam kategori amrun ḍarūrî, dan juga al-hājah al-‘āmmah, tetapi lebih berkaitan pada suatu kemuliaan (mukarramah). Bagian keempat, sama dengan bagian yang ketiga, yaitu sesuatu yang tidak disandarkan pada hājah dan ḍarūrah, tetapi dalam batasan skala prioritas. Dalam bagian keempat ini menghasilkan maksud yang dianjurkan jelas dengan sendirinya, sedangkan pada bagian ketiga berhasil keluar dari qiyâs kûllî. Bagian kelima, berkaitan dengan prinsip-prinsip (al-uṣūl) yang maknanya tidak jelas, dan tidak dituntut oleh kebutuhan-kebutuhan primer (ḍarūrah), atau oleh kebutuhan-kebutuhan sekunder (hājah), juga tidak pula dituntut oleh suatu kemuliaan (mukarramah). Contoh kategori ini adalah ibadah yang bersifat murni fisik (al-‘ibādāt al-badaniyyah).

Dari kelima bagian di atas, terlihat al-Juwaini telah berhasil mengelaborasi dan merumuskan embrional konsep atau teori maqâṣîd asy-syarî’ah dari konstruksi qiyâs, yakni hubungan ‘illâh dengan aṣl pada lima bagian tersebut. Kemudian dari lima bagian dimaksud, ia stresing kembali menjadi tiga tingkatan yang menjadi dasar pembahasan al-maqâṣîd, yaitu: ad-ḍarūriyyah, al-hājîyyah, dan at-tahsînîyyah.

Dimulai dari masa al-Juwaini inilah munculnya konsep maqâṣîd asy-syărî’ah, yang tentunya dapat memudahkan bagi para ulama uṣûl al-fiqhberikutnya untuk merumuskan dan mengembangkan kembali.
b. Al-Gazāli (w. 505 H)

Al-Gazāli,
 yaitu seorang murid  dari Imām al-Haramain Abi al-Ma’ālî al-Juwaini, ia menjadi seorang mujtahid dan mujaddid yang dalam ilmunya. Pemikiran-pemikirannya tampak jelas, tidak saja hanya menguasai ilmu uṣûl al-fiqh, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain seperti filsafat, tasawuf, dan lain-lain.
Pemikiran mengenai konsep maqâṣîd asy-syărî’ah-nya terdapat di dalam kitab al-Mankhūl min Ta’liqāt al-Uṣūl, Syifā’ al-Galîl fi Bayān asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masālîk at-Ta’lil, dan al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl.
 Ia mendeskripsikan maqâṣîd asy-syarî’ah dimulai dari konsep maṣlahah, karena pada dasarnya maqâṣîd asy-syarî’ah adalah sama dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (maqâṣîd asy-syarî’ah kauṣūli maṣlahiyyah). Dengankata lain, maqâṣîd asy-syarî’ah itu sebagai sarana, sedangkan maṣlahah sebagai isinya. Ia mengemukakan prinsip-prinsip yang dimaksudkan dengan maṣlahah:

نَعْنِى بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ وَمَقْصُوْدِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ. وَهُوَ اَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنُهُمْ وَنُفُسُهُمْ وَعَقْلُهُمْ وَنَسْلُهُمْ وَمَالُهُمْ. فَكُلَّمَا يَتَضَمَّنُ حِفْظٌ هَذِهِ اْلأُصُوْلِ الْخَمْسَةِ فَهُمْ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَايَفُوْتُ هَذِهِ اْلأُصُوْلُ فَهُوَ مَغْسُدَةٌ وَدَفْعُ مَصْلَحَةٍ. 

Artinya:“Yang kami maksudkan dengan măslăhah adalah memelihara tujuan syara’ (maqâshîd asy- Syărî’ah). Maqâshîd asy-syarî’ah (tujuan hukum Islam) yang ingin dicapai dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan lima prinsip ini disebut ‘ mâslâhat, dan setiap sesuatu yang meniadakannya disebut mafsadat, dan menolaknya juga disebut ‘ mâslâhat.
Dari prinsip-prinsip maṣlahah tersebut dapat dipahami bahwa maṣlahah tidak hanya sebatas ungkapan bahasa, tetapi menurut al-Gazāli maṣlahah adalah memelihara tujuan hukum Islam (maqâṣîd asy-syărî’ah), yakni terpeliharanya lima prinisp dasar (uṣūlal-khamsah) dari kehidupan manusia, yaitu memelihara agama (hifẓ ad-din), jiwa (hifẓ an-nafs), akal (hifẓ al-‘aql), keturunan (hifẓ an-năsl), dan memelihara harta (hifẓ al-māl) mereka. Oleh karena itu, setiap sesuatu yang dimaksudkan untuk memelihara lima prinsip dasar tersebut adalah maṣlahah. Sebalîknya, mengantisipasi hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan lima prinsip dasar dimaksud disebut juga dengan maṣlahah. Kemudian al-Gazāli membagi tingkatan maṣlahah dengan term al-maṣālîh dilihat dari kekuatan substansinya menjadi tiga peringkat, yaitu al-maṣālîh ad-ḍarūrāt, al-hājāt, dan at-tahsināt wa at-tazyināt. Dari ketiga tingkatan ini, maka al-maṣālîh ad-ḍarūrāt sebagai peringkat pertama yang paling kuat.
  Lebih jauh, ia menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing.  Pada tingkatan al-maṣālih ad-ḍarūrāt, misalnya, keputusan syara’ untuk membunuh orang kafir yang menyesatkan, memberi hukuman kepada pembuat bid’ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bid’ah-nya, sebab hal ini (bila dibiarkan) akan menghilangkan agama umat manusia, keputusan syara’ mewajibkan qiṣāṣ, sebab dengan hukuman ini jiwa manusia akan terpelihara, kewajiban menghukum dera kepada peminum minuman keras, karena dengan memberikan hukuman ini akal akan terpelihara, di mana akal merupakan dasar pembebanan hukum (at-taklif), kewajiban menghukum dera karena zina, sebab dengan memberikan hukuman ini keturunan akan terpelihara, kewajiban memberikan hukuman kepada para penyamun dan pencuri, sebab dengan memberikan hukuman ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia akan terpelihara, dan semua contoh itu menjadi kebutuhan pokok mereka. Oleh karena itu, dilarang meniadakan kelima prinsip dasar ini, karena semua agama dan syarî’at telah menetapkan prinsip-prinsip dasar tersebut untuk kebaikan manusia, bahkan semua syarî’attidak terdapat perbedaan mengenai larangan kufur, membunuh, berzina, mencuri, dan meminum minuman yang memabûkkan.
Peringkat kedua, adalah al-maṣālih al-hājāt, seperti memberikan kekuasaan kepada walî untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada tingkat ḍarūrah, tetapi diperlukan untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan pasangan yang serasi (kafā’ah), karena dikhawatirkan kesempatan itu terlewatkan, dan sekaligus untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan di masa yang akan datang.  Pemberian kuasa demikian ini tidak seperti pemberian kuasa kepada walî untuk mendidiknya, menyusuinya, membelikan pakaian, dan kebutuhan pangan, maka yang demikian itu termasuk peringkat kebutuhan pokok (ḍarūrah) yang menjadi tuntutan untuk kemaslahatan manusia. Adapun nikah anak yang masih kecil tidak menjadi tuntutan kebutuhan biologis dan keturunan, tetapi kebutuhan untuk kebaikan kehidupan (ṣalāh al-ma’isyah), dengan menata keluarga dan mempersiapkan mendapatkan keturunan. Perkara-perkara jenis ini tidaklah terkategori ḍarūrah. 
Peringkat ketiga, al-maṣālîh yang tidak termasuk tingkatan ḍarūrah dan juga hājah, tetapi menempati posisi sebagai mempercantik (at-tahsin), memperindah (at-tazyin), dan mempermudah (at-taisir) untuk mendapatkan keistimewaan (al-mazāyā) dan nilai tambah (al-mazā’id), serta memelihara sebaik mungkin sikap dalam suatu tradisi kehidupan keseharian (al-‘ādah), dan pergaulan di masyarakat (al-mu’āmalāt). Misalnya, status ketidaklayakan seorang hamba sahaya untuk menjadi saksi, padahal fatwa dan periwayatannya dapat diterima.

Pembagian al-maṣālîh pada tiga peringkat tersebut di atas, dapat memberikan faidah terutama dalam kaitan dengan konteks istinbāṭ hukum, seperti lebih lanjut ditegaskan al-Gazāli:
اَمَّا الْوَاقِعُ فِى الرِّتْبَتَيْنِ اْلأَخِيْرَتَيْنِ لَايَجُوْزُ الْحُكُمُ بِمُجَرَدِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَضِدْ بِشَهَادَةِ أَصْلٍ. ءِالَّا أَنَّهُ يَجْرِى مَجْرَى الضَّرُوْرَاتِ. فَلَا بَعْدَ فِى أَنْ يَؤُدَّى اِلَيْهِ اِجْتِهَادُ مُجْتَهِدٍ. وَءِانْ لَمْ يَشْهَدْ الشَّرْعُ بِاالرَّأْىِ فَهُوَكَالْاِسْتِحْسَانِ. فَإِنِ اعْتَضَدَّ بِأَصْلِ فَذَلِكَ قِيَاسٌ. 

Artinya: “Adapun al-măsălîh yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu, kecuAlî hajiyat itu berlaku sebagaimana (menempati) tingkatan ad-darurat, maka tidak jauh bila ijtihâd seorang mujtahid sampai kepadanya, dan sekalipun tidak ada dalil syara’ yang mendukungnya, hanya dengan berdasarkan ra’y, yaitu ‘ istihsân. Hal ini tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum pokok (asl), artinya, jika terjadi pertentangan, maka harus kembali kepada qiyâs”.
Dari ungkapan tersebut dapat ditegaskan bahwa peringkat al-maṣālîh hājiyyāt dan tahsiniyyāt tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam istinbāṭ hukum, terkecualî hājiyyāt itu menempati posisi ḍarūrîyyāt. Hājiyyāt yang seperti ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam istinbāṭ hukum, sekalipun tidak ada dalil tertentu yang mendukungnya. 
Dalam konteks demikian, al-Gazāli memberikan contoh tentang orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan orang-orang Islam menjadi tameng. Apabila kita tidak menyerang mereka, tentu mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita (dār al-Islām) dan mereka akan membunuh semua orang Islam. Kalau kita memanah tawanan orang Islam yang dijadikan tameng oleh mereka, berarti kita membunuh orang Islam yang terpelihara darahnya lagi tidak berdosa. Persoalan demikian ini tidak diketahui dasarnya dalam syara’. Apabila kita tidak menyerang, tentu kita dan semua orang Islam akan dikuasai oleh mereka, kemudian mereka akan membunuh kita dan termasuk semua tawanan orang Islam.  Maka seorang mujtahid boleh berpendapat bahwa tawanan orang Islam itu dalam kondisi apa pun pasti terbunuh, kondisi demikian ini berarti memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara’ (maqṣūd asy-syar’). Karena kita mengetahui tujuan syara’ adalah memperkecil pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah ke arah itu sedapat mungkin harus ditutup. Apabila kita mampu menutup jalan itu, berarti kita dapat meminimalîsir jumlah (angka) kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maṣlahah yang diketahui secara pasti bahwa maṣlahah itu menjadi tujuan syara’, bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan dalil yang tidak terbatas. Untuk mencapai tujuan dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang-orang yang tidak berdosa merupakan suatu perbuatan yang aneh (gārib) yang ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maṣlahah yang tidak diambil melalui metode qiyâs terhadap dalil tertentu. Maṣlahah demikian ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yaitu bersifat ḍarūrah, qaṭ’iyyah, dan kûllîyyah.

Dari contoh ini dapat dipahami bahwa eksistensi al-maṣālîh dapat dijadikan sebagai dalil dalam istinbāṭ hukum, sepanjang al-maṣālîh itu menempati tingkat ḍarūrah, qaṭ’iyyah, dan kûllîyyah. Artinya, kalau al-maṣālîh itu tidak demikian, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam istinbāṭ hukum. Karena itu, ketiga kriteria tersebut menjadi syarat al-maṣālîh dapat diberlakukan sebagai dalil.  Demikian penjelasan al-Gazāli di dalam al-Mustaṣfā  yang penulis pahami.  Tetapi penjelasan tersebut, kelihatannya berbeda dengan penjelasan al-Gazāli sendiri dalam Syifā’ al-Galîl, yang mengatakan bahwa hājiyyāt dapat dijadikan sebagai dalil secara mutlak, tanpa menempati peringkat ḍarūrah.
 Perbedaan penjelasan ini menurut penulis bisa didekati dengan kaidah muṭlaq-muqayyad yang menyatakan bahwa muṭlaq itu dibawa ke muqayyad sepanjang sebab dan hukumnya sama’.
 Dalam konteks ini adalah tetap hājiyyāt dapat dijadikan dalil (hujjah) sepanjang menempati peringkat ḍarūrah.
Selain persyaratan di atas (ḍarūrah, qaṭ’iyyah, dan kûllîyyah), al-maṣālîh juga harus relevan (al-munāsabāt) dengan tindakan syara’ atau pemeliharaan maqâṣîd. Tegasnya, bahwa semua al-munăsabāt itu kembali kepada pemeliharaan maqâṣîd, dan sesuatu yang tidak kembali kepadanya, maka bukanlah munăsabāt.
 Dan tingkatan al-munăsabāt yang tinggi, yaitu yang menduduki peringkat ḍarūrî,yyāt. Dalam konteks ini, al-Gazāli menegaskan bahwa setiap maṣlahah yang tidak kembali kepada memelihara maqâṣîd yang dipahami dari al-Kitāb, as-sunnah, dan al-’ijmâ’,  hal itu termasuk al-maṣālîh al-garibah yang tidak relevan dengan tindakan syara’,  maka yang demikian itu termasuk maṣlahah yang batal yang harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, berarti orang itu membuat hukum sendiri, sebagaimana  orang yang menetapkan hukum berdasarkan istihsān, maka ia dipandang membuat hukum sendiri.

Sedangkan kriteria harus qaṭ’iyyah dalam contoh sekelompok tawanan muslim yang dijadikan tameng oleh orang-orang kafir di atas, secara dalil sebenarnya tidak ditemukan kebolehan membunuh sesama muslim, tetapi, apabila tidak dilakukan untuk menyerang pertahanan mereka, diduga kuat akan memakan banyak korban kematian lebih besar, maka dalam kondisi demikian ini memelihara kaum muslimin dari kepungan dan penguasaan orang-orang kafir yang sangat membahayakan itu jauh lebih penting sebagai wajud dari tindakan syara’ daripada memelihara darah seseorang atau beberapa orang muslim. Demikian ini statusnya sudah menempati ḍarūrah, dan qaṭ’iyyah.
Adapun kaitan dengan harus kûllîyyah dalam contoh dimaksud di atas, bahwa tindakan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penguasaan orang-orang kafir, hal ini berarti  memenangkan yang banyak dengan mengalahkan yang sedikit, meskipun secara pasti tidak ditemukan dasarnya, tetapi mayoritas ulama sepakat bahwa mengambil tindakan untuk kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan tertentu (al-maṣālîh al-’āmmah muqaddamatun ‘alā al-maṣālîh al-khāṣṣah).

Konsep maqâṣîd asy-syarî’ahal-Gazāli, selain melalui al-munăsabāt al-maṣlahiyyah, juga melalui tunjukan-tunjukan naṣ syăr’î (dalālāt an-nuṣūṣ asy-syăr’îyyah), yang dalam penggaliannya pada naṣ-naṣ tersebut dengan menggunakan pendekatan kebahasan (al-qawā’id al-lugawiyyah), dan pendekatan substansial (ma’nawiyyah) dengan meneliti indikasi-indikasi teks-teks naṣ (qarā’in lafẓiyyah), indikasi-indikasi rasional (qarā’in ‘aqliyyah), dan indikasi-indikasi keadaan (qarā’in hālîyah).
 Qarā’in lafẓiyyah di sini, yaitu lafaẓ-lafaẓ yang dapat membukakan atau menampakkan sesuatu sehingga dapat diketahui ketentuan hukumnya. Misalnya, dalam Q.S. al-An’ām (6), ayat 141, Allah berfirman:

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ
Artinya:“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.

Ayat ini sebagai dasar bagi petani yang mengelola lahan pertaniannya. Para petani diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya pada setiap kali panen apabila telah mencapai nisab zakat. Bagi petani pengelola lahan tadah hujan, maka zakatnya sebesar sepuluh prosen, dan bagi petani yang mengelola lahannya dengan menggunakan air irigasi, maka zakatnya sebesar lima prosen. Ketentuan lima atau sepuluh prosen tersebut digali dan dipahami dari indikasi teks al-Qur’ān tersebut. 
Qarā’in ‘aqliyyah, yaitu indikasi-indikasi rasional yang membatasi bagi yang dimaksudkan, misalnya Q.S. az-Zumar (39), ayat 67, Allah berfirman:

وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ
Artinya:“Dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya”.

Ayat ini menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan hanya Dia-lah yang berkuasa pada hari kiamat nanti.
Sedangkan qarā’in hālîyah, yaitu memahami isyarat-isyarat, rumus-rumus, sesuatu yang mendahului, dan yang menghubungkan. Hal ini terlihat banyak dilakukan di kalangan sahabat hingga tābi’in dengan memahami lafaẓ-lafaẓ yang ṣarih atau dengan indikasi-indikasi dari jenis tertentu sehingga mengharuskan mengetahui yang ḍarūrî, atau dengan dugaan kuat (maẓinnah).

Mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah dengan dalālāt an-nuṣūṣ asy-syăr’îyyah melalui indikasi-indikasi tersebut, pada dasarnya adalah untuk mengetahui makna-makna naṣ yang dimaksudkannya, sekaligus menjadi pautan bagi hukum-hukumnya.

c. ‘Izz ad-Dîn bin ‘Abd as-Salăm (w. 660 H)

Sebelum  Izz ad-Dîn bin ‘Abd as-Salăm  (selanjutnya disebut Ibn ‘Abd as- Salăm ),
 terlebih dahulu muncul beberapaorang ulama yang menulis konsep maqâṣîd asy-syărî’ah, di antaranya ar-Rāzi (w. 606 H) dalam karyanya, al-Mahṣūl fi ‘Ilm Uṣûlal-Fiqh, yang diwarnai oleh pemikiran dua ulama sebelumnya (Abi Husain al-Baṣri (w. 436 H), dan Abû Hamid al-Gazāli (w. 505 H).

Konsep maqâṣîd asy-syarî’ah Ibn ‘Abd as-Salăm  tertuang dalam karyanya Qawā’id al-Ahkăm fi Maṣālîh al-Anām.  Ar-Raisūni mengatakan bahwa hampir secara khusus buku itu membahas tentang maqâṣîd asy-syărî’ah, baik dari segi ungkapan pembicaraannya yang jelas mengenai tujuan-tujuan hukum, ataupun dari segi ungkapan pembicaraannya mengenai al-maṣālîh dan al-mafāsid, yang ia sederhanakan dalam kaidah jalb al-maṣālîh wa dar’ al-mafāsid.
 Buku itu menjelaskan dan memuat di antaranya mengenai hakikat al-maṣālîh dan al-mafāsid, pembagiannya, tingkatannya, tarjih antara keduanya. Selain itu, menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan al-maṣālîh yang tidak ditemukan koleksinya (mujtamā’ah) dalam kitab yang lainnya dari karya-karya ulama sebelumnya, sumber asasi dari sumber-sumbernya, dan semua tulisan tentang maṣlahah sesudahnya tidak ada penambahan yang berarti. Ibn ‘Abd as-Salăm telah membuka pintu (babak) baru tentang konsep maqâṣîd asy-syarî’ahyang menjadi sarana kajian dan pembahasan para ulama uṣul. Ibn ‘Abd as-Salām juga tidak lupa mengingatkan tentang maqâṣîd asy-syarî’ah al-‘āmmah, dan al-khāṣṣah, ia mengatakan bahwa yang dibesarkan tujuan-tujuan al-Qur’ān tentang sesuatu itu dengan mengusahakan hal-hal yang baik dan sebab-sebabnya, dan menolak dari yang mendatangkan kemafsadatan dan sebab-sebabnya. Karena menurutnya,  Syărî’at itu semuanya maslahat, yakni apakah itu menolak kemafsadatan, atau meraih kemaslahatan.
 Ia juga menegaskan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah itu mendatangkan kemanfaatan hamba (manusia).  Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mensyarî’atkan pada setiap tindakan itu sesuatu yang menghasilkan tujuan-tujuan dan mendatangkan banyak kemaslahatan.
 Maka hukum-hukum Allah semuanya berpautan dengan hikmah-hikmah yang menjadikan sebab-sebab dan syarat-syarat yang disyari’atkannya.
 Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa barang siapa mengikutkan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, maka akan menghasilkan berkumpulnya kepercayaan (i’tiqād) atau kenyamanan spiritual (‘irfān) dengan kemaslahatan ini tidak boleh membiarkannya, dan kemafsadatan ini tidak boleh dibarengkan, sekalipun tidak ada naṣ, ‘ijmâ’ dan qiyâs tertentu yang membolehkannya. Tetapi, sekiranya kita mengikuti tujuan-tujuan yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah, kita akan mengetahui bahwa Allah memerintahkan pada setiap yang baik, dan melarang pada setiap yang buruk. Setiap yang baik itu diungkapkan dengan jalb al-maṣālîh wa dar’ al-mafāsid, dan yang buruk diungkapkan dengan  jalb al-mafāsid wa dar’ al-maṣālîh.
 Dalam konteks ini Allah sendiri menginformasikan dengan jelas antara perbuatan yang baik dan yang buruk (Q.S. az-Zalzalah (99), ayat 7-8):
فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨
Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.
Penyandaran dari pandangan-pandangannya ini, ia sebutkan dalam karyanya dengan ad-ḍarūrāt, al-hājāt, dan at-tatimmāt atau at-takammalāt. Dan inilah yang sebut dengan al-maqâṣîd al-khamsah.
Ia juga mengemukakan mengenai memilih tingkatan yang terkuat (tarjih) antara ad-ḍarūrāt dan yang lainnya. Karena itu, selain maqâṣîd al-‘āmmah dan al-khāṣṣah, ia juga mengemukakan maqâṣîd juz’iyyah, seperti maqâṣîd dan maṣālîh tentang jihad.
d. Najm ad-Din at-Ṭūfi (w. 716 H)

Najm ad-Din at-Ṭūfi (selanjutnya disebut at-Ṭūfi),
 dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam dikenal sebagai seorang bermażhab Hanbalî, ahli fiqh dan uṣûl al-fiqh. Konsep maqâṣîd asy-syărî’ah-nya, ia bangun dengan menjadikan maslahat sebagai paradigma berpikir, setelah ia mengkaji dan mengomentari hadis al-arba’in an-nawāwiyyahلَاضَرَرَ وَلَاضِرَار
َ, dengan panjang lebar. 
Secara metodologis, pembahasan konsep maqâṣîd asy-syărî’ah ia mulai dari pembahasan: 

1) Definisi maslahat (maṣlahah) dan pembagiannya. 
Lafaẓ măslahah, berdasarkan wazan maf’alatun dari kata as-ṣalāh. Artinya, adanya sesuatu dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kegunaannya. Seperti pena dibuat sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk menulis. Pedang dibuat sedemikian rupa hingga bisa dipakai untuk memenggal. Definisi maṣlahah berdasarkan ‘urf, adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat, seperti perdagangan menjadi sarana untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan definisi berdasarkan syara’ adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud asy-Syārî’, baik berupa ibadah maupun ‘ādah.

Definisi maslahat (maṣlahah) di kalangan uṣūliyyin tampak lebih menukik lagi substansinya. Al-Bῡṭi misalnya, mendefinisikan bahwa maṣlahah  yaitu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh asy- Syărî’ yang Maha Bijaksana bagi hamba-hamba-Nya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka berdasarkan skala prioritas urutan penyebutan, sedangkan manfaat ialah kelezatan, media ke arahnya dan menolak dari penderitaan, atau media ke arahnya.

Dari definisi di atas dapat ditegaskan bahwa maslahat secara substansial harus sejalan dengan maksud-maksud syara’, dan  dalam implementasinya harus dapat mewujudkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan bagi kehidupan, pemeliharaan, dan kepentingan manusia. Kepentingan manusia secara skala prioritas bersifat primer (ḍarūrî,yāt), sekunder (hājiyāt) dan tersier (tahsiniyāt, tatimmāt, atau takammalāt).
Kemudian, at-Ṭūfi membagi maslahat dalam penggunaannya pada dua bagian, yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak asy-Syărî’, yakni ibadah, dan apa yang dimaksud dengan kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti tradisi (al-‘ādah). Dalam wilayah ibadah, akal manusia tidak mempunyai kompetensi untuk mengungkap maslahat di balîk perintah ibadah, karena hal itu sepenuhnya hak orotitas asy-Syărî’. Sedangkan dalam wilayah tradisi dan mu’āmalah, akal manusia mempunyai kompetensi untuk mengungkap kemaslahatan yang terdapat di dalamnya dan sekaligus pemeliharaannya sesuai dengan yang dikehendaki asy-Syărî’.

2) Dalil-dalil syara’.
Kami (at-Ṭūfi) berasumsi berdasarkan hasil penelitian dari semua pendapat dan bagian (bab) dalil-dalil yang dipegangi oleh mereka, bahwa ada 19 dalil syara’ yaitu: Al-Kitāb,  as-sunnah, ‘ijmā’ al-ummah, ‘ijmā’’ ahl al-Madinah, al-qiyâs, qaul as-ṣahâbî, al-maṣlahah al-mursalah, al-istiṣhāb, al-bara’ah al-aṣliyah, al-‘awā’id, al-istiqrā’, sad az-żarî’ah, al-istidlāl, al-istihsân, al-akhz bi al-akhaf, al-‘ismah, ‘ijmâ’ ahl al-Kūfah, ‘ijmâ’ al-‘itrah (‘ind asy-syi’ah), dan ‘ijmâ’ al-khulafā’ ar-rāsyidin.  Dari 19 dalil syara’ tersebut menurutnya, sebagian dalil dalam penggunaannya ada yang disepakati, dan ada yang masih diperselisihkan. Dalil yang kuat adalah naṣ dan ‘ijmā’, tetapi, kedua dalil ini terkadang sejalan dengan maslahat, terkadang kontradiksi. Jika pada kenyataannya sejalan dengan maslahat, maka tidak perlu dipertentangkan lagi. Hal ini lantaran telah konsensus adanya tiga dalil sekaligus bagi suatu hukum, yaitu naṣ, ‘ijmâ’, dan maslahat yang diambil dari sabda Nabi Saw.
لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ. Jika, antara keduanya kontradiksi dengan maslahat, maka maslahat yang harus dipegang dan didahulukan atas keduanya, dengan cara takhṣiṣ dan bayān terhadap pengertian naṣ, dan ‘ijmâ’, bukan dengan cara menganulir keduanya, sebagaimana mendahulukan sunnah atas al-Qur’ān dengan cara bayān,
 yaitu dengan mengamalkan pengertian sunnah.  Hal ini berarti maslahat sebagai dalil hukum syara’ yang lebih kuat dan menempati posisi dalil teratas.  
Singkatnya, bahwa naṣ dan ‘ijmâ’ itu terkadang tidak mengandung segi mudarat dan mafsadat, atau memang mengandung mudarat. Jika tidak mengandung mudarat sama sekali, berarti keduanya sama dengan maslahat. Tetapi, jika mengandung mudarat, terkadang mudarat itu bersifat menyeluruh atau sebagian; Jika mudarat yang ada itu bersifat menyeluruh, maka hal tersebut termasuk pengecualîan dari hadis Nabi saw. 
لَاضَرَرَ وَلَاضِرَار, seperti yang terdapat dalam masalah hudūd, uqῡbāt  dan jināyāt. Jika pengertian ad-ḍarar itu dengan sebagian, sekiranya terdapat dalil yang menguatkan, maka hendaknya melakukan perbuatan sesuai dengan dalil yang menguatkan tersebut. Jika terdapat dalil khusus yang men-takhṣiṣ, maka wajib di-takhṣiṣ dengan pengertian hadis Nabi saw. “لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ, dengan pengertian mengadakan kompromi antara kedua dalil tersebut.
Berdasarkan pemikiran at-Ṭūfi di atas, mendahulukan maslahat atas naṣ dan ‘ijmâ’ ternyata didasarkan pada kerangka dasar: (a) Kebebasan akal dalam menemukan maslahat dan mafsadat, dalam arti, bahwa akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan tanpa konfirmasi naṣ, meskipun dibatasi dalam masalah mu’āmalah dan ‘ādah. (b) Bahwa maslahat itu merupakan dalil syar’i yang independen yang kehujjahannya tidak bergantung pada konfirmasi naṣ, tetapi hanya bergantung pada akal semata. (c) Maslahat sebagai dalil syar’i yang wilayah penggunaannya terbatas pada bidang mu’āmalah dan ‘ādah, tidak menjamah bidang ibadah. Karena akal tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan dan mengungkap rahasia maslahat dibalik  ibadah. (d) Maslahat sebagai dalilsyar’i terkuat dari 19 dalil yang ada. Kerangka dasar ini tampaknya at-Ṭūfi rumuskan dalam pandangannya bahwa maslahat itu diambil dan bersumber dari hadis Nabi saw. tersebut di atas. 
Bertolak dari keempat kerangka dasar tersebut, kemudian at-Ṭūfi mengemukakan beberapa argumentasi sebagai konsekuensi mendahulukan maslahat atas naṣ dan ‘ijmâ’: (1) Bahwa orang-orang yang mengingkari kehujjahan ijmā’, mereka juga mengakui berlakunya maslahat. Di sinilah terjadi titik temu antara kami dan mereka, meskipun kehujjahan ‘ijmâ’ masih diperdebatkan.  Kita hanya berpegang pada sesuatu yang disepakati antara kami dan mereka, masalah itulah yang lebih utama dibandingkan dengan berpegang pada ‘ijmâ’ yang masih menjadi debatable. (2) Naṣ-naṣ itu sendiri saling kontradiksi, dan dari sinilah sebab-sebab perselisihan dalam menetapkan hukum syarî’at. Jelas hal ini sebagai perbuatan tercela dalam pandangan syarî’at. Sedangkan memelihara kemaslahatan merupakan sesuatu yang hakiki, dan tidak diperselisihkan. Dengan demikian, terjadi titik temu, yang ada hanya maslahat, dan mengikuti maslahat itu lebih baik dibandingkan dengan menolaknya. (3) Ternyata terbukti adanya kontradiksi antara naṣ-naṣ dalam sunnah dengan maslahat dalam beberapa masalah. Seabagai contoh, ia tunjukkan kontradiksi perbuatan Ibn Mas’ūd dengan naṣ dan ‘ijmâ’ dalam hal tayamum dengan semata-mata berhati-hati dalam masalah ibadah. Menurut naṣ dan ‘ijmâ’ sahabat bahwa tayamum boleh dilakukan karena sakit dan tidak ada air. Ibn Mas’ūd berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayamum. Sebab, jika dibolehkan dikhawatirkan ada orang yang merasa sakit dingin saja bertayamum, tidak mau berwudu. Ketika diingatkan oleh Abû Mūsa akan ayat dan hadis perintah tentang tayamum, Ibn Mas’ūd tidak mau menerimanya. Dalam perkembangannya, pendapat Ibn Mas’ūd ini tersiar luas di masyarakat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Demikian pula, kata at-Ṭūfi, para sahabat yang menyalahi perintah Nabi Saw. untuk tidak salat asar kecualî sudah sampai di Bani Quraiḍah, juga atas dasar maslahat.

3) Makna hadis lā ḍarar wa lā ḍirār. 
Hadis ini at-Ṭūfi komentari dengan panjang lebar, dan ia jadikan sebagai kaidah universal (al-qawā’id al-kûllîyyah) yang anti kemudaratan di berbagai bentuknya, sehingga ia menjadikan kemaslahatan menjadi tujuan utama syarî’at. Oleh karena itu, bagaimana ia memahami makna hadis ini, dan di mana ia dudukkan dari keberadaan naṣ-naṣ al-Qur’ān dan sunnah (hadis) itu sendiri. At-Ṭūfi mengomentari dan memaknai hadis dimaksud bahwa, kata ḍarar, berarti menimbulkan mudarat pada diri orang lain. Sedangkan kata ḍirār, berarti membuat mudarat orang lain. Singkatnya, kedua perbuatan itu bertujuan membahayakan orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Juga terdapat hadis lain yang meriwayatkan dengan kalimat lā iḍrāra, dengan tambahan huruf alif di muka. Kata tersebut berasal dari aḍrara bihi iḍrāran, pengertiannya, jika menimbulkan mudarat pada orang lain (iżā al-haqa bihi ḍararan), maknanya sama dengan kata ḍarar.

Sabda Rasulullah saw. “lā ḍarar wa lā ḍirār” ini terdapat kata yang dibuang. Asalnya berbunyi lā luhūqa, atau la ilhāqa ḍararin biahadin wa lā fi’la ḍirarin ma’a ahadin (tidak boleh menyebabkan mudarat pada diri orang lain, atau tidak boleh membahayakan orang lain). Makna secara lengkapnya, “tidak boleh menyebabkan mudarat menurut kaidah syara’ kecualî terdapat alasan yang spesifik”. Membatasi makna ḍarar dengan pengertian menurut syara’, dikecualîkan mudarat yang ditimbulkan sebagai akibat ketentuan Allah. Kemudian, pengecualîan menyebabkan mudarat karena terdapat alasan spesifik lantaran sanksi hudūd, dan sanks-sanksi lain (‘uqūbāt)  juga dikategorikan mudarat pada orang lain. Namun, karena masalah itu terdapat dalil spesifik, maka masalah tersebut tidak termasuk dalam bahasan ini.

Makna ad-ḍarar yang ditiadakan terhadap sesuatu yang merupakan pengecualîan syara’, dalam hal ini Allah berfirman (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 185):

ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ
Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.

يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ 
Artinya:“Allah hendak memberi keringanan kepadamu ...” (Q.S. an-Nisā’ (4), ayat 28).
... ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ( 

Artinya: “... Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan.” (Q.S. al-Hajj (22), ayat 78).
Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dari Abi Hurairah:

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ. 

Artinya:“Agama (Islam) itu mudah”.

بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya: “Aku diutus dengan membawa agama yang mudah”.

Banyak sekali naṣ-naṣ yang menjelaskan kedudukn agama sebagai sesuatu yang mudah dan dapat menghasilkan manfaat dan maslahat. Jika makna ḍarar atau ḍirār itu tidak dibatasi menurut kaidah syara’, maka pasti akan terjadi kontradiksi dengan năs-năs syara’ yang lainnya, dan hal ini tidak mungkin terjadi.
Adapun makna hadis ini sebagaimana telahat-Ṭūfi sebutkan, yaitu menghilangkan kemudaratan atau kemafsadatan menurut kaidah syara’. Makna nafy di sini menunjukkan ‘ām yang sudah dikecualîkan oleh dalil. Makna tersebut berarti mendahulukan apa yang dimaksud oleh hadis dari maksud-maksud dalilsyara’ lainnya. Kita juga melakukan takhṣiṣ terhadap dalil-dalil lain dengan menggunakan hadis ini dalam hal menghilangkan kemudaratan dan menghasilkan kemaslahatan. Jika, sekiranya terdapat sebagian dalil syara’ yang dalam aplikasinya mengandung mudarat, kemudian kita hilangkan kemudaratan itu dengan makna hadis ini, berarti kita telah mengamalkan kedua dalil tersebut. Sebalîknya, jika kita tidak menghilangkan, berarti telah membekukan aplikasi dan pengamalan salah satu dalil syara’, yakni makna hadis ini. Tidak diragukan lagi bahwa mengamalkan dua naṣtersebut itu lebih baik dari pada membekukan salah satunya.

4) Perbenturan maslahat dengan naṣ.
Kesulitan yang krusial dalam memahami konsep at-Ṭūfi tentang mendahulukan  maslahat  atas naṣ. Kata naṣ di sini menunjukkan makna yang bersifat umum (muṭlaq). Artinya, apakah at-Ṭūfi mendahulukan maslahat itu atas naṣ qaṭ’i as-ṡubūt wa ad-dalālah, atau qaṭ’i as-ṡubūt wa ẓanni ad-dalālah. Dalam konteks ini, at-Ṭūfi menyatakan bahwa, mengenai naṣ, klasifikasinya terkadang mutāwatir, terkadang āhād, dan di antara keduanya itu terkadang jelas hukumnya (ṣarih), terkadang tidak jelas (muhtamil). Kejelasannya ini dapat dibedakan pada empat bagian: (a) Jika naṣ itu mutawatir lagi ṣarih, maka naṣ tersebut disebut qaṭ’i dari segi matan dan sanad. Tetapi, jika dilihat dari segi keumuman dan kemutlakannya, bisa juga dalālahnya menjadi muhtamil. Hal seperti ini terdapat pada naṣ qaṭ’i yang mutlak. (b) Jika tidak ada muhtamil dilihat dari segi keumuman dan kemutlakannya, serta dari segi-segi yang lainnya, maka naṣ tersebut disebut qaṭ’i dilihat dari berbagai segi, dan sama sekali tidak mengandung muhtamil. (c) Jika kita jumpai naṣ seperti ini, maka hal tersebut kontradiksi dengan maslahat. Jika naṣ itu āhād dan muhtamil, berarti hal itu tidak ada kepastiannya. (d) Jika naṣ itu mutāwatir lagi muhtamil, atau āhād tapi ṣarih, maka naṣ tersebut tidak bisa dianggap qaṭ’i, karena masih ada ihtimal dari segi matan dan sanadnya.

5) Perbedaan antara pandangan at-Ṭūfi dan Maṣlahah Mursalah.
Melihat pandangan at-Ṭūfi tentang dinamika maslahat itu bukanlah suatu pandangan yang luar biasa dari kalangan ulama fiqh, dan bahkan itulah yang dinamakan maṣlahah mursalah. Dalam konteks ini, at-Ṭūfi mengatakan, ketahuilah bahwametode pendekatan yang kami sebutkan dan kami ringkaskan diambil dari makna hadis di atas, bukan saja dimaksudkan untuk maṣlahah mursalah saja seperti yang dipegang oleh Imām Mālîk, tetapi lebih jauh dari itu, maknanya ialah memberi ‘illâh atas naṣ-naṣ dan ‘ijmâ’ dalam konteks ibadah dan yang sudah ditetapkan (muqaddarāt). Di samping itu, berasumsi adanya maslahat  dalam konteks mu’āmalah, dan konteks lain yang sejenis.

Pembahasan tentang hukum-hukum syara’, terkadang berkaitan dengan konteks ibadah, hal-hal yang sudah ditetapkan, dan yang semacamnya, terkadang juga berkaitan dengan konteks mu’āmalah, adat, dan yang serupa dengannya. Jika yang dibahas berkaitan dengan konteks ibadah, maka dalil-dalil yang diakui adalah naṣ, ‘ijmâ’, dan dalil-dalil yang lainnya. Dalil-dalil itu terkadang menyatu, terkadang juga berbilang dengan jumlah banyak. Jika dalil itu menyatuseperti dalam suatu masalah terdapat ayat, hadis, qiyâs, atau dalil lainnya, maka masalah itu ditetapkan sesuai dengan makna salah satu dalil tersebut. Jika dalil itu berbilang banyak, seperti dalam suatu masalah itu terdapat ayat, hadis, qiyâs, istiṣhāb, dan dalil-dalil lainnya, sekiranya semua dalil itu secara substansi sama segi positif dan negatifnya, maka hukum masalah dimaksud ditetapkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Jika ternyata dalil-dalil itu saling kontradiksi dalam menghadapi suatu masalah, sekiranya bisa dikompromikan, maka diambil langkah dalil-dalil itu dikompromikan. Karena pada prinsipnya dalil-dalil itu untuk diamalkan, bukan untuk dianggurkan (ditolak). Cara mengkompromikan ini harus dengan cara yang bijaksana, saling mendekatkan, dan jelas, di samping tidak boleh mempermainkan sebagian dalil-dalil syara’. Jika pada kenyataannya tidak bisa dikompromikan, maka ‘ijmâ’ harus lebih didahulukan dari dalil-dalil lain yang jumlahnya 19 macam. Dalilnaṣ harus lebih didahulukan daripada dalil lainnya selain ‘ijmâ’, dan pengertian naṣ di sini terbatas hanya pada al-Qur’ān dan sunnah.

At-Ṭūfi lebih lanjut  mengemukakan bahwa, ia menetapkan, jika dari dalil-dalilitu tidak bisa dikompromikan atau yang terjadi saling kontradiksi baik dari al-Qur’ān dan sunnah, atau dalil-dalil yang lainnya, maka harus dilakukan dengan cara men-tarjih. Yakni mengamalkan dan memilih dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang ada. Demikian pembahasan mengenai hukum-hukum maslahat ibadah.

Adapun mengenai konteks mu’āmalah dan yang semacamnya, dalil yang diikuti adalah maslahat umat manusia, sebagaimana telah kami (at-Ṭūfi)  tetapkan. Maslahat dan dalil-dalil syara’ lainnya, terkadang sejalan (sesuai), dan terkadang kontradiksi. Jika sesuai, memang itulah yang baik, seperti sesuainya antara naṣ, ‘ijmâ’, dan maslahat mengenai ketetapan hukum ḍarūrîyyāt yang lima. Hukum-hukum kûllî yang ḍarūrîyyāt, yaitu dibunuhnya orang yang membunuh dan orang murtad, pencuri dipotong tangannya, penuduh orang yang baik dan peminum khamar dijatuhi hukuman dera, dan contoh-contoh serupa yang lainnya dalam keadaan dalil-dalil syara’ sejalan dengan maslahat. Jika dalam kenyataannya tidak sejalan dan bahkan kontradiksi, sekiranya memungkinkan untuk digabûngkan antara naṣ, ‘ijmâ’ dan maslahat, maka harus dilakukan penggabûngan tersebut. Seperti, jika terdapat sebagian dalil yang mempunyai kemiripan dengan maslahat, maka lakukanlah antara dalil dan maslahat itu suatu penggabûngan, dengan syarat tidak boleh mempermainkan dalil, dan maslahat yang dituju harus benar-benar maslahat yang hakiki. Jika ternyata keduanya tidak bisa digabûngkan, maka yang didahulukan adalah maslahat dibandingkan dengan dalil-dalil syara’ yang lainnya, karena Rasulullah saw. telah bersabda “lāḍarar wa lā ḍirāar”. Makna hadis ini spesifik dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan dan berupaya untuk memelihara kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum syara’, sehingga harus didahulukan. Sedangkan dalil-dalil lainnya, tidak lebih hanya sebagai sarana. Oleh karena itu, tujuan (maqâṣîd) harus lebih didahulukan dari pada sarana (al-wasā’il).

Setelah at-Ṭūfi mendeskripsikan dengan jelas mengaplikasikan maslahat dalam konteks mu’āmalah, kemudian ia mengatakan sengaja kami berasumsi bahwa maslahat hanya ada pada masalah-masalah yang berkaitan dengan mu’āmalah dan yang semacamnya, tidak pada masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah dan yang semacamnya. Sebab, masalah ibadah adalah sepenuhnya hak otoritas Allah, dan tidak mungkin seseorang mengetahui substansi yang terkandung di dalam ibadah, baik kualîtas maupun kuantitas, kecualî hanya Allah yang mengetahui dan menentukan. Kewajiban hamba (manusia) hanyalah menjalankan apa yang telah digariskan oleh Allah.Sama halnya dengan seorang pembantu (khādim) tidak dikatakan sebagai seorang yang patuh jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan majikannya, atau mengerjakan apa saja yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Demikian juga halnya dengan ibadah.Karena itu, ketika para filosof telah menuhankan akal dan menolak syari’at, maka Allah murka kepada mereka. Mereka tersesat, dan sangat boleh jadi menyesatkan orang lain. Berbeda halnya dengan orang-orang mukallaf, hak-hak mereka dalam memutuskan hukum merupakan perpaduan antara siyasah dan syărî’ah yang sengaja oleh Allah ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia. Itulah yang menjadi parameter berpikir mereka.

Berdasarkan paparan konsep maslahat (maqâṣîd asy-syărî’ah) at-Ṭūfi di atas dapat dievaluasi terutama dari segi pola pemikiran-pemikirannya yang dipandang sebagai kelemahannya sebagai berikut:
(a) At-Ṭūfi tampak dalam mendeskripsikan konsep maslahatnya tidak memberikan contoh-contoh konkret dalam operasionalnya, sehingga sulit untuk dipahami alur pemikirannya. Kalaupun terdapat contoh-contoh yang dikemukakan dalam literatur-literatur yang ditulis oleh umumnya pengikut mażhab Hanbalî, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah betul contoh-contoh itu dikemukakan oleh at-Ṭūfi, ataukah at-Ṭūfi hanya mengemukakan argumentasi tanpa pendukung bagi argumen-argumennya, dan contoh-contoh itu barangkali hanya merupakan “rekayasa” dari para ahli uṣûl al-fiqh yang tidak sepaham dengan pandangan-pandangan at-Ṭūfi.
(b) At-Ṭūfi ketika mendeskripsikan konsep maslahat, ia tidak mengemukakan terminologi maslahat dengan jelas, di samping tidak menyebutkan jenis maslahat sebagaimana para ahli uṣûl al-fiqh sebelumnya. Mereka telah mengkategorikan jenis maslahat itu dengan maṣlahah al-mu’tabarah, maṣlahah al-mulgah, dan maṣlahah al-mursalah. Dari ketiga jenis itu, maslahat yang mana yang dimaksudkan oleh at-Ṭūfi. Dari pola pemikiran yang demikian ini di antaranya yang memicu kritik dari kalangan para ahli uṣûl konvensional. At-Ṭūfi dalam konteks ini, ia hanya membagi maslahat itu pada dua kategori: (1) Maslahat yang terkandung dalam konteks ibadah dan sifatnya sudah ditetapkan (al-muqaddarāt) yang memang semata-mata kehendak asy- Syărî’. Hal ini bukanlah persoalan baru, karena manusia tinggal melaksanakan apa yang telah ada dari yang dikehendaki asy- Syărî’ (tauqifiyyah), dan akal tidak berkompeten untuk menggalîmaslahat di balîk perintah ibadahtersebut. Dan maslahat di balîk perintah ibadah itu merupakan maslahat yang besar tidak lain tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa, mendidik, dan mensucikannya.  (2) Maslahat dalam konteks mu’āmalah dan adat. Dalam konteks ini akal mempunyai kompetensi seluas-luasnya untuk mengungkap maslahat, dan sekaligus untuk memeliharanya sesuai dengan yang dikehendaki asy- Syărî’. 
(c) At-Tufi dalam membangun teori maslahatnya didasarkan pada pemahaman hadis Nabi “lā ḍarar wa lā ḍirār”. Hadis ini ia jadikan sebagai kaidah universal yang anti kemudaratan di berbagai bentuknya. Karena itu, ia menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan utama syarî’at dan dasar perumusan suatu hukum. Dari pola pemikirannya ini kemudian ia menegaskan “dalilpaling kuat dari semua dalil yaitu naṣ dan ‘ijmâ’. Apabila sejalan (sesuai) dengan maslahat, maka dua hal ini bisa dijadikan dalil. Jika tidak, maka maslahat harus didahulukan atas naṣ dan ‘ijmâ’ (taqdim al-maṣlahah ‘alā an-naṣ wa al-’ijmâ’)”. Pernyataannya ini secara substansial dalam praktiknya tidaklah seperti itu, tidak mendahulukan secara mutlak. Buktinya, ia mendahulukan maslahat atas naṣ dan ‘ijmâ’ itu dengan cara takhṣiṣ dan bayān terhadap keduanya, bukan dengan cara memisahkan dan membekukan salah satu dari pemberlakuan keduanya. Sebagaimana halnya mendahulukan sunnah atas al-Qur’ān dengan cara bayān, kemudian mengamalkan pengertian sunnah.At-Ṭūfi juga memberikan alternatif-alternatif ketika dalil itu terjadi kontradisksi, selain dengan cara takhṣiṣ dan bayān, yaitu dengan cara menggabûngkan dan mengkompromikan (ṭariqah al-jam’ wa at-taufiq), jika tidak memungkinkan, dengan cara memilih yang terkuat (tarjih). Proses istinbāṭ hukum at-Ṭūfi yang demikian ini pada dasarnya masih sama dengan umumnya para ahli uṣūl al-fiqh, artinya bukanlah sesuatu yang baru.
Selain itu, dari pernyataan at-Ṭūfi yang menjadi persoalan mendasar dan dijadikan kelemahan di kalangan para ahli uṣūl, apakah yang dimaksudkan dengan naṣdi sini, naṣ yang qaṭ’i atau ẓanni. Jika yang dimaksudkan dengan naṣ qaṭ’i, maka tak ayal lagi menjadi kontra produktif antara pemikiran at-Ṭūfi dengan para ahli uṣūl,karena menurut mereka naṣ qaṭ’i tidak bisa menjadi lapangan ijtihâd (lā masāga fi al-ijtihâd). Sebalîknya, jika yang dimaksudkan itu naṣ ẓanni, maka sikap kontra produktif tidak separah yang dibayangkan oleh para ahli uṣûl selama ini. Sebab, kalau demikian adanya pada dasarnya pola pemikiran at-Ṭūfi masih sejalan dengan sebagian ahli uṣûl lainnya. Artinya, sekalipun at-Ṭūfi dalam proses ijtihadnya berbeda dengan umumnya para ahli uṣūl, tetapi yang menjadi lapangan ijtihâd masih sama dengan mereka, yaitu naṣ-naṣ ẓanni (nuṣūṣ al-muqaddasah az-ẓanniyyah), maka sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan para ahli uṣûl konvensional. Penilain ini dapat penulis tunjukkan indikatornya bahwa at-Ṭūfi lebih cendrung pada naṣ ẓanni adalah mengkritisi dari pernyataannya “mendahulukan maslahat atas naṣ dan ‘ijmâ’ dengan cara takhṣiṣ dan bayān”. Hal ini dimaksudkan  pada naṣ-naṣ yang bersifat ‘āmm dan mujmal”. Berarti ini menunjukkan naṣ-naṣ yang ẓanni, bukan qaṭ’i.
Penilaian tersebut di erakontemporer ini dikuatkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwî dan Husen Hāmid Hasan bahwa yang dimaksudkan dengan naṣ dari alur pemikiran at-Ṭūfi dalam tulisannya adalah naṣ ẓanni, baik dari segi sanad, ṡubūt, matan, maupun dari segi dalālah-nya.


(d) Mendahulukan maslahat atas ijmâ’. Dalam pernyataannya at-Ṭūfi mengatakan ketahuilah olehmu, bahwa dalam bahasan kami bukan dimaksudkan untuk mencela ijmâ’ atau membatalkannya, kami tetap mengakui adanya ijmâ’ dalam hal ibadah dan hal-hal yang sudah ditetapkan. Kami hanya ingin memberikan penjelasan bahwa memelihara kepentingan maslahat yang diambil dari hadis Nabi lā ḍarar wa lā ḍirār kekuatannya lebih kuat ketimbang ijmâ’. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa orang-orang  yang mengingkari ijmâ’ sebagai dalil hukum dapat menerima maslahat secara mutlak dalam syarî’at Islam. Untuk itu, menurutnya, ijmâ’ sebagai dalil yang masih diperdebatkan keotentikannya di kalangan para ahli uṣῡl, sedangkan maslahat dapat diterima sebagai dalil terkuat dari 19 dalil yang ada, dan telah disepakati oleh para ahli uṣūl al-fiqh. Karenanya dalam implementasinya harus didahulukan atas ijmâ’. Pernytaan ini menurut penulis termasuk salah satu kelemahan at-Ṭūfi, karena tidak semua orang yang mengingkari ijmâ’ sebagai dalil hukum secara otomatis menerima dan mengakui maslahat sebagai dalil terkuat.
(e) Konsep maslahat at-Ṭūfi, di samping dikonstruksi berdasarkan pada pemahaman terhadap hadis Nabi, juga  didasarkan pada independensi akal. Menurutnya, visi akal lebih obyektif dalam memposisikan kriteria maslahat ketimbang naṣ dan ijmâ’. Ini berarti dapat dipahami bahwa posisi akal sejajar dengan wahyu, bahkan di atas naṣ dalam batas-batas tertentu. Oleh karena demikian, fungsi dan peranan akal dapat digunakan dalam hal-hal yang sama sekali tidak ada naṣ-nya (fimā lā naṣṣa fih), atau ada naṣ-nya tetapi dalālah-nya tidak pasti. Sementara di kalangan para ahli uṣūl (seperti Imām Mālîk dan al-Gazāli) bahwa maslahat mesti berdasarkan konfirmasi naṣ. Pola pemikiran at-Ṭūfi yang demikian ini dinilai oleh mereka sebagai orang yang “menuhankan” akal. Konsekuensi daripadanya at-Ṭūfi pada akhirnya dituduh sebagai seorang Syi’ah, Mu’tazilah, Rafiḍah, dan Hanābilah. Beragam penilaian dari segi teologisnya ini diakibatkan oleh tesis teori maslahatnya yang tanpa konfirmasi naṣ, hanya semata-mata berdasarkan independensi akal.
(f) Secara gamblang at-Ṭūfi tidak menyebutkan tentang konsep maqâṣîd asy-syărî’ah, tetapi, jika dipahami dari pernyataannya ketika membahas dan menyebutkan tentang ad-ḍarūrîyyāt al-khamsah sebagai dasar dan contoh kesesuaian antara naṣ, ijmâ’, dan maslahat, dan ia sebutkan dalam masalah sanksi tindak pidana kejahatan, maka ternyata at-Ṭūfi juga berbicara mengenai maqâṣîd asy-syărî’ah. At-Ṭūfi mengatakan bahwa maslahat dan dalil-dalil syara’ lainnya, terkadang sejalan dan terkadang kontradiksi. Jika sejalan, memang hal itu baik seperti sejalannya antara naṣ, ijmâ’ dan maslahat mengenai hukum ḍarūrî, yang lima. Hukum-hukum kûllî yang ḍarūrî, itu seperti dibunuhnya orang yang membunuh dan orang murtad, pencuri di potong tangannya, peminum khamar dan orang yang menuduh orang yang baik harus dijatuhi sanksi had, dan contoh-contoh lain yang serupa dalam keadaan dalil-dalil syara’ sejalan dengan maslahat.

Dari ungkapan at-Ṭūfi tersebut dapat ditegaskan bahwa ternyata ia berbicara tentang maqâṣîd asy-syărî’ah. Menetapkan maslahat sudah barang pasti tidak lepas dari menetapkan maqâṣîd dan pembagiannya. Penetapan maslahat pada hakikatnya yang paling penting adalah menetapkan maqâṣîd. Karena itu, ia tegaskan bahwa makna hadis lā ḍarar  wa lā ḍirār itu khusus dimaksudkan untuk menghilangkan kemudaratan dan demi untuk memelihara kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum syara’, sehingga wajib didahulukan. Sedangkan dalil-dalil lainnya, tidak ubahnya sebagai sarana (al-wasā’il). Jadi, tujuan harus didahulukan ketimbang sarana (al-maqâṣîd wājibatun at-taqdim ‘alā al-wasā’il).

e. Abû Ishāq asy-Syāṭibî (w. 790 H)

Abû Ishāq asy-Syāṭibî (selanjutnya disebut asy-Syāṭibî),
 adalah seorang bapak maqâṣîd bagi para ulama uṣūl al-fiqh kontemporer
 yang merekonstruksi konsep maqâṣîd asy-syarî’ah secara sistematis dan metodologis, yang sebelumnya  telah dirumuskan oleh al-Juwaini,  al-Gazâlî, Ibn ‘Abd as-Salăm dan Ibn Taimiyah.
 Ia sebagai pembuka era baru dan peletak metode usuli dalam bentuk yang sempurna, yang ditulis dalam karyanya al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy- Syărî’ah, yang editornya Abd Allah Darraz. Sedangkan dalam bentuk perubahan, al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām, yang diedit oleh Muhammad Hasnain Makhlūf. Kalau Imām asy-Syăfî’i telah meletakkan ilmu uṣûl al-fiqh dalam karyanya ar-Risālah, yang merupakan aturan umum (qanūn kûllîyyah) untuk mengetahui tingkatan dalil-dalil syara’, maka asy-Syāṭibî telah mewujudkan dan memelihara apa yang dinamakan rūh asy-syărî’ah dengan memberikan perhatian begitu penting pada maqâṣîd asy-syărî’ah.

Asy-Syāṭibî sebagai syekh al-maqâṣîd yang telah merekonstruksi konsep maqâṣîd asy-syărî’ah, ternyata dalam memulai pembahasannya, ia tidak memberikan definsi maqâṣîd asy-syarî’ah secara eksplisit. Demikian juga tidak ditemukan definsi dimaksud di dalam literatur ilmu-ilmu fikih klasik.
 Definisi maqâṣîd asy-syarî’ah justru banyak ditemukan dalam karya ulama uṣūl al-fiqh modern, seperti Ibn Ȃsyūr, ‘Allāl al-Fāsi, ar-Raisūni, dan Wahbah az-Zuhaili.
Konsep maqâṣîd asy-syarî’ah asy-Syāṭibî, dalam pembahasannya ia kategorikan  menjadi dua bagian: 1) Dilihat dari sudut pandang tujuan asy-Syārî’ (qaṣd asy-Syărî’). 2) Dilihat dari sudut pandang tujuan mukallaf (qaṣd al-mukallaf). Maqâṣîd asy-syarî’ah dalam arti qaṣd asy-Syārî’, mengandung empat aspek, yaitu: (a) Tujuan awal ditetapkansyarî’at adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. (b) Syarî’at sebagai sesuatu yang harus dipahami. (c) Syarî’at  sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. (d) Tujuan syarî’at adalah membawa manusia di bawah nauangan hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqâṣîd asy-syarî’ah yang dapat diwujudkan melalui pembebanan hukum yang dapat memelihara tujuan makhluk (manusia), yakni kepentingan ḍarūrîyyāt, hājiyyāt, dan tahsiniyyāt. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, karena al-Qur’ān dan termasuk sunnah Rasulullah diturunkan dengan bahasa Arab. Memahami maqâṣîd asy-syarî’ah yang terkandung di dalam al-Qur’ān, baik dilihat dari segi maknanya, uslūb-uslūb-nya, dan ke-i’jāz-annya, secara otomatis harus mengerti bahasa, sehingga syarî’at dapat dipahami dan dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan syari’at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Hal ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Sebab, jika taklif yang dibebankan kepada manusia tidak dapat dilaksanakan (taklif ma lā yuṭaq), maka justru kesulitan (masyaqah) yang akan diderita dan dihadapi oleh manusia. Aspek keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai subyek hukum melaksanakan hukum-hukum Allah, sehingga mereka berada dalam koridor aturan-aturan-Nya (an-niẓām), tidak dalam kungkungan hawa nafsu.
Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya hanyalah sebagai penguat (sekunder) aspek pertama yang menjadi aspek substantif (primer). Aspek substantif ini dapat diwujudkan melalui pembebanan hukum (taklif) terhadap subyek hukum (mukallafin) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan dengan baik kecualî mukallafin memiliki kemampuan memahami hukum-hukum Allah, baik dari segi dimensi lafaẓ, makna, uslūb, maupun i’jāz sebagai aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif  ini dapat membawa manusia berada dalam koridor hukum-hukum Allah, terlepas dari kungkungan hawa nafsu, sebagai aspek keempat.
Dalam keterkaitan demikian itulah tujuan ditetapkan syari’at oleh Allah tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek substantif dapat diwujudkan.
Sedangkan maqâṣîd asy-syarî’ah dalam arti qaṣd al-mukallaf, asy-Syāṭibî memberikan perhatian pada perbuatan-perbuatan mukallafin sebagai konsekuensi dari pembebanan taklif, yang secara teknis ditekankan pada niat dan perbuatan itu sendiri. Ia menetapkan bahwa dalam setiap pengamalan agama itu didasarkan pada niat bagi yang melakukannya, dan segala maksud dalam mengerjakan hukum itu sangat diperhatikan syara’, baik dalam masalah ibadah ataupun adat (mua’āmalah). Dan banyak dalil hukum yang menunjukkan pada yang demikian ini.
 Lebih lanjut, ia membedakan maqâṣîd dalam melaksanakan perbuatan antara ibadah dan adat.
 Maqâṣîd dalam konteks ibadah penekanannya pada, mana yang wajib, dan mana yang tidak wajib. Sedangkan dalam konteks adat penekanannya pada, mana antara yang wajib dengan yang sunah, mubāh, makruh, dan yang haram, dan dengan yang sah, dan yang rusak (fāsid). Terkadang suatu pekerjaan akan bernilai ibadah jika yang dikerjakan itu dimaksudkanuntuk ibadah, demikian juga jika sesuatu yang dikerjakan itu dimaksudkan untuk selain ibadah, maka akan bernilai sesuai dengan yang dimaksudkan.Jadi niatlah yang menjadi kata kunci bagi setiap aktifitas yang dikerjakan mukallafin.
 Oleh karena itu, perbuatan mukallafin dapat dibedakan pada dua macam, yaitu ibadah dan adat (mu’āmalah).
1) Masalah ibadah
Asy-Syāṭibî menegaskan bahwa pertimbangan mendasar dalam ibadah sejauh menyangkut subyek hukum (mukallaf) adalah ta’abbud tanpa mempertimbangkan makna-makna tersirat. Sedangkan dalam adat, pertimbangan dasarnya adalah makna-makna tersirat. Penegasan ini, ia tunjukkan beberapa argumen: (a) Dari penelitian syarî’at secara induktif diketahui bahwa ketetapan-ketetapan seperti bersuci dari hadas (ṭahārah al-hadas) ketika mau mengerjakan salat, dan tayamum ketika tidak ada air, demikian juga semua ibadah seperti puasa, haji, dan yang lainnyaadalah sulit dijelaskan, kecualî dalam term-term ta’abbud. Berbeda dengan adat, bahwa ketetapan-ketetapan seperti itu didasarkan pada kemaslahatan manusia. (b) Dalam ibadah, perluasan lingkup ta’abbud tidaklah dikehendaki, karena taklif dibatasi pada perintah-perintah tertentu yang tercakup dalam ibadah itu sendiri. Berbeda dalam adat, perluasan aturan itu merupakan tujuan. Karenanya asy-Syārî’ dengan kehendaknya menjelaskan aturan-aturan hukum (tasyri’) yang berkaitan dengan adat berkenaan dengan alasan-alasan hukum (‘illah) dan hikmah-hikmah-nya secara umum.
 Tegasnya, dalam ibadah, hanya dilakukan oleh mukallafin dicirikan dengan kembali pada apa yang telah ditetapkan asy-Syărî’ (ar-rujū’ ilā mujarrad mā haddahu asy-Syărî’), mengikat sesuatu dengan perintah Allah (al-inqiyād li awāmir Allah), sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah semata (mā hawā haqqan lillāh khaṣṣatan), dan kembali kepada sesuatu yang tidak bisa dipahami alasan-alasannya (rāji’ ilā ‘adami ma’qūliyyah).
Asy-Syāṭibî juga menegaskan bahwa semua masalah ta’abbud ditunjukkan oleh pertimbangan-pertimbangan: (1) Bahwa seorang mukallaf terikat dengan perintah untuk mematuhi tuntutan hukum (iqtiḍā’) atau pilihan (takhyir) yang dikenakan oleh perintah tersebut. (2)  Jika dipahami bahwa iqtiḍā’ atau  takhyir itu sebagai suatu hikmah, maka bukan berarti itu satu-satunya hikmah dalam perintah tersebut, atau bahwa ia satu-satunya maslahat yang harus diwujudkan. Keadaan yang tidak pasti (waqifin) ini dihilangkan dengan cara berpaling pada ta’abbud. (3) Bahwa kewajiban-kewajiban hukum bisa juga diketahui dengan melalui dua cara, yaitucara yang dikenal seperti ijmâ’, naṣ, isyārah, as-ṣabr, munāsabah, dan lain-lain. Atau, jika cara-cara ini tidak bisa diterapkan, maka kewajiban jenis yang kedua yaitu hanya diketahui melalui wahyu. Dalam konteks kewajiban (taklif) ini mukallaf dituntut untuk ta’abbud saja sesuai dengan aturan yang asy-Syărî’ telah tetapkan.

Taklif dalam kaitan dengan perbuatan mukallaf juga bisa dipandang sebagai hak Allah, atau hak manusia. Asy-Syāṭibî membedakannya pada tiga macam: (a) Hak-hak yang semata-mata milik Allah, seperti ibadah. (b) Hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia, tetapi pertimbangan hak-hak Allah lebih dominan. (c) Hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia, tetapi pertimbangan hak manusia lebih dominan. Ketiga macam ini maslahat (ma’na) tercakup secara langsung, dan karenanya macam-macam ini tidak bersifat ta-abbudi secara mendasar.

Dalam melaksanakan taklif  kaitan dengan hak-hak tersebut di atas, asy-Syāṭibî mengatakan bahwa mukallaf dilarang menggugurkan taklif itu dengan cara hilah atau tahayyul.
 Ia menggugurkan itu apakah dengan cara mengalîhkan nilai suatu perbuatan hukum kepada perbuatan lain yang didasarkan pada adanya keserupaan secara lahiriahnya, atau dengan cara mereduksi nilai-nilai perbuatan tersebut menjadi sarana untuk mencapai perbuatan-perbuatan tertentu yang lain, sementara perbuatan-perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai tujuan. Misalnya, ketika seseorang masih berada di suatu desa, telah masuk waktu salat, maka wajib ia mengerjakan salat empat rekat, kemudian ia mencari sebab (hilah) untuk menggugurkan semuanya dengan jalan meminum khamar, atau obat yang memabûkkan sehingga habislah waktu salat, atau ia bermaksud meng-qaṣar salat lalu ia melakukan safar. Demikian juga seorang yang berada di bulan ramaḍān kemudian melakukan safar supaya bisa makan siang, atau mempunyai harta yang dengan harta itu ia bisa menunaikan ibadah haji kemudian dihibahkan kepada orang lain atau kepada anaknya supaya ia terlepas dari wajib haji, atau ia mau mensetubuhi seorang budak lalu menculiknya kemudian ia mensetubuhinya, dan dinyatakan budak itu telah mati lalu dibayar harganya, sebagaimana ia melepaskan diri dari wajib membayar zakat dengan menghibahkan hartanya. Menurut asy-Syāṭibî semua contoh hilah tersebut, yakni menghalalkan yang haram, atau sebalîknya dengan tujuan menggugurkan kewajiban adalah diharamkan.

Untuk menguatkan pandangannya tersebut, asy-Syāṭibî banyak berargumen dengan ayat-ayat al-Qur’ān dan hadis. Kemudian, ia menyatakan bahwa aturan-aturan hukum dibuat Allah untuk kemaslahatan manusia,  karena itu, segala aktifitas manusia kaitan dengan kemaslahatan, dikarenakan kemaslahatan adalah tujuan pembuat hukum (maqṣūd asy-Syărî’). Jika suatu perbuatan didasarkan pada lahiriah dan batiniah yang memang disyari’atkan dengan halal, maka jelas ia adalah perbuatan yang baik. Tapi ada, perbuatan secara lahiriah halal namun niatnya ditolak oleh prinsip hukum, maka ia tidak halal, seperti mengerjakan salat ingin dipuji orang lain (riā’ an-nās).

Berdasarkan penjelasan hilah di atas, asy-Syāṭibî lebih lanjut membagi hilah pada tiga macam: Pertama, hilah yang semua ulama membatalkannya, seperti orang-orang munafik, dan orang-orang yang beramal riyā’. Kedua, semua ulama membolehkannya, seperti mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, hilah yang demikian ini tujuannya untuk memelihara darah, sedangkan keyakinannya tetap dibolehkan. Hal ini dibolehkan dengan pertimbangan termasuk maslahat dunyawiyyah yang tidak mendatangkan kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan yang pertama, akan dapat merusak maslahat ukhrawiyyah. Kemaslahatan dan kemafsadatan ukhrawiyyah harus didahulukan atas kemaslahatan dan kemafsadatan dunyawiyyah. Ketiga, bagian ini menimbulkan bermacam-macam pendapat, karena tidak ada dalil yang pasti yang menghubungkan pada macam yang pertama, atau pada yang kedua. Tidak jelas, apakah hiyal seperti itu sejalan dengan kehendak asy-Syārî’, ataukah justru kontradiksi dengannya. Karena itu, hiyal seperti ini bersifat kontroversial. Asy-Syāṭibî dalam konteks ini menjelaskan dengan melalui contoh nikāh muhallil (perceraian antara perempuan yang telah ditalak bā’in dengan suami kedua, dengan tujuan menjadikan halal perkawinan dengan suami pertama), dan buyū’ al-ajal (penjualan secara kredit).
 Jadi, orang-orang yang memandang bahwa hiyal seperti ini dilarang, berarti mereka meyakini bahwa hiyal itu bertentangan dengan kemaslahatan, dan syari’at..
2) Masalah adat (mu’āmalah). 
Asy-Syāṭibî dalam konteks ini ia mengartikan dari dua sudut pandang: (a) Dalam arti kebiasaan dan perilaku manusia yang berlaku umum (al-’awā’id al-‘āmmah) yang tidak berbeda dengan berbedanya situasi dan kondisi, seperti makan, minum, senang, sedih, tidur, tidak tidur, mendapatkan kebaikan, dan menjauhi segala penderitaan, dan lain-lain. (b) Adat dalam arti budaya yang berbeda disebabkan berbedanya situasi dan kondisi, seperti keadaan berpakaian, ragam bentuk tempat domisili, keramahtamahan, lambat, cepat dalam berbagai urusan, egoistis, dan terburu-buru.
 Termasuk dalam konteks ini adalah tradisi masa jahiliyah (pra-Islam) yang terus kontinyu berjalan, seperti diyāt, qasāmah, berkumpul pada hari jum’at (al-‘arūbah) untuk salingmenăsehati dan mengingatkan, qirāḍ, kiswah al-ka’bah, dan lain-lain.

Penggunaan term adat dari dua sudut pandang di atas sebagai imbangan dari term ibadah. Dalam implementasinya, menurut asy-Syāṭibî bahwa taklif terhadap mukallafin berkaitan dengan adat itu didasarkan pada keberlanjutan (al-istiqrār) dan kontinyuitas (istimrār) adat itu sendiri. Karena keberlangsungan eksistensi adat dalam dunia nyata (wujūd) ini merupakan suatu keharusan yang diketahui (ma’lūm), bukan dugaan semata (maẓnūn).
 Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sekiranya adat-istiadat yang berada di alam nyata ini beragam, maka keberagaman itu menuntut perbedaan proses penentuan hukum, serta menuntut perbedaan klasifikasi hukum dan perbedaan khiṭāb.
 Hal ini berarti perbedaan adat-istiadat dapat berimplikasi pada implementasi hukum dan yang demikian ini dalam konteks pemikiran hukum, dapat ditoleransi.
Asy-Syāṭibî membagi adat-istiadat kontinyuitas itu pada dua macam: (1) Al-‘awā’id asy-syărîyyah, yaitu adat-istiadat yang ditetapkan atau tidak ditetapkan oleh dalil syara’. Artinya, syara’ telah memerintahkan sebagai ijāb, nadb, karāhah, atau tahrim, atau syara’ mengizinkan untuk dilakukan atau ditinggalkan. Pembahasan adat semacam ini tidak begitu penting untuk diperluas dalam konteks keterkaitan antara naṣ dengan adat, sebab asy-Syāṭibî sendiri menyebutnya sebagai sama dengan semua persoalan syara’. Atas dasar pertimbangan ini, tidak dibenarkan, misalnya ada orang yang mengatakan bahwa perintah menghilangkan najis dan bersuci untuk bersemedi, membuka aurat bagi orang dewasa bukanlah suatu hal yang tercela, dan perbuatan buruk, sehingga dibolehkan. Jika dibolehkan, berarti menghapuskan (nasakh) hukum-hukum yang tetap dan kontinyu. Padahal nasakh setelah wafat Nabi saw. adalah batal. (2)  Al-‘awā’id al-jāriyah, yaitu adat-istiadat yang berlaku antara sesama manusia tanpa ada dalil syara’ yang menetapkan atau meniadakannya. Adat-istiadat yang semacam ini yang dikembangkan dalam  pembahasan mengenai kaitan năs dengan adat, atau perubahan sosial. Al-‘awā’id al-jāriyah ini, dalam kenyataannya terkadang ada menunjukkan bersifat tetap, seperti nafsu makan, minum, berpikir, berbicara, berjalan, dan lain-lain.  Adat yang demikian ini tidak mengiringi situasi dan kondisi, dan terkadang ada adat yang mengiringi situasi dan kondisi, serta mengalami perubahan.

Adat-istiadat yang mengalami perubahan (al-mutabadilah) oleh asy-Syāṭibî dijelaskan:  (a) Perubahan nilai adat suatu masyarakat dari baik kepada buruk, atau sebalîknya, seperti membuka kepala bagi perempuan mempunyai sifat murū’ah, yang buruk di negara bagian Timur, dan tidak buruk di negara Barat.  (b) Perubahan dan perbedaan dalam pengungkapan tujuan yang disebabkan perbedaan kemajuan tingkat peradaban, seperti bangsa Arab, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Misalnya, perbedaan penggunaan bahasa teknis dibidang pekerjaan dan profesi, sumpah, transaksi, dan talak dengan secara  kināyah  dan  taṣrih.   (c) Perbedaan tindakan dalam perbuatan dalam pergaulan  (mu’āmalāh), seperti adat menerima mas kawin dalam perkawinan sebelum bercampur, dan adat jual beli secara kontan atau berhutang (kredit). (d) Perbedaan yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal dari mukallaf, seperti perbedaan kriteria usia dewasa dengan mempertimbangkan kebiasaan manusia berdasarkan mimpi basah, menstruasi, atau pertimbangan usia. (e) Perbedaan karena terdapat hal-hal yang terjadi yang kontradiksi dengan tradisi umum, sehingga bagi mereka yang mengalaminya merasa berbeda dengan tradisi orang lain, seperti seorang yang terluka tertentu tidak dapat kencing sebagaimana biasanya, cara kencing yang dilakukannya itu menjadi adat yang lazim baginya.

Dari paparan perubahan adat-istiadat tersebut di atas, jelas terlihat bahwa asy-Syāṭibî mengakui adanya perubahan hukum disebabkan perubahan adat suatu lingkungan masyarakat. Bahkan asy-Syāṭibî telah menyatakan bahwa adat merupakan sebab (penyebab) bagi adanya musabbab (hukum). Dan yang demikian ini telah diatur oleh pembuat syara’. Pandangan dan pemikirannya ini, asy-Syāṭibîtegaskan dalam sebuah norma hukum “ikhtilāf al-Ahkām ‘ind ikhtilāf al-‘awā’id”.
 Artinya perbedaan hukum itu terjadi ketika adat-adat itu berubah dan berbeda, berarti hukum pun dapat berubah dan berbeda.
Pandangan dan pemikiran asy-Syāṭibî tersebut, bila merujuk pada pernyataan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H) bahwa “perubahan fatwa dan ragamnya disebabkan perubahan masa, tempat, keadaan, niat, dan adat-istiadat”,
 bukanlah pemikiran baru, tetapi sebelumnya sudah ada dan berkembang di kalangan ulama uṣūl al-fiqh. Yang jelas, asy-Syāṭibî telah mendeskripsikan konteks ibadah, dan adat dalam kaitan dengan hukum di satu sisi, dan dengan maqâṣîd (maṣlahah) di sisi lain. 
Adapun pembagian maqâṣîd asy-syărî’ah, yakni aspek pertama sebagai aspek substanstif berkaitan dengan tujuan pemberlakuan syărî’at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana telah dikemukakan pada bab kedua, sub bab d, halaman 113 asy-Syāṭibî membagi pada tiga peringkat maqâṣîd, yaitu: Maqâṣîdad-ḍarūrîyyah, al-hājiyah, dan at-tahsiniyah.
1. Maqâṣîd ad-Ḍarūrîyyah
Dimaksudkan dengan makna maqâṣîd ad-ḍarūrîyyah yaitu tujuan-tujuan primer atau unsur-unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran urusan agama dan kehidupan, apabila unsur-unsur pokok itu tidak terpenuhi, akan berakibat terancamnya jalan kehidupan yang normal. Bahkan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan secara total. Dan di akhirat akan kehilangan kebahagiaan, keselamatan, dan kembali dalam keadaan rugi yang nyata.
 Peringkat pertama yang harus dijaga dan menjadi skala prioritas ini adalah lima aspek nilai universal (aḍ-ḍarūriyyah al-khamsah), yaitu memelihara agama (hifẓ ad-din), jiwa (hifẓ an-nafs), keturunan (hifẓ an-nasl), harta (hifẓ al-māl) dan akal (hifẓ al-‘aql). Untuk melindungi lima aspek nilai universal tersebut dilakukan dengan memperkuat fondasinya dan menetapkan kaidah-kaidahnya sehingga berjalan dengan stabil dan terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi. Guna mendapatkan gambaran yang utuh tentang lima aspek nilai universal dimaksud, berikut ini akan dijelaskan satu persatu sesuai dengan peringkat dan kemaslahatan masing-masing melalui contoh-contoh di bawah ini.
Untuk memelihara dan menyelamatkan agama, Islam mewajibkan pokok-pokok ibadah, seperti terlihat dalam rukun Islam yang lima, yaitu iman kepada Allah dengan mengucapkan dua kalimat syahādat, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramaḍān, haji ke baitullah bagi mereka yang telah mampu, dan lain-lain, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk memelihara dan menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan papan dengan tidak berlebihan, sekaligus melarang hal-hal yang mengancamnya, dan melaksanakan sanksi bagi orang yang melakukannya, seperti melaksanakan hukuman qiṣāṣ bagi orang yang membunuh dengan sengaja, diyāt, dan kafārat bagi orang yang membunuh karena kesalahan. Untuk memelihara dan menyelamatkan keturunan, Islam mengatur perkawinan, dan melarang perzinahan. Untuk memelihara dan menyelamatkan harta, Islam mensyari’atkan hukum-hukum mu’āmalah,sekaligus melarang hal-hal yang akan merusaknya, seperti melarang pencurian, dan melaksanakan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukannya. Untuk memelihara dan menyelamatkan akal, Islam mewajibkan pendidikan bagi setiap orang, dan melarang hal-hal yang dapat merusak akal, seperti mengkonsumsi minuman beralkohol (syărîb al-khamr).
 Semua ketentuan tersebut satu sama lain saling terkait dan terintegrasi; Misalnya upaya memelihara, melindungi dan menyelamatkan agama, hal ini berarti pula berupaya untuk memelihara, melindungi dan menyelamatkan jiwa, keturunan, harta, dan akal.
2. Maqâṣîd al-Hâjîyyah
Dimaksudkan dengan maqâṣîd al-hājiyah, yaitu tujuan-tujuan sekunder yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya secara wajar untuk memberikan kelapangan baginya, dan apabila tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi maka tidak akan berakibat menyulitkan dan menyusahkannya, dan juga tidak sampai pada tingkat kerusakan yang fatal yang dapat menyentuh kemaslahatan umum (al-maṣālîh al-‘āmmah).
 Jadi, jika hal-hal yang sekunder ini tidak dipenuhi disebabkan banyak faktor yang sulit untuk diusahakan dan dipenuhinya, maka kehidupan manusia tidak akan fatal, hanya saja terjadi kekurangsempurnaan, dan bahkan kesulitan-kesulitan.
Maqâṣîd al-hājiyyah dalam kaitan dengan al-kûllîyyah al-khams dapat ditegaskan dalam contoh-contoh di bawah ini. 
Misalnya, untuk melaksanakan ibadah salat sebagai tujuan primer dibutuhkan berbagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Tanpa masjid, tujuan untuk melindungi agamamelalui salat tidaklah rusak total, tetapi mengalami berbagai kesulitan. Memang orang boleh saja salat di medan perang, di atas batu karang atau di tepi pantai tanpa sajadah sekalipun, tetapi kehadiran masjid sangatlah membantu. Untuk menyelamatkan jiwa sebagai tujuan sekundermelalui makan dibutuhkan peralatan makan, misalnya kompor. Memang tanpa kompor manusia tidak akan mati karena ia masih dapat menyantap makanan yang tidak di masak, tetapi kehadiran kompor melengkapi jenis menu yang dapat dihidangkan. Terjadi berbagai kemudahan dengan kehadiran kompor. Untuk menyelamatkan akal sebagai tujuan primer, Islam mencanangkan wajib belajar seumur hidup kepada umat Islam. Di sini dibutuhkan berbagai macam fasilitas pendidikan antara lain gedung sekolah. Memang tanpa gedung sekolah perlindungan terhadap akal melalui proses belajar tidak akan musnah, tetapi mengalami banyak hambatan. Orang tentu saja dapat menambah pengetahuan misalnya dengan membaca buku di sawah atau mendengarkan radio di pasar, tetapi kehadiran gedung sekolah sangat dibutuhkan bagi proses pencapaian tujuan melindungi akal yang dikemas secara canggih. Untuk melindungi harta sebagai tujuan primer maka dibutuhkan peralatan, misalnya senjata api. Memang orang dapat saja melindungi hartanya dengan golok, pisau atau sumpit, tetapi senjata api lebih membantu. Untuk melindungi keturunan sebagai tujuan primer melalui pernikahan maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan, memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat perlengkapannya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan.

Berbeda dengan contoh-contoh di atas, tampaknya tidak kalah pentingnya contoh-contoh klasik tentang maqâṣîd al-hâjîyyah yang dikemukakan oleh asy-Syāṭibi yang meliputi aspek ibadah, tradisi, mu’āmalah, dan jināyah. Dalam aspek ibadah, misalnya diberikan dispensasi (rukhsah) bagi yang mengalami kesulitan karena sakit, dan dalam perjalanan bepergian. Dalam aspek tradisi, seperti dibolehkan menikmati aneka macam keindahan, asalkan halal, baik berupa makanan dan minuman (pangan), sandang, papan, kendaraan, dan yang sejenisnya. Dalam aspek mu’āmalah, seperti dibolehkan transaksi pinjam-meminjam (al-qirāḍ), kerjasama bidang pertanian (al-musāqah), dan jualbeli pesanan dengan bayar di muka (as-salăm). Dalam aspek jināyah, seperti pelaku kejahatan yang dihukumkan sebagai seorang yang hilang akal (al-lauṡ wa at-tadmiyyah), mengangkat sumpah (al-qasāmah), membebankan ganti rugi (diyāt) kepada keluarga terdakwa (terhukum), dan sebagainya.

3. Maqâṣîd at-Tahsînîyyah
Dimaksudkan dengan maqâṣîd at-tahsiniyyah, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap wajar dan baik, serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai akal sehat. Peringkat ini terhimpun atau termasuk dalam bab akhlak yang mulia (makārim al-akhlāq).
 Definisi ini menunjukkan bahwa maqâṣîd at-tahsiniyyah kehadirannya itu tidak menjadi suatu kemestian (ḍarūrî,), dan kebutuhan yang mesti ada (al-hājah), kalaupun tidak dipenuhi tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan. Karena dimaksudkan dengan maqâṣîd at-tahsiniyyah stresingnya kepada estetika (at-tahsin), keindahan (at-tazyin), dan etika (makārim al-akhlāq). Dan asy-Syārî sendiri memelihara bagi tujuan-tujuan estetika ini. Hal ini seperti terlihat dalam firman-Nya (Q.S. al-Māidah (5), ayat 6): 

وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦
Artinya:“Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.
Demikian juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abi Hurairah, beliau bersabda:


.اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ اْلاَخْلَاق
Artinya:“Hanyasannya aku diutus (ke dunia ini) untuk menyempurnakan akhlak yang baik”.

Dalam peringkat ketiga ini (maqâṣîd at-tahsiniyyah) sama halnya dengan peringkat sebelumnya, asy-Syāṭibî memberikan contoh-contoh yang meliputi aspek ibadah, tradisi, mu’āmalah dan jināyah. Dalam aspek ibadah, seperti disyari’atkannya cara menghilangkan najis, cara bersuci secara umum, menutup aurat, memakai perhiasan, melakukan perbuatan-perbuatan sunnah seperti bersedekah, dan yang semacamnya. Dalam aspek tradisi, seperti etika makan dan minum, menjauhi makanan dan  minuman yang najis, dengan catatan dalam memenuhi kebutuhan ini tidak boleh berlebihan dan kikir. Dalam aspek mu’āmalah, seperti dilarang menjual barang (benda) najis, kelebihan air, dan rumput, dicabût hak menjadi saksi dan imam dari seorang hamba sahaya, dicabût hak wanita untuk memimpin dan mengawinkan dirinya sendiri, diatur hak hamba sahaya untuk merdeka dan akibat-akibat hukumnya, dan lain-lain. Dalam aspek jināyah, seperti tidak dibunuh seorang yang membunuh hamba sahaya, dilarang membunuh wanita, dan anak-anak dalam peperangan. Contoh-contoh tersebut dapat dianalogikan kepada permasalahan lain yang sama, di mana terdapat estetika atau maslahat di atas tuntutan-tuntutan ḍarūrîyyah dan hājiyyah. Ketiadaannya tidaklah sampai merusak maṣlahat ḍarūrîyyah dan hājiyyah. Tegasnya, hanyalah sebagai estetika dan keindahan.

Dari paparan ketiga peringkat tersebut di atas, tampaknya bagi asy-Syāṭibî, peringkat hājiyyah menjadi penyempurna bagi peringkat ḍarūrîyyah. Peringkat tahsiniyyah fungsinya menjadi penyempurna bagi peringkat hājiyyah. Sedangkan peringkat ḍarūrîyyah menjadi pokok hājiyyah dan tahsiniyya.
 Pengklasifikasian kepada tiga peringkat tersebut substansinya tidak lain adalah dalam rangka memelihara lima nilai universal untuk terealisirnya mewujudkan kemaslahatan  manusia di dunia dan di akhirat.
Selain pembagian maqâṣîd asy-syarî’ah di atas, sy-Syāṭibî juga telah menetapkan cara-cara untuk mengetahui dan memahami maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai berikut: (1) Menganalisis  terhadap lafaẓ perintah (al-amr) dan larangan (an-nahy). Cara ini menekankan pada penelaahan terhadap lafaẓ amr dan nahy yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah secara jelas sebelum dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Dalam konteks ini suatu perintah harus dipahami menghendaki perbuatan yang diperintahkan itu diwujudkan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh asy Syărî’. Demikian juga suatu larangan harus dipahami menghendaki suatu perbuatan yang dilarang harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu sesuai dengan yang dimaksudkan asy-Syārî’. Pembatasan dengan lafaẓ amr dan nahy yang tidak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lain (qayyid bi al-ibtidā’iy) adalah untuk menjaga dan membedakan antara amr dan nahy yang mengandung tujuan yang lain, seperti dalam firman Allah Q.S. al-Jumu’ah (62), ayat 9:
فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ
Artinya: “... maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ...”

Larangan jual beli pada ayat tersebut bukanlah larangan yang mutlak, tetapi larangan itu hanya sebagai penguat terhadap perintah untuk segera mengingat Allah dengan melakukan salat Jum’at. Karena jual beli pada asalnya suatu perbuatan yang diperbolehkan, bukan perbuatan yang dilarang. Untuk itu, larangan jual beli pada ayat tersebut tidak terdapat aspek maqâṣîd asy-syarî’ah yang substansial. Penekanan dan pembatasan dengan bentuk amr dan nahy yang jelas (qayyid bi at-taṣrihy) di atas, sebenarnya merupakan sikap kehati-hatian yang perlu dimengerti dalam upaya memahami maqâṣîd asy-syarî’ah dengan tepat, sehingga maqâṣîd asy-syarî’ah benar-benar dapat dijadikan pertimbangan dalam istinbāṭ hukum. Dan berlakulah ungkapan amr dan nahy dalam bentuk kaidah fikih “ma lā yatimmu al-wājib illā bih fahuwa wājib” dan “al-amr bi asy-syai’ hal huwa nahyun ‘an ḍiddihi”.
 (2) Penelaahan ‘illâh  amr dan nahy. Cara ini dilakukan dengan cara menganalisis ‘illâh hukum yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah.‘illâh  hukum ini adakalanya dapat diketahui dengan jelas, dan adakalanya tidak dapat diketahui. Jika ‘illâh itu dapat diketahui dengan jelas, maka harus diikuti, karena dengan mengikuti ini, tujuan hukum dalam amr dan nahy itu dapat dicapai, seperti disyari’atkan nikah dengan tujuan untuk melestarikan keturunan, pensyari’atan jual beli dengan tujuan untuk saling mendapatkan manfaat antara orang yang berakad, dan pensyari’atan sanksi hukum (al-hudūd) dengan tujuan untuk memelihara jiwa.

Jika ‘illâh itu tidak dapat diketahui dengan jelas, maka harus dilakukan tăwaqqûf (menyerahkan kepada asy-Syărî’ yang lebih mengetahui tujuan dari pensyari’atan hukum). Menurut asy-Syāṭibi sikap tawaqqûf ini didasarkana pada dua pertimbangan: (a) Tidak boleh melakukan perluasan cakupan (ta’addi) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam naṣ. Karena melakukan ta’addi tanpa mengetahui ‘illâh hukum, sama halnya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, dan ini dianggap kontradiksi dengan syărî’ah. (b) Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan ta’addi terhadap apa yang telah ditetapkan naṣ, tetapi hal itu dapat memungkinkan dilakukan sekiranya tujuan hukum dapat diketahui.

Dua cara tersebut di atas, apabila dikritisi dengan cermat, maka terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Cara pertama (analisis  lafaẓ amr dan nahy) tampak lebih ditujukan pada naṣ-naṣ yang berkaitan dengan konteks ibadah. Sedangkan cara yang kedua (penelaahan ‘illâh amr dan nahy) lebih ditujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan adat (mu’āmalah). Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa permasalahan mu’āmalahyang memiliki ‘illah yang diketahui dengan jelas, sudah barang tentu pemahaman terhadap maqâṣîd asy-syarî’ah bertolak dari ‘illâh yang diketahui. Sementara naṣ-naṣ yang tidak mempunyai ‘illâh yang jelas, maka harus bersikap tawaqqūf. Demikian juga, sikap tawaqqūf yang ditawarkan asy-Syāṭibî dengan dasar dua pertimbangan yang dikemukakannya terlihat dinamis. Dinamisitas itu tampak bahwa dalam konteks mu’āmalah dibolehkan melakukan ta’addi, jika dengan ta’addi ini tujuan hukum dapat diketahui. Hal ini sejalan dengan pemahaman asy-Syāṭibî tentang konsep terminologi ‘illah. Menurutnya, bahwa ‘illâh yaitu kemaslahatan-kemaslahatan dan hikmah-hikmah yang berkaitan dengan perintah-perintah (al-awāmir), kebolehan (al-ibāhah), dan kemafsadatan (al-mafāsid) yang berkaitan dengan larangan-larangan (an-nawāhy). Atau, ‘illâh dalam arti hukum yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan itu sendiri.
Terminologi ‘illâh menurut asy-Syāṭibi tersebut terlihat di samping sangat luas cakupannya, dinamis, dan sekaligus berbeda dengan terminologi yang dikemukakan oleh para ahli uṣūl al-fiqh pada umumnya. Misalnya, Abû Husain al-Baṣri al-Mu’tazili (w. 436 H) menyebut ‘illâh dengan sifat yang berimplikasi terhadap hukum pada substansinya (al-waṣf al-mu’aṡṡir fi al-hukm biżātihi),
 al-Gazāli (w. 505 H) menyebutnya  dengan pautan hukum di mana asy-Syărî’ menghubungkan hukum dengannya (manāṭ al-hukm ai ma aḍāfa asy-syar’u al-hukm ilaihi wa natuhu bih),
 Al-Āmidi (w. 631 H) menyebutnya dengan sifat yang mendorong atas hukum (al-waṣf al-bā’iṡ ‘alā al-hukm),
 ‘Abd al-Kāfi as-Sūbki (w. 756 H) menyebutnya dengan memberitahukan bagi hukum (al-mu’arrif li al-hukm),
 Taj ad-Din as-Subki (w. 771 H) menyebutnya sama dengan al-Kāfi, yaitu al-mu’arrif li al-hukm.

Terminologi‘illâh yang dikemukakan asy-Syāṭibi di atas, apabila dihubungkan dengan upaya memahami maqâṣîd asy-syărî’ah,  maka menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan mampu membentuk suatu metode baru dalam pengembangan pemikiran hukum. Karena ‘illâh dalam arti kemaslahatan dan kemafsadatan secara umum sesungguhnya maqâṣîd asy-syarî’ahitu sendiri. Sebagai contoh ‘illâh yang dikemukakan oleh asy-Syāṭibi, hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan peradilan:
لَايَحْكُمُ اَحَدٌ بَيْنِ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

Artinya: “Seorang hakim tidak boleh mengambil suatu keputusan hukum dalam kedaan marah”.
Keadaan marah (gaḍban) dalam hadis tersebut merupakan sebab, sedangkan ‘illah-nya adalah keragu-raguan dalam meletakkan dasar dan alasan-alasan hukum. Dalam hal ini diakui oleh asy-Syāṭibi, terkadang lafaẓ sebab (as-sabab) disebut juga ‘illâh karena dekatnya hubungan antara keduanya. Untuk membedakan keduanya, perlu kecermatan seorang peneliti terhadap konteks masalahnya.

(3) Menganalisis  sikap diam asy-Syărî’ dari pensyari’atan sesuatu. Cara yang ketiga dalam memahami maqâṣîd asy-syarî’ah yang digunakan asy-Syāṭibi adalah menganalisis  sikap diam asy-Syărî’ (sukūkut asy-Syărî’ atau maskūt ‘anhu) dalam pensyari’atan sesuatu. Dalam konteks ini, ia membagi kepada dua macam: Pertama, maskūt ‘anhu yang tidak ada sebab langsung untuk mengeluarkan perintah atau ketetapan hukum, karena asy-Syărî’  tidak mengatakan apa-apa.  Maskūt ‘anhu dalam konteks ini seperti masalah-masalah yang terjadi pasca Rasulullah saw. wafat, pada masa beliau hidup masalah-masalah itu tidak terjadi, sehingga asy-Syărî’ mendiamkannya. Tetapi, dalam rentang waktu berikutnya pasca Rasulullah saw. wafat kebutuhan hukum dan ketetapannya itu dirasakan manusia (masyarakat) diperlukan, serta diduga kuat akan membawa kemaslahatan bagi umat manusia (al-maṣālîh al’āmmah). Seperti pengumpulan muṣhaf al-Qur’ān, pengkodifikasian ilmu, jaminan upah dalam pertukangan, dan lain-lain,yang pada masa Rasulullah saw. kebutuhan-kebutuhan semacam itu belum ada. Kedua, maskūt ‘anhu yang ada sebab langsung, tetapi asy-Syărî’ tidak menetapkan hukumnya. Maskūt ‘anhu dalam konteks ini, menurut asy-Syāṭibi harus dipahami bahwa keberlakuan suatu hukum harus seperti apa adanya, tanpa melakukan penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan asy-Syărî’. Apa yang ditetapkan itulah yang dikehendaki oleh asy-Syărî’. Seperti tidak disyari’atkansujud syukur dalam mażhab Mālîki, karena di satu sisi tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. pada masanya, sedangkan di sisi lain faktor pendorong untuk melakukan hal itu ada dan tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, kapan dan di mana pun mereka berada sebagai manifestasi dari rasa terima kasih terhadap nikmat yang diberikanAllah. Dengan demikian, sikap diam asy- Syărî’, atau Rasulullah tidak melakukan sujud syukur pada masanya mengandung maqâṣîd asy-syărî’ah, yaitu bahwa sujud syukur itu memang tidak dianjurkan dan tidak ada dalam ajaran Islam. Konsekuensinya sebagaimana ditegaskan asy-Syāṭibi bahwa melakukan penambahan terhadap naṣ yang memang tidak disyari’atkan hukumnya, cendrung dianggap sebagai bid’ah.

Dari dua macam maskūt ‘anhu berserta contoh masing-masing, bila dikritisi secara cermat terlihat terdapat perbedaan yang mendasar. Maskūt ‘anhu macam pertama menunjukkan berkaitan dengan masalah mu’āmalahyang stresingnya pada kepentingan masyarakat umum, sedangkan maskūt ‘anhu macam kedua berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam konteks ibadah, tidak dibenarkan melakukan penambahan atau pengurangan, karena melakukan hal itu dianggap sebagai perbuatan bid’ah.
3. Maqâṣîd asy-Syarî’ah pada Periode Kontemporer  (Abad XIII-XV H/Abad XIX-XXI M)
Setelah konsep maqâṣîd asy-syarî’ah mencapai puncak pengembangannya direkonstruksi oleh asy-Syāṭibi secara sistematis-metodologis, maka konsep (teori) ini mengalami kemandegan yang cukup panjang berabad-abad lamanya seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya.
 Baru setelah muncul pembaruan di dunia Islam pada abad XIII H/XIX M, seperti Muhammad Abduh (w. 1905 M) dan dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rasyid Riḍā di Mesir merekomendasikan agar murid-muridnya mengkaji karya monumental asy-Syāṭibi,al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām. Termasuk beberapa pembaharu Indonesia berusaha memperkenalkan gagasan besar ini dipertengahan abad XX M. Sayangnya, program ini dilakukan secara dangkal, di samping umat belum siap untuk menerima penafsiran yang dipandang jauh dari naṣ.

Pada periode ini akan dikemukakan beberapa pemikir kontemporer yang memberikan perhatian, memperkenalkandan menawarkan gagasan maqâṣîd yang digali dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah secara menyeluruh (al-kûllîyyah),dan sekaligus mengeliminir pendekatan partikular (al-juz’iyyah) dan individual, di antaranya Muhammad Rasyid Riḍā (w. 1353 H/1935 M), Ibn ‘ Ȃsyūr (1296-1393 H/1879-1973 M), Allāl al-Fāsi (w. 1972), Yūsuf al-Qaraḍāwî (l. 1245 H/1926 M),  dan Jasser Auda.
a. Muhammad Rasyid Riḍā (w. 1353 H/1935 M)
Muhammad Rasyid Riḍā sebagai salah satu murid dari reformer Muhammad Abduh di Mesir. Dalam konteks pembaruan di dunia Islam, ia dikenal sebagai sosok aktifis politik pelopor reformasi Islam.
 Karena, ia mengajak umat Islam untuk bersatu melalui komunitas, negara, agama, hukum, persaudaraan, kewarganegaraan, keadilan, dan bahasa di bawah panji Islam sembil mengeritik mażhab-mażhab hukum Islam yang dianggap telah memecah belah umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil penganut mażhab yang fanatik.

Kaitan dengan spesifikasi hukum Islam, ia telah memberikan perhatian pada pemikiran-pemikiran asy-Syāṭibi. Bagi Rasyid Riḍā, pemikiran hukum yang dikembangkan oleh asy-Syāṭibi di dalam dua karyanya, al-Muwāfaqāt dan Kitāb al-I’tiṣām ditempatkannya sederajat dengan filosof sejarah sosial (al-hākim al-ijtimā’i), Abd ar-Rahman Ibn Khaldun.
 Karena keduanya telah menggagaskan pemikiran-pemikiran segar dan belum ada sebelumnya. Melalui Kitāb al-I’tiṣām ini, asy-Syāṭibi melahirkan gagasan baru dan melestarikan sunnah, memperbaiki moral, dan masyarakat, setelah merekonstruksi pemikiran hukum Islam melalui al-Muwāfaqāt.

Rasyid Riḍā, dalam mereformasi ajaran Islam kaitan dengan pemikiran hukum Islam, ia menelaah teks-teks al-Qur’ān untuk mengidentifikasi maqâṣîd, yang mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik, ekonomi, dan hak-hak wanita.
 Dari gagasan dan pandangannya ini dapat dipahami bahwa Rasyid Riḍā sesungguhnya telah melakukan pembaruan dalam bidang pemikiran hukum Islam yang berbasis maqâṣîd asy-syărî’ah. Bahkan lebih rinci lagi, Yūsuf al-Qaraḍāwî mengemukakan bahwa Rasyid Riḍā telah membuat sepuluh maqâṣîduntuk memperbaiki manusia, yaitu: 1) Memperbaiki tiga rukun agama. 2) Menjelaskan kenabian, ajaran, dan fungsi ajaran agama yang tidak diketahui oleh manusia, “Siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh” (Q.S. al-Māidah (5), ayat 69). 3) Menjelaskan bahwa Islam adalah agama fitrah, akal, ilmu, hikmah, petunjuk, kebebasan, dan kemerdekaan. 4) Reformasi sosial, kemanusiaan, dan politik dengan merealîsasikan kelompok delapan. 5) Menegaskan keistimewaan-keistimewaan Islam ketika membebankan kewajiban, baik dalam masalah ibadah maupun hal-hal yang dilarang. 6) Menjelaskan dasar-dasar hubungan internasional di dalam Islam. 7) Melakukan perbaikan ekonomi. 8) Melakukan perbaikan sistem peperangan, menolak kejelekannya dan membatasinya hanya dalam hal yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia. 9) Memberikan seluruh hak wanita, baik kemanusiaan, agama, dan sipil. 10) Membebaskan hamba sahaya.

Dalam proses istinbāṭ al-ahkăm melalui ijtihad, Riḍā menyatakan bahwa ijtihad dalam soal ibadah tidak diperlukan lagi. Ijtihâd diperlukan hanya untuk soal-soal hidup kemasyarakatan. Terhadap ayat dan hadîs yang mengandung arti tegas, ijtihâd tidak bisa dipakai lagi. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadîs yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersebut dalam al-Qur’ān dan hadîs.
 Dari sini terlihat dinamika pemikiran hukum Islam Rasyid Riḍā, yang tentunya berbasis maqâṣîd asy-syărî’ah.
b. Ibn ‘Ȃsyûr (1296-1393 H/1879-1973 M)
Konsep maqâṣîd asy-syarî’ahsetelah asy-Syāṭibî adalah dibahas dan disistematisir kembali oleh Ibn ‘Ȃsyûr.
 Ia dikenal sebagai bapak maqâṣîd asy-syarî’ah kontemporer
 yang banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran maqâṣîd yang telah dirumuskan oleh asy-Syāṭibî dengan model pembahasan baru yang dituangkan dalam karyanya Maqâṣîd asy-syarî’ah al-Islāmiyyah. Al-Yūbi mengatakan “saya tidak melihat setelah asy-Syāṭibî orang yang membahas al-maqâṣîd dengan pembahasan yang bebas sampai datang Ibn ‘Ȃsyûr dengan karyanya Maqâṣîd asy-Syarî’ah al-Islāmiyyah, dan dialah yang melakukan dengan pembahasan yang baru”.
 Dalam karyanya ini ia mengkritisi tentang kajian hukum Islam (fiqh) yang hanya dikaitkan dengan uṣûl al-fiqh dan kaidah-kaidahfiqh yang berorientasi pada teks (al-Qur’ān dan sunnah), dan tidak pada makna-makna di balîk teks.Menurutnya, mayoritas masalah uṣûl al-fiqh tidak merujuk pada aplikasi hikmah dan maksud syărî’ah (maqâṣîd asy-syărî’ah), tetapi berputar pada wilayah istinbāṭ al-ahkăm dari lafaẓ-lafaẓ yang dinyatakan asy-Syāri’ dengan menggunakan kaidah-kaidah yang memungkinkan orang yang menguasainya mencabut cabang-cabang dari lafaẓ-lafaẓ tersebut untuk kemudian digunakan sebagai alasan tasyri’ (al-bā’ṡ), maka sejumlah cabang itu dianalogikan atas lafaẓ-lafaẓyang ada dengan diyakini, termasuk cabang-cabang tersebut dalam sifat yang diyakininya sebagai yang dimaksud oleh lafaẓ yang dinyatakan asy-Syārî’. Sifat seperti inilah yang dinamakan dengan ‘illah.

Pandangan Ibn‘Ȃsyûr tersebut dapat dipahami bahwa ia terlihat ingin merekonstruksi sistem  istinbăṭal-ahkām secara linier antara uṣûl al-fiqh sebagai metodologi yang harus diaplikasikan menuju fiqh, kaidah-kaidah fiqh menjadi dasar operasional bangunan fiqh, dan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai nilai-nilai, hikmah-hikmah, dan spirit yang memberikan kontribusi pada fiqh secara langsung masuk dalam ranah istinbāṭ hukum, tidak seperti selama ini dikesankan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah berada di luar konteks istinbāṭ hukum, dan bahkan dimasukkan dalam ranah filsafat hukum yang tidak bersentuhan langsung dengan proses ijtihâd dalam istinbāṭ hukum. Oleh sebab itu, Abdul Majid as-Ṣagir mengatakan bahwa telah terjadi krisis pengetahuan fiqh dan uṣûl al-fiqh yang dalam, yang diikuti dengan krisis pengetahuan secara umum. Krisis itu terjadi karena hilangnya spirit hukum Islam (rūh asy-syărî’ah) dalam setiap kajiannya.

Ibn ‘Ȃsyûr juga mengemukakan bahwa ia tidak melihat pokok-pokok atau dasar-dasar tujuan syarî’at (al-uṣûlal-maqâṣîdiyyah at-tasyri’iyyah) dalam uṣûl al-fiqh yang mendatangkan kepastian, sebagaimana mereka berbuat dalam pokok-pokok agama (uṣûl ad-din). Bahkan jarang sekali ditemukan kepastian itu seperti dengan menyebut lima nilai universal (al-kullîyyāt ad-ḍarūrîyyah), tapi justrumayoritas pengetahuan uṣûl al-fiqh hanya menghasilkan asumsi-asumsi (maẓnūnah). Untuk itu, ia tegaskan bahwa uṣûl al-fiqh mendatangkan kepastian (qaṭ’iyyah).
 Pandangan Ibn ‘Ȃsyûr tersebut kelihatannya memperkuat apa yang telah dikemukakan asy-Syāṭibi bahwa dalam mengambil sebuah keputusan hukum itu harus mempertimbangkan uṣûl al-fiqh yang didasarkan pada penonjolan universalîtas dan holistik syărî’ah (kûllîyyat asy-syărî’ah). Berdasarkan penelitian secara istiqrā’i, itulah yang dimaksudkan bahwa uṣûl al-fiqh mendatangkan kepastian (qaṭ’iyyah), bukan ketidakpastian (ẓanniyyah).
 Begitu juga dalam memutuskan dan menetapkan sebuah hukum yang bersumber dari dalil yang partikular (juz’i) sejatinya didasarkan pada dasar-dasar yang universal dan holistik (qawā’idal-kûllîyyah). Hal itu dimaksudkan untuk memelihara maqâṣîd asy-syărî’ah.

Lebih lanjut, Ibn ‘Ȃsyûr mengemukakan gagasan sekaligus kritiknya, perlunya maqâṣîd asy-syarî’ah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri. Maqâṣîd asy-syarî’ah tidak lagi hanya sebagai bagian dari obyek kajian uṣūl al-fiqh, dan kumpulan konsepsi nilai yang membungkus fiqh dan uṣūl al-fiqh itu sendiri, tetapi juga berevolusi menjadi sebuah pendekatan.
 Gagasan ini di satu sisi terkesan pemikiran baru yang perlu dibangun hubungan linier antara uṣūl al-fiqh dengan maqâṣîd asy-syarî’ah yang telah menjadi sebuah disiplin ilmu, tetapi di sisi lain, menurut penulis bukanlah gagasan baru, yakni gagasan lama yang memang sudah menjadi sebuah konstruksi ilmu yang perlu dikembangkan di era kontemporer ini. Dalam konteks ini, Yūsuf asy-Syabili mengemukakan bahwa hubungan kedua ilmu ini, secara normatif terlihat dalam bab al-qiyâs, di mana rukun qiyâs, salah satunya adalah ‘illâh yang menjadi pautan hukum, ada dan tidaknya hukum. Termasuk juga maqâṣîd asy-syarî’ah secara substansial berada dalam lingkup bab dalil-dalil yang diperselisihkan (adillah al-mukhtalaf fihā), dan bab al-maṣālîh al-mursalah, yaitu ilmu al-maṣālih asy-Syar’îyyah dan faktor-faktor penentunya.
 Senada dengan asy-Syabili, Umar bin Şalîh bin Umar menegaskan bahwa sesungguhnya maqâṣîd asy-syarî’ah merupakan salah satu obyek kajian dari beberapa obyek kajian yang ada dalam uṣūl al-fiqh yang tidak keluar dari keadaan dalil-dalil yang menghubungkan pada hukum-hukum syara’ dalam pembahasannya, pembagiannya, perbedaan tingkatannya, dan cara untuk menghasilkan hukum-hukum syara’.

Dua pandangan ulama tersebut menunjukkan bahwa hubungan maqâṣîd asy-syarî’ah dengan uṣūl al-fiqh pada dasarnya secara implisit sejak dahulu telah terbangun dengan serasi,
 hanya yang menjadi persoalan adalah, bagaimana agar posisi dan kedudukan maqâṣîd asy-syarî’ah menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, sebagaimana digagas dan ditawarkan oleh Ibn ‘Ȃsyûr di atas. Pembaruan ilmu uṣûl al-fiqh dalam pandangan Ibn ‘Ȃsyûr, yaitu denganmelakukan penyempurnaan bagi dasar-dasar maqâṣîd asy-syărî’ah, penjelasan dikhotomis antara qaṭ’i dan ẓanni pada dalil-dalil hukum syara’, ilmu maqâṣîd tidak meninggalkan ilmu uṣûl al-fiqh sama sekali melainkan ditetapkan batasan tentang obyek kajian dan dasar-dasar ilmu baru ini, seperti menjelaskan cara menyusun dalil-dalil fiqh dan batasan cara meng-istinbāṭ-kan hukum.

Ibn ‘Ȃsyûr juga mengkritisi tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurutnya, hal itu terjadi karena fanatik terhadap mażhab (at-ta’assub li al-mażāhib) dan taklid yang berlebihan. Meminjam istilah Yūsuf Husien “fanatik buta dan taklid negatif (at-ta’assub al-a’mā wa at-taqlid as-salabi)”.
 Sikap para ulama seperti inilah yang menyebabkan kemunduran fiqh beserta perbedaan-perbedaannya. Ṭāhā Jabir al-‘Alwani dalam mukaddimah karya ar-Raisūni Naẓariyyah al-Maqâṣîd ‘Ind al-Imām asy-Syāṭibî mengatakan,sungguh telah datang seorang ulama besar, Syekh Muhammad at-Ṭāhir ibn ‘Ȃsyûr ketika masa dalam keadaan dekat dengan kejumudan dan melemahkan pada kehidupan dan perbuatan, yang demikian itu berimplikasi pada hilangnya rūh al-maqâṣîd dan naẓariyyah al-maqâṣîd. Ia mengemukakan sebab-sebab kemunduran dan ketertinggalan hukum Islam (fiqh) di antaranya dengan membiarkan pemikiran tentang maqâṣîd asy-syarî’ah dari hukum-hukumnya. Dengan membiarkan al-maqâṣîd itu menjadi sebab kejumudan yang besar bagi para ulama dan hilangnya hukum-hukum yang bermanfaat, serta memunculkan masalah cara-cara tertentu (al-hiyal) yang lebih disukai oleh para ulama antara sedikit dan banyaknya.

Kritisasi dari Ibn ‘Ȃsyûr tersebut tampak bahwa ia tampil datang sebagai seorang pembaharu untuk membersihkan syari’ahdari segala keburukan, kerusakan, dan kemudaratan, dan ia ingin mengembalîkan syărî’ah sebagai nuṣūṣ al-muqaddasah yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Ia juga ingin menguatkan bahwa syărî’ahitu maqâṣîd ‘āmmah, yang diikuti di bawahnya dengan maqâṣîd khāṣṣah. Dasarnya adalah memelihara kemaslahatan-kemaslahatan (al-maṣālih), dan menjauhkan segala kemafsadatan. Bahkan maqâṣîd al-‘āmmah dalam syari’at adalah pokok yang utama dengan memelihara semua partikular-partikular (juz’iyyah).
Sehubungan dengan gagasan dan pemikiran Ibn‘Ȃsyûrdi atas, kemudian ia menjadikan pembahasan maqâṣîd asy-syarî’ah dalam karyanya membagi kepada tiga bagian: Pertama, tentang penetapan al-maqâṣîd dan pentingnya bagi ahli fiqh untuk mengetahuinya, cara-cara penetapan, dan tingkatan-tingkatannya. Kedua, tentang al-maqâṣîd at-tasyri’ al-’āmmah. Ketiga, tentang al-maqâṣîd al-khāṣṣah dengan macam-macam mu’āmalah yang diungkapkannya, yakni dalam bab-bab fiqh mu’āmalah.

Bagian pertama, Ibn ‘Ȃsyûr mengemukakan beberapa bahasan: (1) Pentingnya menetapkan maqâṣîd asy-syărî’ah. Sebagaimana telah diketahui bahwa semua syari’at Allah itu disyari’atkan untuk kepentingan manusia, dan ditetapkan dengan dalil-dalil hukum yang pasti, karena Allah dalam berbuat sesuatu tidak pernah main-main atas semua ciptaan-Nya. Seperti diinformasikan dalam firman-Nya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dn bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq”.
 Apa-apa yang Allah ciptakan itu mencakup semua yang ada di muka bumi dan langit, termasuk manusia. Kemudian Allah mengutus para utusan-Nya dan menurunkan syari’at-syari’at-Nya tidak lain adalah untuk menjadi pedoman bagi manusia. Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.
 Dan syarî’at Islam adalah syarî’at  yang agung dan kuat, seperti ditunjukkan Allah: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”.
 Tegasnya, bahwa semua syarî’at termasuk syarî’at Islam datang untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Dimaksudkan  akhirat di sini, Allah menjadikannya sebagai pembalasan atas keadaan-keadaan manusia selama di dunia. Karena itu, beban-beban hukum (takalif asy-syăr’îyyah) terkadang menjadi solusi dan sangat diperlukan oleh orang-orang mukallaf, serta untuk meraih kemaslahatan mereka, seperti diharamkan meminum khamar dan menjualnya.
Menurutnya, secara induktif (istiqrā’i), banyak dalil-dalil al-Qur’ān dan sunnah yang harus kita yakini bahwa hukum-hukum Islam itu berpautan dengan hikmah-hikmah dan ‘illah-’illâh yang menjadi rujukan kemaslahatan umum bagi masyarakat, dan individu. Kami maksudkan di sini adalah menetapkan maksud-maksud syarî’at  secara menyeluruh. Hal ini seperti telah disebutkan asy-Syāṭibi dalam kitab al-maqâṣîd tentang mengetahui dalil-dalil kemaslahatan, di antaranya hikmah berwuḍu,
melaksanakan hukuman qiṣāṣ,
 perintah menjauhi meminum khamar dan judi,
 cukup menikahi seorang perempuan saja bila tidak mampu berbuat adil,
 dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
Semua contoh-contoh tersebut berada dalam pembahasan cara penetapan maqâṣîd asy-syărîyyah.

(2) Pentingnya seorang ahli fiqh mengetahui maqâṣîd asy-syărî’ah. Dalam hal ini bagi para mujtahid paling tidak ada lima jalan: Jalan pertama, dengan memahami alur perkataan-perkataan dengan menggunakan pendekatan linguistik (kebahasaan). Sedangkan berupa dalil-dalil naqli dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah tekstualîtas (al-qawā’id al-lafẓiyyah) yang terdapat di dalam ilmu uṣûl al-fiqh. Jalan kedua, jika terdapat dalil-dalil hukum yang kontradiksi (ta’ārud al-adillah), maka seorang mujtahid harus menyelesaikannya dengan cara ilgā’, yaitu dengan menerapkan teori năsakh, yakni membatalkan hukum yang datang lebih dahulu dengan dalil yang datang kemudian. Atau teori tarjih, yaitu berusaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang dipandang kontradiksi tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang mendukungnya. Selain dua teori tersebut, bisa dilakukan juga dengan cara tanqih al-manāṭ, yaitu memverifikasi, mengidentifikasi, dan menyeleksi mana yang termasuk dalil-dalil yang umum (al-’ām) yang dibatasi (at-takhṣiṣ), yang mutlak yang telah dibatasi (al-muqayyad), dan seterusnya. Jalan ketiga, melakukan deduksi analogis (qiyās), yaitu membawa suatu kasus yang belum diketahui ketentuan hukumnya kepada suatu ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh asy-Syărî’ setelah diketahui adanya ‘illâh tasyri’iyyah-nya dengan cara pencarian ‘illâh (masālîk al-‘illah). Jalan keempat, para mujtahid penetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak diketahui ketetapan hukumnya dari dalil-dalil hukum, setelah tidak bisa dilakukan analogi. Jalan kelima, sebagian hukum-hukum itu ada yang diketahui ‘illâh dan hikmah-nya, dan sebagian yang lain ada yang belum diketahuinya. Yang demikian ini termasuk dalam kajian ta’abbudi.  Maka di sinilah seorang ahli fiqh diperlukan untuk mengetahui maqâṣîd asy-syărî’ah, baik secara ekplisit maupun implisit. Cara mengetahuinya bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan al-maṣālîh al-mursalah seperti yang ditawarkan oleh Imām Mālîk, dengan memelihara al-kûllîyyāt asy-syărîyyah ad-ḍarūrîyyāt, dan menghubungkannya dengan hājiyyah dan tahsiniyyah. Semua itu dinamakan dengan al-munāsib, yang ditetapkan dengan pencarian ‘illah.

(3) Cara penetapan maqâṣîd asy-syărî’ah. Menurut Ibn ‘Ȃsyûr terdapat tiga cara: Cara pertama, terdapat dua macam penelitian (al-istiqrā’): (a) Meneliti hukum-hukum syara’ untuk mengetahui ‘illah-’illâh yang ditetapkan dengan cara pencarian ‘illah, karena dengan meneliti ‘illâh akan menghasilkan ilmu maqâṣîd asy-syarî’ahdengan mudah. (b) Meneliti dalil-dalil hukum yang terdapat kesamaan pada ‘illâh dengan menghasilkan keyakinan bahwa ‘illâh itu yang dimaksudkan oleh asy- Syărî’. Cara kedua, dalil-dalil al-Qur’ān yang jelas dalālah-nya, hal ini tidak diragukan lagi akan mendatangkan keyakinan dan kepastian. Tetapi, ada juga yang dalālah-nya menunjukkan tidak pasti (ẓanni ad-dalālah). Cara kemungkinan makna yang kedua ini dibawa kepada kepastian substansi yang kuat, sehingga dapat dipegang (diambil) tujuan syara’ yang terlepas dari perbedaan pendapat. Cara ketiga,  mengetahui sunnah mutawātirah. Ibn ‘Ȃsyûr membedakan pada mutawātir ma’nawi, dan ‘amalî.  Kedua sunnah ini dapat menghasilkan suatu kepastian karena dalam praktik umumnya para sahabat mereka mengamalkan dari Nabi Saw. dan termasuk al-ma’lūm min ad-din bi ad-ḍarūrah.

(4) Peringkat maqâṣîd asy-syărî’ah. Pembahasan tentang hal ini terkadang diketahui menunjukkan qaṭ’i atau mendekati pada qaṭ’i, dan terkadang juga ẓanni. Ibn ‘Ȃsyûr tampak merujuk pada pandangan para ulama uṣûl al-fiqh yang menjadikan dasar-dasar bagi fiqh itu qaṭ’i. Ia di antaranya merujuk pada pandangan asy-Syāṭibi yang mengatakan bahwa uṣûl al-fiqh itu menunjukkan qaṭ’iyyah, karena ad-dalil (dasar) atas demikian itu mengacu pada universalîtas syărî’ah (kûllîyyāt asy-syar’ah), dan itu adalah qaṭ’i. Dan universalîtas syărî’ah tidak lain adalah al-kûllîyyāt ad-ḍarūrî,yyāt, al-hājyiyāt, dan at-tahsiniyyāt. Sedangkan maqâṣîd ẓanniyyah, akan menghasilkan suatu kepastian harus melalui penelitian secara induktif dari sejumlah dalil ẓanni yang saling menguatkan untuk satu makna yang utuh, karena kolektivitas dalil itu mempunyai satu kekuatan yang tidak dimiliki oleh dalil-dalil yang terpisah-pisah. Dari pemikiran inilah kemudian Ibn ‘Ȃsyûr mengatakan bahwa dalam pendekatan al-maqâṣîd yang pasti atau tidak pasti semuanya dekat dengan kepastian, walaupun itu sedikit.

(5) Hukum-hukum syara’ itu ada yang dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Allah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan manusia (at-ta’lil), dan ada yang tidak dikaitkan dengan at-ta’lil tersebut. Dalam konteks ini, Ibn ‘Ȃsyûr membedakannya pada tiga macam, yaitu: (a) Naṣ-naṣdalil syara’ itu dapat dikaukasi (mu’allalah), (b) Naṣ-naṣ dalil syara’ tidak dapat dikaukasi, dan itu masuk wilayah ibadah (ta’abbudi), dan (c) Masuk di tengah-tengah antara kedua macam tersebut, yakni, bahwa semua naṣ syara’ dikaitkan dengan ta’lil, baik yang tampak ataupun tidak tampak, tetapi itu bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Bagian kedua, tentang maqāṣid asy-syărî’ah al-‘āmmah, yang dalam buku Ibn ‘Ȃsyûr disebut dengan maqâṣîd at-tasyri’ al-’āmmah, yang mencakup semua aspek syari’at. Menurutnya, maqâṣîd asy-syar’îyyah diIihat dari sifat yang mengikatnya dibedakan pada dua macam, yaitu ada yang bermakna substantif (haqiqah), dan ada yang bermakna tradisi umum (‘urfiyyah ‘āmmah). Dimaksudkan dengan bermakna haqiqah di sini, bahwa maqâṣîd asy-syăr’îyyah pada dasarnya adalah kemaslahatan, yakni kemaslahatan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan secara umum, yang ditemukan dengan bebas untuk mengetahui secara tradisi atau undang-undang. Seperti mendapatkan adanya keadilan itu bermanfaat, melampaui batas terhadap jiwa itu membuat mudarat, dan menangkap atas tangan-tangan orang yang ẓālîm (pencuri) itu bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Sedangkan dimaksudkan dengan ‘urfiyyah ‘āmmah, yaitu tradisi yang berlaku umum di masyarakat dilakukan dengan keberlanjutan dan kontinyu dengan membawa kemaslahatan. Seperti menemukan adanya sikap berbuat baik (al-ihsān) yang mesti dikerjakan oleh masyarakat, memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan, dan lain-lain. Kedua macam ini dalam implementasinya disyaratkan bersifat tetap (as-ṡubūt), jelas (az-ẓuhūr), terukur (al-inḍibāṭ), dan berlaku umum dengan tidak ada pengecualîan (al-iṭrād).

Ibn ‘Ȃsyûr juga membangun maqâṣîd asy-syarî’ah itu dari segi sifat syarî’at Islam yang agung, yaitu agama yang suci (al-fitrah), mudah dan toleran (as-samāhah), tuntutan syărî’ah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (jalb al-maṣālih wa dar’ al-mafāsid), dalam konteks ini tidak saja maqâṣîd bagi perorangan (al-fard), tetapi diprioritaskan juga bagi masyarakat (al-jamā’ah). Kemudian ia juga menjelaskan macam-macam maslahat yang dimaksudkan, yaitu al-maṣālih ad-ḍarūrîyyāt, al-maṣālih al-hājîyyāt dan al-maṣālih at-tahsînîyyāt. Ia juga mengatakan bahwa syarî’at Islam datang sebagai syarî’at yang umum yang mengajak kepada semua umat manusia untuk mengikutinya, yang tentunya sebagai ma’lūm bi ad-ḍarūrah min ad-din. Al-musāwah sebagai sesuatu yang diperintahkan sepanjang itu berbasis nilai-nilai syari’at, tetapi al-musāwah dilarang (mawāni’ al-musāwah) sepanjang menyimpang atau bertentangan jauh dari nilai-nilai syărî’at. Dalam konteks ini Ibn ‘Ȃsyûr menyebutkan paling tidak ada empat macam:  1) Mawāni’ al-jibiliyyah ad-dā’imah, yakni dilarang menyamakan perempuan dengan laki-laki, seperti menjadi pemimpin perang, menjadi pemimpin (khilāfah) menurut mayoritas ulama, dan lain-lain. 2) Mawāni’ asy-syăr’îyyah, yaitu menentukan (menetapkan) undang-undang yang benar tetapi tidak disandarkan pada hikmah dan ‘illâh yang mu’tabarah, sehingga terkadang hikmah itu jelas dan terkadang tidak jelas, maka syarî’at yang demikian ini adalah mengikuti pada batasan yang dilarang, seperti dalam memelihara keturunan dilarang menyamakan perempuan kepada laki-laki yang dibolehkan berpoligami. 3) Mawāni’al-ijtimā’iyyah, yakni dalam membangun masyarakat, sebagian berdasarkan pada makna-makana rasional, tetapi sebagian yang lain  berdasarkan pada ketatapan yang tidak rasional, seperti dilarang menyamakan orang bodoh dengan orang pintar, dan lain-lain. 4) Mawāni’ as-siyāsah, yaitu keadaan-keadaan yang mempengaruhi dalam pengaturan umat, maka yang demikian ini perlu pembatalan hukum persamaan antara golongan-golongan (aṣnāf), individu-individu (asykhāṣ), atau dalam keadaan tertentu yang membawa pada kemaslahatan pengaturan kekuasaan umat, seperti dilarang menentukan pemimpin umat (masyarakat) dari etnis tertentu.

Selain itu, syărî’at juga dapat merubah keadaan-keadaan kemafsadatan ke keadaan kemaslahatan, dari keadaan yang memberatkan ke keadaan yang meringankan. Lebih lanjut, Ibn ‘Ȃsyûr mengemukakan tentang pembahasan maqâṣîd at-tasyri’ al-‘āmmah ini dari segi penetapan jenis-jenis hukumnya dipautkan dengan makna-makna, sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan yang umum dan tertentu, bukan dipautkan dengan nama-nama, dan keserupaannya. Ia juga menjelaskan penerimaan hukum-hukum syara’ dengan proses analogi (qiyās) dengan menitik beratkan pada ‘illâh dan al-maqāṣîd yang dekat dan tinggi. Setelah itu, ia menjelaskan apa-apa yang menjadi dasar tahyil atau hilah, dan menjadikannya dalam bentuk-bentuk hukum yang disyar’'atkan, kemudian macam-macam penutup jalan (sad az-żarî’ah). Terakhir dari bagian kedua ini, Ibn ‘Ȃsyûr menjelaskan tentang pentingnya ijtihad dan keharusan melakukannya.
Bagian ketiga, tentang maqâṣîd al-khāṣṣah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syarî’at yang ada. Seperti maqâṣîd asy-syarî’ah pada bidang ekonomi (al-mu’āmalāt), pada bidang keluarga (ahkăm al-‘ā’ilah), dalam mentasarrufkan harta (at-taṣarrufāt al-mālîyah), dalam bidang derma (at-tabarru’āt), pada bidang keputusan-keputusan peradilan (ahkămal-qaḍā’), pada bidang mensegerakan menyampaikan hak-hak kepada penerima hak, dan maqâṣîd pada bidang sanksi hukum(al-‘uqūbāt).

c. ‘Allāl al-Fāsi (w. 1972)
Ia adalah salah seorang intlektual muslim dan pembaharu Maroko, yang berjuang mengikutilangkah-langkah dan pemikiran-pemikiran gurunya, Muhammad Abduh (w. 1905 M). Abduh, seorang reformer Mesir yang mempropagandakan teori asy-Syāṭibi maqâṣîd asy-syarî’ah dalam melakukan ijtihâd, karena teori-teori uṣûliyang lain tidak sehebat karya asy-Syāṭibi dalam al-Muwāfaqāt.

Abduh, juga termasuk reformer yang beralîran teologi Mu’tazilah yang menguatkan pemikiran  kausalitas  hukum.
Al-Fāsi dalam hal ini berpendapat bahwa antara Mu’tazilah dan Pengikut Asy’ari termasuk Māturidiyah berbeda pandangan. Menurutnya, bahwa hukum keagamaan memberi kemungkinan untuk menganalisis  dipandang dari segi sebab-sebab dan motif-motif yang dapat dikorelasikan dengan maksud asy-Syărî’, dan sebab-sebab itu perlu diaplikasikan dipandang dari segi kesejahteraan dan kepentingan manusia yang ada dalam maksud asy- Syărî’ ketika mensyari’atkan hukum-Nya. Dengan demikian, tujuan hukum (maqâṣîd asy-syărî’ah) adalah untuk mengutamakan kehidupan yang baik di dunia, suatu kehidupan di mana aturan, keadilan, dan kesejahteraan adalah sebagai norma-norma yang berlaku.
 Dan keadilan dalam Islam tidak bisa dipisahkan dari cita penerapan hukum-hukum syara’.

Syari’at Islam dasarnya adalah wahyu al-Qur’ān, sunnah, dan ijtihâd para imām mujtahid dengan mengerahkan segala daya kemammpuannya dalam mengistinbāṭkan hukum dari kedua sumber tersebut dengan secara manṭūq, mafhūm, atau qiyās. Oleh sebab itu, suatu persoalan yang tidak terdapat dasar naṣ-nya, maka berpegang pada maqâṣîd asy-syarî’ah yang tersembunyi atas segala apa yang mungkin terjadi dari kasus-kasus hukum. Lebih lanjut al-Fāsi menyatakan bahwa maqâṣîd asy-syăr’îyyah bukanlah sember luar dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan Ṣubhi al-Mahmaṣāni dala bukunya, Falsafah at-Tasyri’ fi al-Islām,
 tetapi merupakan salahsatu dalil pokok (al-adillah al-aṣliyyah), dan al-maqâshîd itu bagian dari sumber asasi bagi hukum Islam.

Pernyataan dan pandangan al-Fāsi yang dikemukakan terakhir tampaknya diinspirasi oleh at-Ṭūfi yang berpendapat, bahwa “apabila terjadi kontradiksi antara maṣlahat dan naṣ (al-Qur’ān dan sunnah), atau ijmā’, maka harus didahulukan berpegang pada maṣlahat”. Karena menurutnya, naṣ atau ijmā’ hanyalah sebagai sarana dalam konteks istinbāṭ hukum, sedangkan maslahat sebagai tujuan hukum. Dan maslahat itu sendiri sebagai dalil yang terkuat dari dalil-dalil yang lain.
 Maqâṣîd asy-syăr’îyyah substansi isinya adalah maslahat, karena demikian, maka al-Fāsi memposisikan maqâṣîd asy-syar’îyyah sebagai dalil pokok yang bersifat abadi, dan tidak bisa dipisahkan dari sumber asasi hukum Islam.

Dalam kaitan dengan maqâṣîd asy-syăr’îyyah ini, al-Fāsi sebagai pembaharu Maroko menjadikan syari’at sebagai “sumber perundang-undangan di negara-negara Islam”, termasuk negara Maroko.
 Untuk itu, bagi al-Fāsi, ijtihad tidak hanya merupakan proses dinamis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi umat Islam, tetapi juga merupakan proses yang mampu membebaskan umat Islam dari cengkraman kalangan aristokrat muslim.Al-Fāsi, sebagai pembaharu berjuang untuk menegakkan keadilan, persamaan, dan hak-hak kemanusiaan sebagai manifestasi dari tujuan umum (al-maqṣūd al-’āmm) syarî’at Islam.

Islam sebagai agama fitrah sangat memperhatikan aspek moralîtas (akhlāq al-karimah), aturan-aturan hukum (syărî’ah), dan keyakinan yang kuat terhadap sang Pencipta alam semesta (‘aqidah). Ketiga aspek ini implementasinya dalam kehidupan manusia saling terintegrasi.  Oleh karena demikian, semua aktifitas manusia dalam kehidupan harus dilakukan sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Al-Fāsi, menjadikan kemuliaan akhlak (makārim al-akhlāq) sebagai sarana analogi setiap kemaslahatan umum dan asas setiap tujuan dari tujuan-tujuan Islam (maqâṣîd asy-syăr’îyyah).
 Islam sebagai agama fitrah telah meletakkan dasar-dasar moralîtas (al-asās al-akhlāqiyyah) bagi semua agama, umat, dan suku bangsa untuk menjadi parameter sifat atau perbuatan baik dan buruk sepanjang masa sejak dahulu (Nabi Muhammad diutus) hingga sekarang ini, sesuai dengan sifat-sifat manusia yang fitri. Manusia dalam bermu’āmalah dianjurkan dan bahkan diharuskan untuk senantiasa benar, menepati janji, ikhlas dalam bermu’amalah, amanah, menegakkan hukum dengan adil, saling mengasihani antara sesama manusia, berbuat baik kepada keluarga, saling menghormati, dan toleransi. Semua itu menjadi parameter akhlak yang baik. Sebalîknya, manusia dilarang untuk berdusta, berkhianat, menipu dalam bermu’amalah, melakukan aniaya, berbuat marah, berbuat buruk dalam keluarga, fanatik terhadap akhlak yang buruk yang memandang sifat itu dengan hina dan seolah-olah bodoh. Selain sifat-sifat tersebut, terdapat juga sifat-sifat lain yang baik, seperti sabar, berani, berencana, menahan diri, cerdik cendikia, bercita-cita tinggi, memelihara jiwa, beramah-tama, dan terus terang.
 Inilah akhlak yang baik (al-akhlāq al-fiṭriyah) dalam Islam, yang menjadi asas bagi undang-undang. Maka pintu ijtihâd terbuka dalam Islam yang berasaskan maqâṣîd asy-syăr’îyyah, dan sumber-sumber hukum moral yang diperintahkan yang tentunya mesti sesuai dengan kehendak Allah yang telah diberikan oleh mujtahid pembeda antara yang baik dan yang buruk.
d. Yūsuf al-Qaraḍāwî (l. 1245 H/1926 M)

Konsep maqâṣîd asy-syărî’ah, ia rumuskan dengan mengkaji al-Qur’ān dan kemudian disimpulkan menjadi universalîtas maqâṣîd (maqâṣîd al-‘āmmah) dalam membangun keluarga dan bangsa.  Menurutnya,  paling tidak terdapat tujuh maqâṣîd asy-syărî’ah, sebagai berikut:

1) Memperbaiki akidah tentang konsep Tuhan, agama, dan balasan.
2) Menegaskan kemuliaan dan hak-hak manusia, terutama orang-orang yang lemah.
3) Mengajak agar beribadah dan takwa kepada Allah.
4) Menyucikan hati manusia dan meluruskan akhlah.
5) Membangun keluarga sAlîh dan memberikan keadilan kepada wanita.
6) Membangun umat (bangsa) yang bersaksi bagi kemanusiaan.
7) Mengajak kepada kemanusiaan yang penuh kerja sama.

Lebih rinci al-Qaraḍāwi menjelaskan  dari tujuh maqâṣîd di atas terutama dari segi dasar asasinya, dibedakan pada empat dasar asasi, yaitu: (a) Dasar-dasar asasi di dalam Islam, (b) Karakteristik-karakteristik asasi di dalam Islam, (c) Maksud-maksud asasi di dalam Islam, dan (d) Sumber-sumber asasi di dalam Islam. Dari empat dasar-dasar asasi ini kaitan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan pembangunan keluarga dan bangsa, tidak lain fokusnya adalah membangun manusia ṣālîh, keluarga ṣālîh, masyarakat ṣālîh, dan umat (bangsa) yang ṣālîh.

Dari tawaran gagasan al-Qaraḍāwi mengenai universalîtas maqâṣîd (maqâṣîd al-‘āmmah) tersebut, terutama yang disebutkan empat maksud dan tujuan terakhir dapat lebih ditegaskan dengan bahasa yang lebih operasional bahwa dalam upaya membangun keluarga dan bangsa, seperti dinyatakan Jasser Auda perlu melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Swt., menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, dan menyeru pada dunia yang koperatif.

Yūsuf al-Qaraḍāwî juga mengemukakan tawaran tentang bagaimana cara yang meyakinkan untuk mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah ketika mengkaji teks-teks al-Qur’ān. Menurutnya: Pertama, meneliti setiap ‘illâh teks al-Qur’ān dan sunnah, agar kita bisa mengetahui maksud-maksud dan tujuan-tujuan Islam. Seperti Q.S. al-Hadid (57), ayat 25:

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَأَنزَلۡنَا ٱلۡحَدِيدَ فِيهِ بَأۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ وَرُسُلَهُۥ بِٱلۡغَيۡبِۚ إِنَّٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢٥
Artinya:“Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".
Ayat ini sesungguhnya mempromosikan keadilan sebagai tujuan seluruh doktrin agama samawi, karena hal demikian merupakan implikasi dari adanya lam at-ta’lil yang menyertai frase "((((((((((((((((((((((((((((( . Hal yang sama juga terdapat pada Q.S. al-Hasyr (59), ayat 7:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ 
Artinya:“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu ".
Q.S. al-Anbiyā’ (21), ayat 107:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧
Artinya: ”Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.
Q.S. al-Baqarah (2), ayat 179:
وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩
Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.
Kedua, meneliti, mengkaji, dan menganalisis  hukum-hukum partikular (al-Ahkăm al-juz’iyyah), untuk kemudian menyimpulkan cita makna hasil pengintegrasian hukum-hukum partikular tersebut. Agar kita bisa mendapatkan universalîtas maqâṣîd yang menjadi maksud Allah dalam membuat hukum-hukum dimaksud.

Cara untuk mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah yang ditawarkan al-Qaraḍāwî di atas, apabila dicermati secara kritis, maka bukanlah suatu gagasan baru yang orisinal, tetapi merupakan kepanjangan tangan dari ulama uṣûl al-fiqh sebelumnya. Asy-Syāṭibî dalam karyanya al-Muwāfaqāt, ternyata telah menggagas dan menawarkannya bahwa untuk mengetahui maqâṣîd asy-syarî’ah yaitu ada empat cara: (1) Melakukan analisis  terhadap lafaẓ perintah dan larangan (mujarrad al-amr wa an-nahy al-ibtidā’i at-taṣrihi), (2) Penelaahan ‘illâh perintah dan larangan (i’tibar ‘ilal al-amr wan an-nahy),  (3) Pada setiap syari’at itu banyak tujuan (li asy-syărî’ah al-maqâṣîd), dan (4) Melakukan analisis  terhadap sikap diam asy-Syārî’ dari pensyari’atan sesuatu (as-sukūt ‘an asy-syărî’ah al-‘amal ma’a qiyām al-ma’nā al-muqtaḍā lah).

e. Jasser Auda
Setelah banyak bermunculan pemikir muslim kontemporer mengembangkan konsep (teori) maqâṣîd asysyărî’ah, seperti Allāl al-Fāsi, ar-Raisūni, dan lain-lain, maka pada tahun 2008 muncullah karya besar Jasser Auda
 yang berjudul Maqashid al-Shărîah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach (Maqâṣîd asy-Syarî’ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem). Karya monumental Auda ini dalam kajian hukum Islam dan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode (pendekatan) kelihatannya banyak diilhami oleh pemikiran para pemikir abad III-XIV H/IX-XX M, seperti Imām at-Tirmiżi al-Hakim (w. 296 H/908 M), Abû Zaid al-Balkhi (w. 322 H/933 M), Abû Manṣūr al-Māturidi (w. 333 H), Abû Bakar al-Qaffāl (w. 365 H/976 M), Abû Hasan al-Amiri (w. 381 H), al-Juwaini (w. 478 H/1085 M), al-Gazāli (w. 505 H/1111 M),Izz ad-Din bin ‘Abd as- Salām  (w. 660 H/1221 M), Najm ad-Din at-Ṭūfi (w. 716 H/1316 M), Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H/1328 M), dan Abû Ishāq asy-Syāṭibi (w. 790 H/1388 M).

Auda terlihat dalam menggagas pandangannya tentang hukum Islam banyak mengacu pada pandangan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah yang menggunakan term hukum Islam dengan terminologi syari’at (asy-syărî’ah). Menurut aj-Jauziyyah, syari’at itu didasarkan pada kebijaksanaan-kebijaksanaan (al-hikam) dan kesejahteraan-kesejahteraan manusia (al-maṣālîh al-‘ibād) dalam kehidupan di dunia hingga akhirat. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa keadilan, kasih sayang, kebaikan, dan kesejahteraan. Apapun yang bergeser dari keadilan ke penindasan, dari kasih sayang ke kebencian, dari kesejahteraan ke kesengsaraan, dari kebijaksanaan ke kebodohan, maka yang demikian itu bukanlah syari’at, meskipun dinyatakan sebagai bagian dari syari’atdengan cara diinterpretasikan.

Bertolak dari terminologi syari’atdi atas, Auda menegaskan dalam bukunya ketika mempertanyakan apakah ada problem dengan hukum Islam?, adalah tidak ada problem dengan hukum Islam dalam pengertian ini. Hukum Islam adalah pedoman hidup yang memuat keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan sebagaimana dikemukakan Ibn Qayyim.
Auda lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam kajian hukum Islam terkait dengan uṣûl al-fiqh, dan maqâṣîd asy-syarî’ah ia tetapkan sebagai ‘metodologi fundamental’ bagi uṣūl al-fiqh.
 Akan tetapi, ia tidak memasukkan maqâṣîd asy-syarî’ah dalam bagian uṣūl al-fiqh dengan argumentasi bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah mempunyai substansi yang berbeda dengan uṣūl al-fiqh. Menurutnya, ilmu uṣūl al-fiqh banyak terfokus pada lahiriyah teks, sedangkan maqâṣîd asy-syarî’ah lebih terfokus pada makna yang ada di balîk teks.
 Dari pandangannya ini terlihat Auda telah melakukan rekonstruksi kajian materi uṣūl al-fiqh. Karena, di kalangan para ulama uṣūl al-fiqh klasik, mereka memasukkan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai bagian dari kajian dan pembahasan uṣūl al-fiqh. Sedangkan Auda dengan tegas memisahkan maqâṣîd asy-syarî’ah dari spesifikasi ilmu uṣūl al-fiqh. Hal ini berarti Auda ingin mendudukkan dan memposisikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai disiplin ilmu tersendiri dan mandiri, sebagaimana halnya gagasan dan pemikiran Ibn ‘Asyῡr.
Namun demikian, Auda dalam pembahasan konsep maqâṣîd asy-syărî’ah-nya ternyata tidak bisa dilepaskan dari konsep dan pandangan asy-Syāṭibi sebagai bapak maqâṣîd asy-syărî’ah. Dalam karyanya asy-Syāṭibi menegaskan bahwa pada dasarnya syari’at ditetapkan untuk merealîsir kemaslahatan manusia (limaṣălîh al-‘ibād) baik di dunia maupun di akhirat.
 Kemudian, ia membagi tingkatan maqâṣîd asy-syarî’ah kepada tiga bagian, yaitu ḍarūrîyyah, hājiyyah, dan tahsînîyyah. Ketiga bagian itu secara skala prioritas dalam pelaksanaan istinbāṭ hukum ditetapkan berdasarkan kronologisnya, yaitu dimulai dari yang paling primer (ḍarūrîyyah), berangsur kepada kebutuhan sekunder (hājiyyah) hingga menuju kepada yang tersier (tahsiniyyah). Lebih lanjut, asy-Syāṭibi memetakan ḍarūrîyyah menjadi lima tujuan pokok, yaitu memelihara agama (hifẓ ad-din),  memelihara jiwa (hifẓ an-nafs), memelihara keturunan (hifẓ an-nasl), memelihara harta (hifẓ al-māl) dan memelihara akal (hifẓ al-‘aql).

Dari konsep maqâṣîd asy-syarî’ah asy-Syāṭibi di atas, kemudian Auda merekonstruksi dan menjadikannya sebagai basis filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Dalam hal ini, Auda menawarkan enam fitur sistem yang dapat digunakan sebagai pisau analisis  dalam rangka membangun sistem hukum Islam,
 sebagai berikut:
1) Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam
Dimaksudkan dengan sistem ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam merupakan konstruksi konseptual yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang ahli fiqh (faqih) terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar valîdasi semua pengetahuan tentang teks dan naṣ, Auda menekankan perlunya memisahkan teks (al-Qur’ān dan sunnah) dari seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga terdapat perbedaan antara syari’at (syărî’ah), fikih (fiqh), dan fatwa (fatwā). Syărî’ah adalah wahyu yang diterima dan dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. sebagai amanah dan risalah bagi kehidupan beliau yang mencakup al-Qur’ān dan sunnah. Fiqh merupakan hasil interpretasi pemahaman dan pandangan ahli hukum Islam dari berbagai mażhab terhadap tekssebagai manifestasi dari aplikasi syărî’ah sejak empat belas abad yang lalu. Sedangkan fatwa merupakan aplikasi syărî’ah dan  fiqh dalam situasi dan kondisi dalam kehidupan nyata umat Islam.

Selama ini banyak umat Islam yang memahami fiqh secara rancu, yaitu menyamakan antara fiqh dan syărî’ah. Bahkan seringkali fiqh diklaim sebagai perintah Allah yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Fiqh merupakan bagian dari kognisi (al-‘ilm) dan pemahaman (al-fahm) manusia terhadap maksud Allah dalam teks,
 ketimbang sebagai perwujudan dari perintah Allah. Aj-Jurjani menjelaskan bahwa fiqh secara etimologi yaitu memahami alur pembicaraan seseorang yang berbicara; Sedangkan secara terminologi merupakan pengetahuan yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digalil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Fiqh merupakan kognitif yang di-istinbāṭ-kan dengan jalan ijtihâd dan memerlukan penelitian dan perenungan mendalam. Karena itu, Allah tidak boleh dinamakan dengan ahli fiqh (faqih), karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Fiqh sebagai hasil pemahaman atau ijtihâd para fuqahā terhadap teks-teks al-Qur’ān dan hadis dengan berupaya menyingkap dan menemukan makna tersirat  dibalik  teks. Pemahaman demikian itu memungkinkan dan sangat boleh jadi salah atau benar dalam menyingkap maksud Allah. Untuk itu, Auda mengutip pandangan Badruddin al-‘Aini dengan menekankan bahwa fiqh adalah pemahaman, pemahaman diperlukan kecakapan pengetahuan yang mumpuni, sebab, dengan pengetahuan yang mumpuni akan menjadi kekuatan bagi para fuqahā (mujtahidin) dalam mengkorelasikan konsep dengan makna yang holistik (al-kûllî) melalui kemampuan akal (idrāk al-‘aql).
 Demikian juga al-Baiḍāwi (w. 685 H) menyatakan bahwa fiqh itu merupakan persepsi yang lebih bersifat praduga tidak pasti (az-ẓann) daripada bersifat pasti (al-qaṭ’i).

Dengan demikian, menurut Auda bahwa fitur watak kognitif hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk memvalîdasi dan mentashih pandangan pluralîstik dari semua maẓhab hukum Islam.

2) Kemenyeluruhan Sistem Hukum Islam
Berdasarkan perspektif teori sistem, Auda menyatakan bahwa setiap hubungan  kausalitas  (sebab-akibat) harus dilihat sebagai bagian-bagian dari kemenyuluruhan (holistic). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem, dan bersifat dinamis, bukan sekedar akumulasi antar bagian-bagian itu secara statis. Misalnya, ia illustrasikan pada penelitian di bidang ilmu pengetahuan alam dan sosial telah bergeser secara luas dari analisis parsial (atomistic), penyamaan klasik, dan pernyataan logis menuju penjelasan seluruh fenomena dalam kaitan dengan sistem kemenyeluruhan (holistic). Bahkan fenomena fisik dasar, seperti ruang/waktu dan badan/pikiran, tidak dapat dipisahkan secara empiris menurut ilmu pengetahuan modern.
 Dari sini, Auda tampak memandang bahwa prinsip dan cara berpikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka uṣūl al-fiqh karena dapat memainkan peran dalam menjawab isu-isu kontemporer. Dari pola pemikiran ini, Auda ingin mencoba untuk membawa dan memperluas maqāṣîd asy-syarî’ah yang berdimensi individual menuju dimensi universal (maqâṣîd al-‘āmmah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan, dan kebebasan.
Di samping itu, Auda menggunakan prinsip dan cara berpikir holistik (ad-dalil al-kullî) untuk mengkritisi atau menvalîdasi asas  kausalitas  dalam filsafat teologi (ilmu al-kalām).
 Jadi, Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa adanya sebab (as-sabab), hal ini akan bergeser menjadi tidak mungkin ada penciptaan tanpa ada tujuan (al-maqāṣid). Sebagaimana pemeliharaan Allah terhadap kehidupan secara langsung akan bergeser pada keseimbangan, kemanusiaan, ekosistem, dan subsistem di bumi. Dan argumentasi alam jagat raya (kosmologi) klasik bahwa Allah sebagai penggerak pertama akan bergeser pada argumentasi desain sistematik dan integratif kosmologi.

3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam
Para teoritikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Hal ini berlaku bagi organisme hidup seperti halnya sistem apa pun yang ingin bertahan hidup. Bahkan sistem tertutup pun pada dasarnya merupakan sistem yang terbuka. Sebagaimana dijelaskan Von Bertalanffy yang dikutip Auda bahwa menghubungkan fitur-fitur keterbukaan dan kebermaksudan dengan fitur sistemnya seperti kesepadanan, ekuifinalîtas. Ekuifinalîtas ini berimplikasi bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan mencapai tujuan-tujuan yang sama dari kondisi-kondisi awal yang berbeda melalui alternatif-alternatif valîd yang setara. Kondisi-kondisi awal itu berasal dari lingkungan, di mana sistem terbuka selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya, tidak seperti sistem tertutup yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.

Sistem hukum Islam merupakan sistem yang ‘terbuka’, dalam pengertian sistem di atas. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan dalam sistem hukum Islam adalah sangat penting, dan pintu ijtihâd senantiasa terbuka, tidak ada seorang ahli hukum (mujtahid) pun yang pernah menutupnya. Kalau pun ada pernyataan yang mengatakan “pintu ijtihâd telah tertutup (gate of ijtihâd has been closed)” itu hanya akan menjadikan hukum Islam bersifat statis.
 Padahal ijtihâd merupakan hal yang sangat penting dalam masalah hukum Islam (masā’il al-fiqh), sehingga para pakar hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk menghadapi problematika hukum Islam kontemporer. Jasser Auda dalam mekanisme pengembangan metode ini mencontohkan analogical reasoning (al-qiyâs), intrest (al-maṣlahah), dan customs/traditions (i’tibar al-‘urf). Metode-metode ini perlu dikembangkan dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam sehingga dapat menghadapi perubahan kondisi sekarang yang sangat cepat. Maka, mekanisme dan kadar keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis  kritis terhadap sistem metodologi uṣûl al-fiqh dan sub sistemnya.

4) Interrelasi Hierarki Sistem Hukum Islam

Analisis  entitas hierarkis merupakan pendekatan umum di antara metode-metode sistematis maupun dekomposisi. Untuk mendeskripsikan hal ini, Auda mengacu para teori ‘kategorisasi’ dalam ilmu kognisi. Kategorisasi merupakan proses pemberlakuan entitas-entitas (bagian-bagian) yang terpisah-pisah, yang tersebar pada sebuah ruangan yang berkarakteristik multidimensi, sebagai padanan yang membentuk kategori yang sama dari bagian-bagian yang ada, kecil atau besar. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian juga sebalîknya. Auda ungkap selanjutnya menyatakan bahwa menurut saians kognitif, ada dua alternatif teoritik untuk menjelaskan kategorisasi yang dilakukan manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan ‘kemiripan fitur’ (feature similarity) dan kategorisasi berdasarkan ‘konsep mental (mental concepts).

Kedua alternatif metode di atas, lebih jauh Auda jelaskan bahwa kategorisasi berbasis fitur adalah berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan ‘natural’ di antara bagian-bagian yang dikategorisasikan. Kesamaan atau perbedaan antara dua bagian itu diukur sejauhmana keduanya terdapat kesamaan atau perbedaan dalam kaitannya dengan ‘fitur’ atau karakteristik tertentu yang ditentukan terlebih dahulu dari sekian banyak bagian yang ada, sebagai representasi dari bagian-bagian tersebut. Demikian juga kategorisasi berbasis konsep menetapkan kategori berdasarkan konsep mental, dibandingkan dengan persamaan fitur. Dimaksudkan dengan konsep mental adalah prinsip atau teori pokok dalam persepsi orang yang mengkategorisasikan, yang mencakup kombinăsi sebab-musabbab dan alur penjelasan yang ditampilkan dalam kerangka terstruktur.

Hubungan interrelasi saling keterkaitan di atas kaitannya dengan eksistensi maqâṣîd asy-syărî’ah, Auda ingin merekonstruksi hierarki kebutuhan-kebutuhan manusia dari kebutuhan fisik dan kenyamanan bergeser ke kebutuhan-kebutuhan cinta kasih dan harga diri. Auda dalam konteks ini terlihat mengacu pada konsep hierarki kebutuhan (hierarchy of needs) Abraham Maslow, yang terdapat kesamaan dengan konsep asy-Syāṭibiad-ḍarūrîyyāt al-khamsah. Menurutnya, bahwa maqāṣîd klasik (traditional) terjadi karena beberapa alasan: (a) Cakupan maqâṣîd traditional diarahkan untuk semua hukum Islam, sehingga tidak bisa mengillustrasikan tujuan untuk satu spesifikasi tertentu dalam hukum Islam. (b) Maqâṣîd traditional lebih berorientasi pada kemaslahatan individual daripada keluarga (families/al-‘ā’ilah), masyarakat (societies/al-ijtimā’i), dan umat manusia pada umumnya (human in general/‘umūm al-ummah). (c) Maqâṣîd traditional tidak memuat nilai-nilai dasar yang bersifat universal seperti keadilan (justice) dan kebebasan (freedom). (d) Maqâṣîd traditional diambilkan dari kajianliteratur fiqh daripada langsung dari sumberaslinya (al-Qur’ān dan sunnah).
  Oleh karena demikian, klasifikasi maqâṣîd traditonal tersebut perlu direkonstruksi kembali sesuai dengan era kontemporer yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem hierarchy of needs. Auda dalam konteks ini membagi hierarki maqâṣîd ke dalam tiga kategori,
 sebagai berikut: 
(1) Maqâṣîd umum (general maqâṣîdal-maqâṣîd al-‘āmmah) adalah maqâṣîd yang mencakup seluruh kemaslahatan yang terdapat dalam hukum Islam seperti aspek kebutuhan yang menjadi kemestian (ḍarûrîyyāt) yang terdapat dalam maqâṣîd traditional, ditambah lagi jangkauan usulan maqâṣîd baru, seperti keadilan dan kebebasan. (2) Maqâṣîd khusus (specific maqâṣîd/al-maqâṣîd al-khāṣṣah) yaitu maqâṣîd yang diobservasi di seluruh ‘bab’ hukum Islam tertentu, seperti memenuhi kesejahteraan anak dalam ruang lingkup keluarga, perlindungan dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk hukum kriminal, dan perlindungan dari penipuan dalam perdagangan dengan cara apa pun. (3) Maqâṣîd partikular (partial maqâṣîd/al-maqâṣîd al-juz’iyyah) yaitu maqâṣîd dibalik  suatu naṣ atau hukum tertentu, seperti maqâṣîd mengungkapkan kebenaran, dalam jumlah persaksian pada kasus kejahatan era modern sangat boleh jadi cukup dengan satu orang saksi (tidak mesti dua orang saksi) asalkan adil, jujur, dan menyampaikan kesaksiannya secara akurat,maqâṣîd meringankan kesulitan, membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa ramadan dengan menggantinya pada bulan yang lain, maqâshîd memberi makan kepada orang-orang miskin, dan melarang umat Islam menyimpan daging kurban selama ‘id al-aḍhā.
5) Multidimensi Sistem Hukum Islam

Dalam sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi terdiri dari beberapa bagian yang bersifat multidimensional yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Auda mengemukakan bahwa menurut teori sistem, terdapat dua konsep utama dalam melihat sistem secara multidimensi, yaitu pangkat (rank) dan tingkatan (level). Rank, dalam kognisi multidimensi, merepresentasikan banyaknya dimensi dalam bidang yang akan dibahas. Sementara level, merepresentasikan banyaknya tingkatan atau kadar proporsional yang mungkin memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal.
 Kajian dan pembahasan multidimensi berlaku juga dalam hukum Islam yang merupakan sebuah sistem yang memiliki banyak dimensi. Tetapi pendekatan multidimensi ini oleh Auda digunakan untuk mengkritik akar pemikiran biner (binary opposition) dalam hukum Islam, yang mengarah pada dikotomi dua konsep fundamental yaitu tentang kepastian (al-qaṭ’i) dan kontradiksi antar dalil  (ta’ārud al-adillah). Di kalangan ulama uṣūl al-fiqh klasik, konsep dalil naṣ dibagi menjadi dua, yaitu dalil yang pasti (qaṭ’i), dan dalil yang tidak pasti (ẓanni). Kemudian, Auda lebih lanjut mengungkapkan bahwa naṣ qaṭ’i oleh ulama uṣūl al-fiqh klasik dibagi lagi menjadi tiga bentuk, yaitu naṣ yang memiliki implikasi kepastian hukum (qaṭ’iyyah ad-dilālah), naṣ yang keotentikannya pasti (qaṭ’iyyahas-ṡubūt), dan naṣ yang logikanya pasti (al-qaṭ’i al-manṭiqi).

Bentuk qaṭ’iyyah ad-dilālah dalam konteks istinbāṭ al-ahkăm berimplikasi pada kuatnya kepastian hukum yang dikandungnya. Oleh karena itu, naṡ yang menduduki derajat qaṭ’iyyah tidak bisa lagi direlatifkan (difikihkan), karena kaidah fiqh menyatakan bahwa keyakinan (suatu kepastian) tidak bisa dihilangkan dengan keraguan (al-yaqin lā yazūlu bi asy-syak).
 Tetapi, menurut Auda konsep qaṭ’iyyah ad-dilālah yang dipahami seperti itu menimbulkan problem dalam pemikiran hukum Islam. Karena qaṭ’iyyah ad-dilālah  hanya didasarkan pada kajian linguistik semata, dan cendrung keluar dari konteksnya serta bersifat partikular.

Sedangkan bentuk qaṭ’iyyah as-ṡubūt merupakan klaim kepastian tentang keotentikan naṣ. Konsekuensinya adalah munculnya perbedaan level keotentikan dalam naṣ, dari yang mutawātir hingga hadis āhād. Level otentisitas mutawātir dapat tercapai apabila suatu hadis ditranmisikan oleh sejumlah perawi hadis yang mustahil bersepakat untuk berdusta (jam’un yastahil tawāṭu’uhum ‘alā al-kāżib). Di samping itu, mayoritas ulama meyakini bahwa hadis āhād yang diterima umat Islam (khabar al-āhād al-lażi talaqqathu al-ummah bi al-qabûl) juga dianggap qaṭ’i.
Al-Qur’ān dan hadis-hadis mutawātir yang ditranmisikan oleh Bukhāri dan Muslim merupakan naṣ yang seringkali diklaim sebagai naṣ yang qaṭ’iyyah as-ṡubūt sebagaimana pandangan Ibn as-Ṣalāh yang mengatakan naṣ yang pasti ke sah-hannya (maqṭū’un di ṡihhatih). Bahkan dalam pemikiran ulama uṣûl al-fiqh klasik dikatakan bahwa naṣ yang qaṭ’iyyah as-ṡubūt dalam masalah keagamaan dipahami dengan ma’lūm min ad-din bi ad-ḍarūrah, yang menjadi sesuatu yang mesti diyakini adanya (qaṭ’iyyah al-i’tiqād).
Pemahaman pada qaṭ’iyyah as-ṡubūt yang demikian itu pada akhirnya menurut Auda, akan melahirkan konsensus para ulama (al-ijmâ’) sebagai solusi alternatif penyelesaian hukum Islam, yang kemudian diklaim sebagai keputusan yang pasti karena banyak melibatkan ulama, dan mustahil mereka berdusta (jam’un yastahillu tawāṭu’uhum ‘alā al-kāżib). Padahal, secara historis, eksistensi al-ijmâ’ banyak melahirkan kontroversi di kalangan mereka.

Adapun al-qaṭ’i al-manṭiqi merupakan klaim kepastian implikasi logis yang dalam metodologi hukum Islam masuk dalam ranah al-qiyās, terutama ketika melakukan kajian dan pencarian ‘illâh hukum (masālîk al-‘illah) sebagai salah satu rukun qiyâs. Karena mereka telah merumuskan kaidah uṣûl bahwa hukum itu mengikuti pada ada dan tidaknya ‘illâh (al-hukm yadūru ma’a al-’illâh wujūdan wa ‘adaman).
 Secara teoritis, kajian ‘illâh dapat dipastikan akan menghasilkan hukum yang pasti (al-qaṭ’i) sebagai dalam hukum pokoknya (al-aṣl).
Pola pemikiran di atas, menurut Auda, ulama klasik dalam merumuskan konsep qaṭ’i ternyata berdasarkan dugaan (maẓinnah) mereka, yang kemudian dinyatakan sebagai “kebenaran pasti”. Oleh karena demikian, kepastian sebuah dalil naṣ yang ditetapkan melalui proses dugaan kuat berarti nilainya adalah tidak pasti. Lebih jauh, menurut Auda aturan qaṭ’i dan ẓanni menjadi pertimbangan yang inheren agar aturan hukum yang dihasilkan menjadi fleksibel.

Di samping mengkritisi konsep kepastian (al-qaṭ’i), Auda juga memberikan perhatian serius dan mencarikan solusi alternatif pemecahan kontradiksi antar dalil (ta’ārud al-adillah). Pada hakikatnya tidaklah terjadi kontradiksi, baik di antara sesama naṣ (dalil) yang qaṭ’i maupun di antara sesama dalil yang ẓanni. Kontradiksi itu terjadi dalam pandangan mujtahid karena kesalahan atau keterbatasan memahami naṣ.
 Untuk itu, di kalangan para ahli uṣūl al-fiqh klasik memberikan solusi penyelesaiannya sebagai berikut:

a) Dengan cara mengkompromikan/menggabûngkan (al-jam’) makna naṣ yang kontradiksidaripada mengabaikannya (i’māl an-naṣ awlā min ihmālîh).
b) Menghapus hukum yang datang lebih dahulu dengan memberlakukan hukum yang datang belakangan (an-nasakh).
c) Mengeliminasi salah satu naṣ dengan berpegang pada naṣ yang dipandang lebih kuat (at-tarjih).
d) Tidak memberlakukan salah satu dari dalil-dalil yang kontradiksi, sehingga didiamkan keberadaannya (at-tawaqquf).
e) Mengabaikan kedua dalilnaṣ karena keduanya terdapat ketidakpastian (at-tasăqut).
f) Memilih salah satu dalil yang dipandang lebih cocok untuk diamalkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi (at-takhyir).

Menyikapi solusi kontradiksi antar dalil yang dikemukakan oleh para ahli uṣūl al-fiqh klasik tersebut, menurut Auda, perlu menerapkan pendekatan multidimensional yang dikombinasikan dengan aspek maqâṣîd, sehingga dapat memberikan solusi bagi kontradiksi dua dalil yang dilematis, seperti dalam masalah perang dan damai, kemiskinan dan kekayaan, kehidupan kota dan desa, musim panas dan musim dingin, sakit dan sehat, tua dan muda, dan seterusnya.
 Dari sini terlihat, jika kita hanya tertuju pada satu dimensi saja, maka tidak akan menemukan solusi penyelesaiannya. Tetapi dengan melibatkan peran maqâṣîd, maka akan dapat memperluas dimensi yang akan memberikan kontribusi dalam memahami dalil sesuai dengan konteksnya.
6. Maqâṣîd Sistem Hukum Islam

Setiap sistem memiliki maqâṣîd. Dalam teori sistem, seperti yang dikemukakan oleh Ackoff yang diikuti oleh Gharajedaghi, bahwa ia membedakan antara tujuan (goal/al-hadf) dan maksud (purpose/al-gāyah atau al-maqâṣîd). Menurutnya, jika sebuah sistem akan menghasilkan tujuan (goal/al-hadf) yang sama dilakukan dengan cara-cara yang berbeda pada lingkungan yang sama, maka hanya akan menghasilkan satu tujuan saja. Jadi, pencari tujuan (goal seeking) tidak mempunyai kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-cara untuk menghasilkan tujuan yang sama, karena goal seeking tidak dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan maksud (purpose/al-gayah atau al-maqâṣîd) sekiranya mampu menghasikan tujuan dengan cara yang berbeda-beda pada lingkungan yang sama, atau lingkungan yang berbeda-beda.  Karena pencari maksud (purpose seeking) dapat mengikuti berbagai cara untuk menghasilkan tujuan akhir atau maksud yang sama, di samping dapat memproduksi hasil yang berbeda-beda sesuai dengan yang dimaksudkannya.

Goal/al-hadf dan purpose/al-gāyah yang telah dikemukakan di atas, menurut term Muhammad Bakr Ismā’il Habib adalah sama dengan al-maqâṣîd al-gā’iyah, dan al-maqâṣîd al-wasā’il.  Dimaksudkan dengan al-maqâṣîd al-gā’iyah yaitu maksud yang disepadankan dengan gāyah nahā’iyah yang tidak berkesudahan, seperti mengenal Allah adalah tujuan manusia (gāyah al-khalq) untuk mengetahui keesaan-Nya. Contoh lain, masuk surga adalah maksud dan tujuan manusia dari menghambakan diri kepada Allah setelah membesarkan dan mengagungkan-Nya. Sedangkan al-maqâṣîd al-wasā’il adalah maksud pada suatu persoalan dan dalam satu waktu sebagai wasilah untuk maksud yang lain, seperti mengetahui ilmu-ilmu syara’ itu menjadi wasilah bagi maksud dan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum syara. Demikian ini bukanlah gāyah melainkan wasilah bagi gāyah, yakni menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan hukum-hukum-Nya, taat kepada-Nya, dan tujuan yang lain pada suatu waktu untuk menjadi wasilah bagi tujuan yang lebih tinggi yaitu mendapat rida Allah, mendapatkan pahala-Nya, dan melihat wajah-Nya kelak di dalam surga.

Dalam konteks ini, maqâṣîd asy-syarî’ah berada dalam pengertian purpose (al-gāyah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi bervariasi atau berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh karena demikian, menurut Auda, mempertimbangkan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis  berbasis sistem dalam sistem hukum Islam, maka dalam penggaliannya harus dikembalikan pada teks al-Qur’ān dan sunnah, bukan pada pendapat dan pemikiran para mujtahid. Mengingat bahwa efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, baik sistem buatan manusia maupun secara alami (natural), maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maqâṣîd-nya.

E. Langkah-Langkah Pengembangan dan Penerapan Maqāṣid asy-Syari’ah sebagai Metode Ijtihad 
Bertolak pada pembahasan sub-sub bab tersebut di atas dapat dirumuskan langkah-langkah strategis pengembangan dan penerapan maqāṣid asy-syari’ah  sebagai metode ijtihad. Sebagaimana telah diketahui bahwa semua metode ijtihad pada dasarnya adalah bermuara pada upaya penemuan maslahat dan dijadikannya sebagai instrumen untuk menetapkan hukum yang secara kasuistik dan eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur’ān dan sunnah (hadis). Atas dasar asumsi ini dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang digunakan oleh para mujtahid bermuara pada maqāṣid asy-syari’ah, karena maslahat itu sendiri sebagai inti dari maqāṣid tersebut. Maqāṣid asy-syari’ahsejak sejarah awal kemunculannya hingga era modern ini telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan yang oleh para ahli metodologi hukum Islam, di satu sisi diposisikan sebagai doktrin, sebagai metode ijtihad, dan di sisi lain diposisikan sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum. Bahkan sebagian ahli uṣῡl al-fiqh di antaranya ‘Allāl al-Fāsi (w. 1972 M) memposisikan maqāṣid asy-syari’ah sebagai salah satu dalil pokok yang bersifat abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber asasi hukum Islam. Dari sini terlihat bahwa maqāṣid asy-syari’ah ketika diposisikan sebagai doktrin, maka sudah barang pasti ia mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani oleh setiap mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus hukum baru yang dihadapinya. Demikian juga ketika diposisikan sebagai metode ijtihad, maka maqāṣid asy-syari’ah harus memenuhi unsur-unsur (al-arkān) dan persyaratan-persyaratan dalam penerapannya, sebagaimana metode-metode ijtihad yang lain seperti qiyās, istihsān, istiṣlāh dan sad aż-żari’ah. Adapun langkah-langkah strategis pengembangan dan penerapan dimaksud antara lain:
1. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan dalam menganalisis berbagai tujuan disyari’atkan hukum-hukum Allah di dalam ayat-ayat-Nya sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan ditetapkan hukum-hukum tersebut.

2. Maqāṣid asy-syari’ah dapat diterapkan dalam upaya mencari, mengetahui dan menemukan maslahat yang terkandung di dalam dan di balik teks-teks (an-nuṣủṣ) al-Qur’ān dan sunnah, karena setiap wahyu yang disyari’atkan Allah tidak terlepas dari maksud dan tujuan yang dikehendaki-Nya. Pencarian maslahat pada teks-teks tersebut dalam pemikiran ahli uṣủl al-fiqh ada yang diketahui dengan jelas (aṣ-ṣarih) dan ada yang tidak jelas (gair aṣ-ṣarih). Karena itu, para ahli uṣủl al-fiqh menetapkan tiga macam cara penentuan legalitas maslahat: Pertama, maslahat yang legalitasnya berdasarkan tunjukan suatu teks dalam bentuk ‘illah. Teks itu sendiri yang menyebutkan bahwa sesuatu itu sebagai maslahat, yang disebut dengan maṣlahah al-mu’tabarah. Misalnya, disyari’atkan hukuman qiṣaṣ (Q.S. al-Baqarah (2), ayat 178), hukum potong tangan bagi pencuri (Q.S. al-Māidah (5), ayat 38), larangan mendekati zina (Q.S. al-Isrā’ (17), ayat 32) dan lain sebagainya. Kedua, maslahat yang dipahami oleh ulama uṣῡl legalitasnya tertolak, karena ada teks yang menunjukkan bahwa maslahat itu kontradiksi dengan ketentuan dalil yang ṣarih. Dalam konteks ini, mujtahid memandang bahwa sesuatu itu mengandung kemaslahatan, tetapi asy-Syāri’ menolak kemaslahatan tersebut dengan melalui dalalah an-naṣ. Maslahat demikian ini disebut dengan maṣlahah al-mulgah (gair mu’tabarah). Sebagai contoh yang populer di kalangan para ahli uṣủl al-fiqh adalah fatwa seorang pakar hukum al-Qāḍi Yahya bin Yahya al-Laiṡi yang diundang oleh seorang Raja Andalusia (Spanyol) bernama ‘Abd ar-Rahmān al-Hakim yang melakukan hubungan seksual dengan isterinya di siang hari bulan ramaḍān, kemudian ia menyadari atas kekhilafannya dan meminta fatwa kepada hakim tersebut. Al-Laiṡi berfatwa dan menetapkan sanksi atas kasus sang Raja tersebut dengan kafarat berpuasa dua bulan berturut-turut. Penetapan kafarat tersebut atas dasar kemaslahatan secara takhyiri, tidak secara kronolgis teks hadis yang mendahulukan membebaskan hamba sahaya. Menurutnya, kafarat dengan memerdekakan hamba sahaya tidak akan mampu menghormati bulan ramaḍān dan menjalankan ibadah puasa, karena bagi para penguasa akan sangat mudah membebaskan hamba sahaya karena kondisi kehidupannya yang berkecukupan. Oleh karena itu, keharusan berpuasa dua bulan berturut-turut merupakan sanksi yang tepat dan dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum. Ketiga, maslahat yang tidak terdapat legalitas teks (naṣ) yang mengakui keberlakuan atau yang menolaknya. Maslahat yang demikian ini disebut dengan maṣlahah al-mursalah (lepas dari tunjukan teks secara khusus). Sebagai contoh, mengenai pengkodifikasian al-Qur’ān dalam sebuah muṡhaf di masa khalifah Uṡmān bin Affān (w. 35 H) dengan tujuan agar tidak terjadi keragaman dalam berpedoman pada al-Qur’ān. Dalam hal ini, secara teks al-Qur’ān dan hadis tidak ada perintah atau larangan melakukan pengkodifikasian tersebut, tetapi ketika itu sudah menjadi sebuah kebutuhan umat Islam, maka atas dasar kemaslahatan dikodifikasikanlah al-Qur’ān dalam sebuah muṣhaf.
 Dua macam maslahat yang disebutkan terakhir  dapat dikembangkan dan diterapkan pada kasus-kasus hukum baru di era kontemporer ini. Karena di kalangan para ahli uṣῡl al-fiqh terjadi debat table tentang boleh tidaknya menggunakan maṣlahah al-mulgah dalam istinbāṭ al-ahkām. Mayoritas ulama uṣῡl menolaknya karena menganggap kontradiksi dengan kronologis aturan teks hadis. Sedangkan minoritas ulama uṣῡl yang lain, seperti Imām Mālik (w. 179 H) yang dikutip oleh al-Khin mengemukakan bahwa boleh saja memilih di antara ketiga kafarat yang disebutkan oleh teks hadis, tidak mesti berurutan.
 Dalam konteks ini, apa yang telah ditetapkan oleh al-Qāḍi al-Laiṡi terhadap kasus ‘Abd ar-Rahmān al-Hakim hemat penulis adalah tepat sekali, karena ia telah menerapkan maslahat yang berbasis maqāṣid asy-syari’ah. Sementara Jumhủr uṣủliyyin terlihat ketidakbolehannya itu tampak terpaku dengan kronologis teks hadis, dan pola istinbāṭ demikian ini juga tidak salah, tetapi untuk era kontemporer terkesan tidak kontekstual. Apatah lagi macam maslahat yang ketiga, yaitu maṣlahah al-mursalah di era modern ini mesti terus dikembangkan dan diterapkan pada kasus-kasus hukum baru yang secara implisit dan eksplisit tidak terdapat ketentuan hukumnya, maka sejatinya kedua maslahat yang berbasis maqāṣid asy-syari’ah tersebut menjadi alternatif penyelesaiannya. Bahkan tawaran at-Ṭṻfi (w. 716 H) yang lebih mengedepankan maslahatatas naṣ dan ijmā’ dalam kondisi tertentu,
 dapat dijadikan pertimbangan dalam penyelesaian problematika kontemporer yang terus terjadi saat ini, sebab banyak kasus hukum baru yang dihadapi umat Islam secara eksplisit teks, belum ditemukan ketentuan hukumnya.
3. Maqāṣid asy-syari’ah dapat diterapkan dalam upaya mencari dan menemukan ‘illah-‘illah hukum (masālik al-‘illah) yang terkandung di dalam dan di balik teks-teks al-Qur’ān dan hadis, dan bahkan di luar keduanya yang berupa prinsip-prinsip umum yang dijadikan penetapan hukumdi kalangan para ahli uṣṻl al-fiqh. Secara teoritis dalam pemikiran uṣṻl al-fiqh klasik, ‘illah itu dibedakan pada kategori ‘illah al-manṣῡṣah, dan ‘illah al-mustanbaṭah. Dimaksudkan dengan ‘illah yang pertama, yaitu ‘illah yang disebutkan langsung oleh asy-Syāri’ dalam teks yang bersifat pasti (qaṭ’i), sedangkan dimaksud dengan ‘illah yang kedua, yaitu ‘illah yang tidak disebutkan dalam teks dan bersifat ‘aqliyyah.
 Artinya, ‘illah yang tidak disebutkan sama sekali dalam teks itu diketahui dan ditemukan hasil rasionalisasi dan penalaran akal secara ijtihadi. Dalam pemikiran uṣṻl al-fiqh kontemporer, tampaknya term kategori ‘illah masih mengikuti konstruksi yang terdapat dalam pemikiran uṣṻl al-fiqh klasik. Hanya saja jumlah macam dan termnya yang berbeda-beda. Misalnya, Syaikh Muhammad al-Khuḍari Bik (w. 1930 M) menyebutkan bahwa ‘illah dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu ‘illah yang diakui oleh asy-Syāri’ atas maksudnya, ‘illah yang menginformasikan kepada maksud yang dikehendaki oleh asy-Syāri’, dan ‘illah yang legalitasnya diakui oleh asy-Syāri’dibenarkan atau tidaknya.
 Muhammad Abṻ Zahrah menyebutkan tiga macam ‘illah dengan term, yaitu al-munāsib al-mu’aṡṡir, al-munāsib al-mulā’im, dan al-munāsib mursal.
 Sedangkan ‘Abd al-Wahhāb Khallāf (w. 1956 M) menambahkan selain tiga term ‘illah tersebut dengan al-munāsibal-mulgā, yaitu sifat yang tampak jelas yang bisa dijadikan ‘illah dalam merealisir kemaslahatan, tetapi asy-Syāri’ menolak dan membatalkan menetapan hukum yang disandarkan pada sifat (‘illah) tersebut.

Dari macam kategorisasi ‘illah tersebut di atas dapat ditegaskan, baik menurut para ahli uṣῡl al-fiqh klasik maupun kontemporer bahwa pada dasarnya illah itu ada yang munṣṻṣah, dan ada yang mustanbaṭah. ‘Illah  yang disebutkan terakhir inilah yang terutama menjadi obyek kajian pencarian, karena termasuk persoalan ijtihādiyah.

Langkah-langkah yang mesti ditempuh secara kronologis oleh para ahli uṣṻl al-fiqh dalam mencari dan menemukan ‘illah hukum (masālik al-‘illah), seperti dikemukakan oleh al-Gazāli (w. 505 H) antara lain: Pertama, ‘illah langsung digali (dicari) pada teks-teks al-Qur’ān dan sunnah (dalil-dalil naqliyyah) baik diperoleh secara jelas (ṣarih), atau melalui indikasi (al-imā’), atau pun dengan melalui keterangan (at-tanbih). Kedua, penemuan ‘illah dengan ijmā’ yang keberadaannya mempunyai implikasi pada penetapan hukum. Ketiga, menemukan ‘illah dengan jalan istinbāṭ atau istidlāl. Cara yang ketiga ini ditempuhdengan melalui dua cara: (1) as-sabru wa at-taqsim, yaitu memilah dan memilih dari sifat-sifat yang terdapat dalam pokok, mana yang lebih pantas menjadi ‘illah untuk hukum aṣl dan kemudian diterapkan pada furῡ’. (2) al-munāsabah, yaitu mencari ‘illah yang relevan dalam konteks penetapan hukum.
 ‘Illah yang relevan ini secara teknis, oleh al-Gazāli dibedakan pula pada tiga macam, yaitu munāsib al-mu’aṡṡir, munāsib al-mulā’im  dan munāsib al-garib.
 Dimaksudkan dengan dua macam munāsib pertama, pengertiannya adalah sama dengan yang telah disebutkan di atas, sedangkan munāsib yang disebutkan terakhir pada substansinya sama dengan munāsib mulgā dalam term ‘Abd al-Wahhāb Khallāf. Cara-cara penemuan ‘illah yang ditawarkan al-Gazāli tersebut pada intinya adalah agar dalam pencarian ‘illah itu tidak salah menemukan dan menetapkan ‘illah itu sendiri. Oleh sebab itu, al-Gazāli dalam konteks mengijtihadkan ‘illah (al-ijtihād fi al-‘ilal) sebagai pautan hukum (manāṭ al-hukm) yang menentukan ada dan tidaknya hukum membedakan pula dengan tiga macam term, yaitu tahqiq al-manāṭ, tanqih al-manāṭ, dan takhrij al-manāṭ.
 Dimaksudkandengan tahqiq al-manāṭ yaitu melakukan penelitian dan verifikasi pada teks-teks al-Qur’ān dan sunnah untuk memastikan ada dan tidaknya ‘illah pada aṣl, kemudian ‘illah itu disesuaikan dengan ‘illah yang ada pada furῡ’. Sedangkan dimaksudkan dengan tanqih al-manāṭ yaitu proses identifikasi dan seleksi pada sifat-sifat yang terdapat di dalam naṣ (aṣl) dan furῡ’,  kemudian ditetapkan satu sifat yang terdapat kesamaan untuk menjadi ‘illah hukum. Adapun dimaksudkan dengan takhrij al-manāṭ yaitu usaha menyatakan ‘illah dengan cara mengemukakan adanya kesesuaian (al-munāsabah) sifat dan hukum yang beriringan serta terhindar dari sesuatu yang mencacatkan.
 Ketiga cara ini dilakukan dalam penggalian untuk menemukan ‘illah di dalam naṣ, atau di luar naṣ yang substansinya adalah untuk memastikan, menentukan, dan memilih sifat-sifat ‘illah yang paling relevan untuk dijadikan sebagai dasar pensyari’atan hukum yang ada naṣ-nya.

Dalam konteks masālik al-‘illah ini ternyata di kalangan para ahli uṣῡl al-fiqh klasik terdapat beragam cara dan term penemuannya. Selain al-Gazāli (w. 505 H), di antaranya al-Kāfi as-Subki (w. 756 H) menyebutkan sembilan cara dalam menentukan dan menemukan ‘illah,
 ar-Rāzi (w. 606 H) menyebutkan sepuluh cara,
 ‘Ali as-Subki (w. 771 H) dengan sepuluh cara,
 ‘Ᾱdil asy-Syuwaih menyebutkan sebelas cara,
 dan masih banyak lagi para ahli uṣῡl al-fiqh yang lainnya. Sedangkan dalam pemikiran para ahli uṣῡl al-fiqh kontemporer, masālik al-‘illah ini terlihat disederhanakan dengan cukup tiga cara, yaitu melalui naṣ dari al-Qur’ān dan sunnah, konsensus para ulama (al-ijmā’)  dan adanya relevansi (al-munāsabah) dalam pensyari’atan hukum. Dalam konteks ini secara teknis dilakukan dengan jalan tahqiq al-manāṭ, tanqih al-manāṭ, dan takhrij al-manāṭ.

Dua pemikiran konsep masālik al-‘illah di atas, jika dikritisi terlihat bahwa cara-cara yang ditempuh dan yang ditawarkan oleh para ahli uṣῡl al-fiqh klasik terkesan sangat teoritis, karenanya tidak aplikatif dalam menemukan ta’lil al-ahkām untuk diterapkan dalam penetapan hukum terhadap kasus-kasus hukum baru yang terjadi saat ini. Sedangkan konsep masālik al-‘illah yang ditawarkan oleh para ahli uṣῡl al-fiqh kontemporer adalah cukup aplikatif sehingga diduga kuat dapat menjawab berbagai kasus hukum baru yang terjadi di eramodern ini.
4. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan pada semua obyek pembahasan hukum, tidak hanya terbatas dalam bidang mu’amalah saja, tetapi termasuk juga dalam bidang ibadah dengan menetapkan‘illah.  Hal ini seperti tergambar dalam terminologi maqāṣid asy-syari’ah yang dirumuskan oleh Ibn ‘Asyῡr, yaitu makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh asy-Syāri’ dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Demikian ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu tetapi semua jenis hukum sehingga masuklah dalam cakupannya segala sifat, tujuan umum dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.
 Dari terminologi ini memperlihatkan, ada tujuan-tujuan akhir yang mesti direalisir dengan menerapkan syari’ah, yaitu: Pertama, maqāṣid asy-syari’ah al-‘āmmah, yakni mencakup keseluruhan aspek syari’ah. Kedua, maqāṣid asy-syari’ah al-khāṣṣah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari’ah yang ada, seperti maqāṣid asy-syari’ah dalam bidang keluarga (al-‘ā’ilah), bidang menggunakan harta (taṣarrufāf al-māliyah), bidang ekonomi (al-mu’āmalāt), dan lain-lain. Ketiga, maqāṣid asy-syari’ah al-juz’iyyah yang meliputi setiap hukum syara’ dari segi ‘illah, hikmah, dan rahasia-rahasia hukumnya seperti kewajiban ṣalat, larangan berzina, dan sebagainya.
Maqāṣid asy-syari’ah yang disebutkan terakhir ini terutama aspek ibadah, mayoritas ulama tidak membolehkan untuk mengembangkannya, karena hakikat kemaslahatan (maqaṣid asy-syari’ah) yang dikandungnya baik secara kualitas maupun kuantitas, waktu, dan tempat hanyalah hak prerogatif asy-Syari’ yang mengetahuinya, dan manusia (mujtahidin) hanya berkewajiban untuk menemukan, mengetahui dan mengamalkan apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan asy-Syāri’. Mukhtār al-Khādimi menegaskan bahwa ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan asy-Syāri’, dan apa yang diperintahkan kepada ‘ābid itu telah ditetapkan ketentuannya.
 Sedangkan untuk mengamalkan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah (al-‘amal at-ta’abbudi) seperti sarana pendamping yang dibutuhkan untuk beribadah (al-wasā’il al-khādimah li al-‘ibādah), maka problem solvingnya dikembalikan kepada kaidah at-taisir (jalan kemudahan), misalnya al-qawā’id at-taisiriyyah al-aṣliyyah, al-qawā’id at-taisiriyyah al-‘a’żār,dan kaidah-kaidah yang lain. Contoh kaidah aḍ-ḍarῡrah tubihu al-mahẓῡrāt, dan al-hājah tanzilu manzilah aḍ-ḍarῡrah.
 Jadi dalam bidang ibadah secara hakikat, manusia (mujtahid) tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh asy-Syāri’, tetapi secara teknis operasional ijtihad, mujtahid boleh mengetahui dan mengembangkan dengan menetpkan ‘illah sebagai solusi untuk menjawab kasus-kasus baru yang terjadi seperti ibadah haji dan yang lainnya.
5. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan dan dikembangkan dalam kaitan dengan metode ijtihad yang lain, seperti penalaran ta’lili dan istiṣlāhi. Dua penalaran (metode) ini sangat erat hubungannya dengan maqāṣid asy-syari’ah, karena corak penalaran ta’lili mengambil bentuk qiyās dan istihsān, sedangkan corak penalaran istiṣlāhi mengambil bentuk maṣlahah al-mursalah dan sad aż-żari’ah. Secara metodologis, hubungan erat yang cukup signifikan bahwa di satu sisi ‘illah hukum merupakan bagian inti dari maqāṣid asy-syari’ah, dan di sisi lain, ‘illah  sebagai salah satu syarat penerapan qiyās. Di sinilah terjadi titik temu keduanya sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Demikian juga dengan istihsān, ia harus selalu berorientasi pada usaha untuk mewujudkan maqāṣid asy-syari’ah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia (istihsān bi al-maṣlahah). Tidak terkecuali dengan metode maṣlahah al-mursalah sebagai bagian dari penalaran istiṣlāhi sangat erat keterkaitannya dengan maqāṣid asy-syari’ah, karena dalam tataran aplikasinya maṣlahah al-mursalah harus sejalan dengan maqāṣid asy-syari’ah, tidak kontradiksi dengan dalil yang qaṭ’i, dalil kulli, dan ḍarῡri. Dan yang dimaksudkan di sini adalah aḍ-ḍarῡriyyah al-khamsah. Sedangkan sad aż-żari’ah sebagai metode juga sangat erat keterkaitannya dengan maqāṣid asy-syari’ah, karena penekannya pada dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh  mukallaf yang mengandung maslahat dan  mafsadat.  Artinya, jika suatu perbuatan yang dilakukan mukallaf itu lebih besar mafsadatnya seperti mentasarrufkan harta yang dimilikinya, maka harus dicegah dalam pelaksanaannya (sad aż-żari’ah), tetapi, jika menguntungkan seperti harta (uang) itu digunakan untuk modal berdagang yang dibenarkan agama, maka boleh dilakukan dan dikembangkan usaha dagang tersebut (fath aż-żari’ah). Oleh karena demikian, dalam tataran praktisnya maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode dapat dikembangkan untuk menjamah semua metode ijtihad dalam upaya menemukan dan menerapkan ‘illah terhadap kasus-kasus hukum baru yang terus terjadi.
6. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode sekalipun dapat menjamah semua metode ijtihad yang telah ada, tetapi dalam penerapannya tidak sebebas-bebasnya tanpa batas. Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad tidak dapat diterapkan dalam beberapa persoalan, antara lain:(a) Dalam masalah akidah, misalnya, seorang muslim mengubah keyakinannya dalam mengesakan Allah (Q.S. al-Ikhlāṣ (112), ayat 1) dengan percaya betul bahwa Allah salah satu dari yang tiga (Q.S. al-Māidah (5), ayat 73). (b) Dalam masalah yang telah ditetapkan Allah (al-muqaddarāt), misalnya, merubah ṣalat jum’at pada hari ahād, padahal Allah telah menetapkan pada hari jum’at (Q.S. al-Jumu’ah (62), ayat 9), merubah jumlah reka’at salat lima waktu, dan ketetapan-ketetapan yang lainnya.
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�Syāfî’iyyah, kelihatannya tidak menggunakan metode ijtihâd măṣlahah al-mursalah dalam istinbāṭ hukum. Hal ini terbukti dalam Matan Jam’u al-Jawāmi’, karya as-Subki asy-Syāfî’i tidak membahas masalah maṣlahah al-mursalah dalam bab/pasal tersendiri. Ia hanya menyinggung dalam bahasan masālîk al-‘illah, dengan menggunakan istilah al-munāsib al-mursal sebagai pengganti istilah maṣlahah al-mursalah. Imâm Syâfî’i sendiri dalam karya monumentalnya, ar-Risālah dan al-Umm-nya tidak menyinggung  maṣlahah al-mursalah sebagai metode Ijtihâd dalam istinbāṭ hukum. Namun, ada sebagian ulama yang berpandangan secara kritis bahwa Imâm Syâfî’i dan Syāfî’iyyah berpegang dan mempraktikkan prinsip  maṣslahah dalam berijtihâd. Asy-Syāṭibî mengatakan bahwa mażhab Syâfî’i dan Hanafi tentang berpegang pada makna ( maṣlahah) yang tidak disandârkan pada dasar yang sahih, tapi mereka membolehkan berpegang pada  maṣlahah dengan syarat mempunyai kemiripan dengan  maṣlahah- Maṣlahah yang ditetapkan oleh dasar-dasar syara’.Imâm al-Haramain mengatakan asy-Syāfî’i berpegang pada al-maṣālih al-mursalah sepanjang al-maṣālih  itu mempunyai kemiripan dengan al-maṣālih  al-mu’tabarah. Demikian juga Ibn al-Qudāmah mengemukakan bahwa sebagian Syāfî’iyyah menggunakan  maṣlahah al-mursalah sebagai hujjah. Lihat, Tajuddin ‘Abd al-Wahhab ibn as-Subki, Matan Jam’u al-Jawāmi’ (Indonesia: Mâktâbah Dâr Ihya’ al-Kutub al-‘Arabîyyah, t.t.), Juz ke 2, h. 284. Asy-Syāṭibî, Kitāb al-I’tiṣām, op.cit., Juz ke 2, h. 78. Muhammad  Abû Zahrah, Mālîk Hayātuh wa ‘Aṣruh Arā’uh wa Fiqhuh (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1963-1964), h. 403. ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd ar-Rahman as-Sa’idi, Ibn Qudāmah wa Aṡāruh al-Uṣūliyyah (Riyaḍ: Al-Mamlakah al-‘Arabîyyah as-Su’ūdiyyah, 1399 H/1979 M), Bagian ke 2, h. 170.              


� Asy-Syāṭibî, Kitāb al-I’tiṣām, op.cit., h. 90-93. ‘ Abû Zahrah, Mālîk, op.cit., h. 402.


� Al-Gazāli, al-Mustaṣfā, op.cit., h. 253.


�Badr ad-Din Muhammad bin Bahādir bin ‘Abdullah az-Zarkasyi, al-Bahr al-Muhiṭ fi Uṣūl al-Fiqh (Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmîyyah, 1413 H/1992 M), Juz ke 5, h. 215.
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� Muhammad bin Sa’ad bin Muhammad al-Muqran (selanjutnya ditulis al-Maqran), Sad az-Żarā’i’ wa ‘Alāqatuhā bi Maqâṣîd  asy-Syarî’ah (Riyāḍ: Jāmi’ah al-Mulk Sa’ūd, t.t.), h. 64.


�Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, I’lām al-Mûwăqqî’in, op.cit., h. 558.


�Asy-Syaukānî, Irsyād al-Fuhūl, op.cit., h. 217. 


�Muhammad  Abû Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1377 H/1958 M), h. 288. 
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�Al-Imâm Syihāb ad-Din Abû al-‘Abbās Ahmad bin Idirs al-Qarāfi (selanjutnya disebut al-Qarāfi), Syarh Tanqih al-Fuṣūl fi Ikhtiṣār al-Mahṣūl fi al-Uṣûl (Bairût: Dâr al-Fikr, 1424 H/2004 M), h. 448.


�Al-Maqran, Sad az-Żarā’i’, op.cit., h. 68. Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, loc.cit.


� Muṣṭafă bin Karāmatullah Makhżūm, Qawā’id al-Wasā’il fi asy-Syarî’ah al-Islâmîyyah (Madinah: Dâr Isybiliyyah, t.t.), h. 81. Muhammad ‘Izz ad-Din ’Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd as-Salâm, Qawā’id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H/1999 M),, Juz ke 1, h. 39. Nūr ad-Din bin Mukhtār al-Khādimi, al-Maqâṣîd  al-Istiqrā’iyyah Haqiqatuhā Hujjiyyatuhā Ḍawābîṭuhā (Tunis: Jāmi’ah az-Zaitūnah, 1428 H), h.73.   
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�Nama lengkapnya yaitu Abû Muhammad ‘Izz ad-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd as-Salâm bin Abî al-Qāsim bin al-Hasan bin Muhammad bin al-Muhażżab as-Salâmi ad-Damasyqi asy-Syâfî’i, yang dikenal dengan panggilan Ibn ‘Abd as-Salâm. Sebagai seorang ilmuwan, ia dikenal dengan sebutan sulṭān al-‘ulamā’. Ia seorang ahli fikih mażhab Syāfî’i yang menguasai ilmu uṣūl al-fiqh, ilmu bahasa arab, dan tafsir. Dilahirkan di Damaskus pada tahun 577 H. Sumber lain menyebutkan dilahirkan pada tahun 578 H. Ia belajar ilmu fikih Dâri seorang gurunya bernama Fakhruddin ibn ‘Asākir, sedangkan ilmu uṣūl dari Saifuddin al-Āmidi. Ia banyak membaca buku-buku uṣūl al-fiqh dan bahasa arab, ia banyak mendengar, mengkaji, dan berfatwa, dan karena kepintarannya ia juga berijtihâd sampai mencapai tingkatan mujtahid. Ia, sebagai seorang faqih dan mujtahid, dikenal  juga sebagai seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran yang bermuara dalam gerakan amar ma’rūf dan nahi munkar. Semasa hidupnya telah berkumpul dalam dirinya ilmu, amal, berani dalam menegakkan kebenaran, dan jihād di jalan Allah hingga ajal menjemputnya ketika berdomisili di kota Mesir, ia wafat pada tanggal sembilan Jumadi al-Ūla, tahun 660 H. Sebagai seorang ilmuwan, ia termasuk penulis produktif yang banyak meninggalkan karya-karyanya monumentalnya, di antara karya yang palîng masyhur yaitu al-qawā’id al-kubrā, yang dikenal dengan Qawā’id al-Ahkām fi Maṣālîh al-Anām, dan qawā’id as-ṣugrā, yang dikenal dengan Mukhtaṣar al-Fawā’id fi Ahkām al-Maqâṣîd . Secara lengkap ada 24 buah dâri karya-karyanya: (1) Al-Isyārah wa al-Ijāz fi Ba’d Anwā’ al-Majāz fi al-Qur’ān, al-Karim, (2) ‘Amālî fi Tafsir al-Qur’ān, (3) Al-Imâm fi Adillah al-Ahkām, (4) Bihār al-Qur’ān, (5) Bidāyah as-Sūl fi Tafdil ar-Rasūl, (6) Bayān Ahwāl an-NaṣYaum al-Qiyāmah, (7) Targib Ahl al-Islām fi Sakani asy-Syām, (8) Risālah fi al-Quṭb wa al-Abdāl al-Arba’in wa Gairihim, (9) Syajārah al-Ma’ārif, (10) Syarh Muntahā as-Sūl wa al-Amal li Ibn al-Hājib, (11) Al-‘Aqā’id, (12) Al-Gayāh fi Ikhtiṣār an-Nihāyah, (13) Qawā’id al-Ahkām fi Maṣālih al-Ahkām, (14) Kasyf al-Asrār ‘an Hikām at-Ṭuyūr wa al-Azhar, (15) Al-Masā’il al-Musiliyyah, (16) Mafātih al-Kunūz, (17) Maqâṣîd  ar-Ri’āyah, (18) Nukhbah al-‘Arabîyyah fi Alfāẓ al-Ajūrumiyyah fi an-Nahw, (19) Farā’iḍ al-Fawā’id wa Ta’arud al-Qaulain Limujtahid Wahid, (20) Al-Fawa’id fi Ikhtisar al-Maqâshîd , (21) Fawa’id al-Balwā wa al-Mihan, (22) Al-Fatawā al-Muṣiliyyah, (23) Al-Farq bain al-Islām wa al-Imān, dan (24) Al-Fatawā al-Miṣriyyah. Lihat, Ibn ‘Abd as-Salām,, Qawā’id al-Ahkām, op.cit,. h. 3. al-Yūbi, Maqâṣîd  asy-Syarî’ah, op.cit., h. 55. Abd ar-Rahman Yūsuf Abd Allah al-Qaraḍāwi‘, Naẓariyyah, op.cit., h. 93-94.         


�Rentang waktu antara masa ar-Rāzi (w. 606 H) dan asy-Syāṭibî (w. 790 H), terdapat empat kecendrungan yang muncul di kalangan para ulama: Kecendrungan pertama, sebagian ulama uṣūl al-fiqih mendukung konsep maṣlahah (maqâṣîd  asy-syarî’ah) ar-Rāzi, seperti al-Qarāfi al-Mālîki (w. 684 H), dan ada pula sebagian ulama uṣūl  al-fiqh yang memadukan antara konsep ar-Rāzi dan al-Gazâlî (w. 505 H), seperti Jamāl ad-Din al-Asnawi asy-Syâfî’i (w. 772 H). Kecendrungan kedua, pemikiran hukum yang terpengaruh oleh tasawuf, seperti ‘Izz ad-Din ibn ‘Abd as-Salâm as-Syâfî’i (w. 660 H). Kecendrungan ketiga, para ulama uṣūl al-fiqh yang menolak  maṣlâhah (maqâṣîd  asy-syarî’ah), terkecualî ada dasar naṣ-nya, seperti al-Āmidi asy-Syāfî’i (w. 631 H), dan Ibn al-Hājib al-Mālîki (w. 646 H). Kecendrungan keempat, para ulama yang mencari jalan tengah antara mereka yang nufāt al-maṣlahah, dan yang muṡbit al-maṣlahah, seperti Ibn Taimiyah (w. 728 H), dan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H). Lihat, Fakhr ad-Din Muhammad bin Umar bin al-Husain ar-Rāzi, al-Mahṣūl fi ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh (Mesir: Mu’assasah ar-Risālah, t.t.), Juz ke 5, h. 157-171. Imām Syihāb ad-Din Abî al-‘Abbās Ahmad bin Idiris al-Qarāfi, al-Furūq (Mesir: Mu’assasah ar-Risālah, t.t.), Juz ke 1, h. 12-19. Dan, al-Qarāfi, Syarh Tanqih al-Fuṣûl, op.cit.,h. 302-304. Jamāl ad-Din ‘Abd ar-Rahim al-Asnawi, Syarh al-Asnawi Nihāyah as-Sūl (Mesir: Maṭba’ah Muhammad ‘Alî Ṣabîh wa Aulāduh, t.t.), Juz ke 3, h. 50-56. Ibn ‘Abd as-Salâm, Qawā’id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām (Bairût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1420 H./1999 M.), Juz ke 2, h. 48-48-54. Saif ad-Din Abî al-Hasan ‘Alî bin Abî ‘Alî bin Muhammad al-Āmidi (selanjutnya disebut al-Āmidi), al-Ihkām fi Uṣûl al-Ahkām (Bairût: Dâr al-Fikr, 1416 H./1996 M.), Jld. ke 2, Juz ke 3, h. 185.Tāj ad-Din Abî Naṣr ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alî bin ‘Abd al-Kāfi as-Subki, Raf’ al-Hājib ‘an Mukhtaṣar Ibn al-Hājib (Bairût: ‘Alāh al-Kutub, 1419 H/1999 M), Juz ke 4, Cet. ke 1, h. 334-335. Syams ad-Din Abî Sanā’ Mahmud bin Abd ar-Rahman bi Ahmad al-Aṣfahāni, Bayān al-Mukhtaṣar Syarh Mukhtaṣar Ibn al-Hājib (Makkah al-Mukarramah: Markaz Ihyā’ at-Turāṡ al-Islâmî, t.t.), Juz ke 3, h. 117-120. Yūsuf Ahmad Muhammad al-Badawi, Maqâṣîd  asy-Syarî’ah ‘Ind Ibn Taimiyah (Yordania: Dâr an-Nafāis, t.t.), h. 54. Ibn Qayyim aj-Jauziyyah, A’lām al-Muwaqi’in, op.cit,. h. 483.  


�Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa karya Ibn ‘Abd as-Salām itu dengan “Kitāb al-Maṣālih wa al-Mafāsid”. Ibn Marzuq al-Hāfiẓ (w. 842 H) menyebutnya dengan “Kitāb al-Qawā’id”. Sedangkan as-Subki dengan “Syajārah al-Ma’ārif”. Lihat, Ahmad ar-Raisūni, Naẓariyyah, op.cit., h. 65. 


�Ibn ‘Abd as-Salâm, Qawā’id al-Ahkāam, op.cit.,, Juz ke 1, h. 10-11. 


�Ibn ‘Abd as-Salâm, Qawāa’id al-Ahkāam, op.cit.,, Juz ke 2, h. 94. 


�Ibid., h. 100. 
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حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيْرٍ قَالَ: أَحْبَرَناَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ءاِبْنِهِ قَالَ: لَايُقْضَى الْحُكْمُ (الْحَا كِمُ) بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ.
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